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INDUK KARANGAN 

KONSISTEN MENJAGA IDEOLOGI 

Sejarah t.elah mengajarkan kepada· bangsa 

ini bahwa kesulitan yang· datang bertubi-tubi sering­

kali menciptakan peluang bagi pihak tertentu un­

tuk menyusupkan kepentingannya. Krisis e!<onomi 

1997 /1998 tak terbantahkan telah me.mbuka pintu 

bagi masuknya IMF dengan kebijakan-kebijakan yang 

bertolak-belakang dengan kepentingan rakyat. Meski 

usul IMF itu dipahami sebagai langkah yang berten­

tangan dengan kehendak rakyat, Pemerintah tak bisa 

berbuat a pa, a pa kecuali m.enerimanya. Dan, menjadi 

pasien IMF terbukti justru menjerumuskan ln.donesia 

ke jurang yang lebih dalam lagi. 

Dalam situasi perekonomian yang menghada­

pi ujian berat sekarang ini, penysup;m kepentingan pi­

hak tertentu bukan sesuatu yang mustatiilterjadi lagi. 

Dalam kondisi demikian, tan pa ideologi yang jelas dan 

tanpa konsistensi d<:!lam menjaganya sangat mudah 

menyebabkan dilakukannya perubahan arah dan tu-

rakyat. Menari,k pula mengikuti gaya Presiden Jokollvi 

dengan blusukannya yang tidak tergoyahkan sedikit . ' ! 

pun. Tindakan ini seolah ingin mengatakan kepada 

rakyat bahwa perekonomian Indonesia baik-baik saja. 

Berdaulat, berdikari, dan berkepribadian 

adalah ideologi yang dimaksud Pre.siden Jokowi di­

punyainya. "Saya sebagai seorang Presiden, juga 

harus pu~ya ideologi yang jelas. Apa i.tu? Berdaulat, 

berdikari, dan berkepribadian," ujar Presiden Jokowi. 

lni disampaikan di hadapan kader-kader Partai Nas-

, dem. yang mengada kan Ra pat Kerja Nasional (Raker­

nas) di JCC 'baru~baru ini (kompas.com, 22/9). Tat­

kala penegasan itu disampaikan di depan kader papol 

dan dalam spasana perekonomian yang sedang sulit, 

maka janji konsistensi menjaga ideologi dalam situasi 

sulit sekali pun menjadi menarik dicermati. 

Dari awal, kita membaca ideologi ekonomi 

Jokowi sebagai anti-neolib sebagaiman.a dapat dibacii 

juan yang sudah ditetapkan. Saat ini pun, pelbagai i pada Nawa Gita, kendati ke-anti-an itu tidak disebut-

pihak terlibat dalam perbincangan apakah ekonomi 

Indonesia kini sudah berada dalam fase krisis atau be-

lum. Meng<;1takan krisis bisa menimbulkan beberapa 

konsekuensi. Bisa memaksa Pemerintah dan seluruh 

perangkatnya untuk mengambil tindakqn yang lebih 

bersifat radikal dan cepat. Bisa pula menimbulkan 

konsekuensi diambilnya larigkah-langkah yang tidak 

lagi' sejalan dengan kesepakatan .aw al. Situasi inilah 

yang membuka jalan bagi dilakukannya tindakan yang 

menyimpang dari tujuan semula untuk dan atas nama 

kedaduratan. Bisikan-bisikan yang· menyesatkan bi-

asanya muncul dari situasi seperti ini. 

Dalam kaitan itu, adalah menarik mencermati 

penegasan Presiden J.okowi yang menyatakan bahwa 

ia punyai ideologi. yang jelas. Penegasan ini menarik 

lantaran dikemukakan hanya beberapa hari setelah 

penegasannya agar tidak menyebut ekonomi saat ini 

dalam situasi krisis. Tampaknya, Jokowi tidak sedang 

1 berupaya membela pemerintahannya yang sudah mu­

lai diserang. Sementara ada yang memaksanya untuk · 

1' 

I
. kan secara tegas. Di sebuah negara di mana perim 

I
i negara menjadi lebih kuat dan ada di· marla~mana, 

maka negara itu bukanlah koloni neolib. Perspektif ini 

i menjadi menarik apabila dikaitkah dengan situasi saat 

1 
ini di mana Pemerintah belum dapat mengerem has-

1 rat berutang dan menawarkan segala macam proyek 

I kepada investor asing. Mungkin!<ah menjaga ideologi 

I

I berc;laulat dalam situasi di mana kekuatan pemodal 

asing demikian besar? Strategi dan mekanisme apa 

yang sudah disiapkan untuk menjinakkan investor itu. 

agar mereka .hanya. sa,,,;pai di ruang tamu dan tidak 

sampai masu~ ke dalam kamar-kamar tidur rumah Re" 

publik? 

Menjaga ideologi tentu bukan pilihan, melain­

kan keharusan. Dan, dalam situa.si yang sulit saat i.ni, 

konsistensi menjaga, ideologi dimaksud tentu bukan 

hanya menarik ditunggu tetapi, ·bagaimanapun, perlu 

ditagih perwujudannya. 

· mengakui terlah terja. di krisis e!<onomi, di lain .Pihak., I 
Pemerintah terus meniupkan angin optimisme kepada 

[*91 
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EKONOMI & BISNIS 

MENAKAR PROSPEK SEKTOR PROPERTI 

Jakarta, 25 September. 2015 (Business 'News) 

Pelaku industri. properti .saat sedang berharap 
pemerintah memberikan kelonggaran kebijakan unwk 

menggair!!lhkan kembali sektor properti. Dalam salah 

satu disan strategi kebijakan ekonomi jilid I .yang di­
luncurkan 9 September 201 5 lalu, disebutkan bahwa 

pemerintah akan .mendorong sektor proper.ti, terma­
suk pembangunan rumah untuk masyarakat berpang­

hasilan rendah (MBR). 
Sayangnya, prospek sektor properti dikha-. 

watirkan akan terganjal oleh persoalan pajak, lanta­

ran pemerintah justru sedang getol mengais pajak 
dari sektor properti. Para pengembang dan konsumen 

properti berharap rencana menggali pajak dari. sektor 
properti bisa ditinjau ulang karena situasi dan kondis-

inya sedang tidak mendukung. 
Diketahui ada rencaria pemerintah yang akan 

mengubah beleid pungutan pajak prop.erti yang hing­
ga bulan lalu masih sebatas rumor. Disebut rumor 

karena penyataan regulator masih mentah dan kerap 

berubah, apalagi setelah banjir keluhan. Akibat ketida­

kpastian terse but, penjualan properti terhuyung. Data 
konsultan properti, JLL Indonesia menunjukkan,. hing­

ga kuartal 11/2015 lalu penjualan tercatat 68% lebih 
rendah dib11ndingkan dengan kuartal 1/2015. · 

Sebelumnya Menteri Keuangan Bambang 

1 
P.S. Brodjonegoro mengumumkan bahwa pemerintah 
segera merevisi Peraturan Menkeu· (PMK) No. 130/ . 

PMK.011 /2013. lritinya, properti dengan harga di 
atas Rp10 miliar akan terkena Pajak Penjualan Barang 

Mewah (PPnBM), bukan Rp5 miliar atau Rp2 miliar 

.sebagaimana santer terdengar. 

Pemerintah juga berencana niemperjelas . 
aturan kepemilikan properti bagi warga negara asing 

(WNA.l dengan merev.isi sejumlah regulasi .. Kepastian 

hukum bagi WNA dalam memiliki properti di Indone­

sia diharapkan bisa menjadi vitamin bagi. penjualan 
properti yang tengah lesu. Lalu, apakah jurus-jurus 

yang akan dikeluarkan pemerintah ini efektif untuk 
mengatasi kelesuan-kelesuan di industri properti? 

Menurut kalangan pengusaha. properti, pene­
tapan batas harga Rp10 miliar bisa memberikan 

angin segar karena konsumen tidak akan .dibebani 

PPnBM jika membeli properti di bawah Rp10 miliar. 

Sebelumnya, pemerintah berencana menentukan pa­

tokan harga di' atas Rp2 miliar atau Rp5 miliar. lni 
yang membuat konsumen menahan diri dan berpikir 

keras jika nekat berburu properti. 
. Jika properti dengan rentang harga Rp2 mil­

iar_,:Rp5 miliar dibebankan PPnBM 20%, ma.ka total 

beban pajak yang harus. dibayarkan mencapai 40%. 
Jumlah ini terdiri dari pajak penghasilan -(PPh) 5%, 

pajak penjualan !PPn) 10%, Pajak Penjualan atas. Ba- i 

rang Mew.ah (PPnBM) 20%, dan bea perolehan hak 
atas tanah dan bangunan (BPHTB) seniJai 5 % . Se­

jauh ini pasokan apartemen dengan harga Rp2 miliar 
hingga Rp5 miliar di Jakarta . cukup banyak, seiring 

dengan meningkatnya daya beli. Batas harga tersebut 

seharusnya .masuk kategori menengah atas, bukan 

golongan mevvah. 
Ada perusahaan asing yang bergerak di sek­

tor properti mengategorisasikan apartemen superme­

wah di kelas luxury ialah hunian dengan harga di atas 
Rp55 juta per meter persegi. Pajak dikenakan mulai 

dari tipe tiga kamar tidur dengan ukuran 170 m2-

350 m2 dan kisaran harga per unit berkisar Rp9,5 

miliar-Rp22, 7 miliar. 
Dari segi pasokan, jumlah apartemen luxury. 

di ,Jakarta pada 201 5 hanya 1 % dari total proyek 
146.304 unit, sedangkan s.ampai2018, pasokan ber­

tambah kurang dari 1 % dari total 79. 503 unit. Dalam 
kondisi perekonomian yang masih belum kondusif, me­

mang keputusan batasan properti mewah yang baru 

tidak serta merta meramai.kan penjualan, terutama bagi 
sag.men investor. Konsumen akhir atau· end user tetap 

akan melakukan pembelian dalam kondisi apapun. 
· Kalaupun investor membeli apartemen · saat 

ini, mereka tetap akan berpikir ulang, apakah in­

vestasinya mampu untuk menghasilkan pendapatan 
berkelanjutan yang· diinginkan. Kendati dinilai mem­

bawa angin segar, di sisi lain penetapan ambang ba­

tas properti ken a PPnBM sebesar Rp 1 0 miliar justru 
tumpang tindih dengan standar PPh untuk _kategori 

properti sang at tnewah sebesar Rp5 miliar. Stander 
tersebut sebetulnya diturun.kan dari Rp10 miliar. lni 

tercantum dalam PMK .No. 90/PMK.03/2015 yang 
ditetapkan pada Mei -2015. 

Segmen menengah bawah justru tengah ter' 

dorong angin buritan. Penerapan batas atas PPnBM 
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unt.uk prop-

erti tidak akan 
berdampak 

signifikan, ter­

lebih sejumlah 
perseroan · kini 

tengah gencar 

membangu.n 

hunian murah, 

dengan harga di 

bawah Rp400 

juta. Segmen 
ini cukup tahan 
banting mengh-

. adapi kelesuan 

. di pasar prop­
erti karena penjualan tidak hanya didorong oleh motif 
investasi, tetapi juga moti.f kebutuhan akan hunian 

(real demand). 

Selain relaksasi perpajakan, pemerintah juga 

menetapkan ambang batas harga bagi pemilikan 

properti bagi .WNA sebesar Rp10 miliar. Penetapan. 
harga di atas Rp 1 0 miliar sud ah tepat agar tidak men­

imbulkan spekuiasi harga yang terlalu tinggi. Dengan · 

melemahnya kurs rupiah, bagi kelas menengah asing 
harga properti di sini semakin mu rah. 

Bila dibandingkan dengan negara tetangga, 
seperti Malaysia dan Slngapura, standar harga Rp 10 · 
miliar cukup berimbang. Namun, dengan harga yar.ig 

sama, spesifikasi kualitas properti di Indonesia tentu­

nya akan lebih tinggi karena mahalnya biaya lahan di 

kedua negara ters~but. 
Kalangan perusahaan konsultan properti ber­

pendapat penetapan standar properti mewah senilai 
Rp 10 miliar menjadikan Indonesia memiliki daya sa­

ing secara internasional. Artinya, angka tersebut ma­

suk .dalam perhitungan harga jual properti di negara 

lain. Menurut mereka, harga properti kelas menen­
. gah di Tiongkok, Malaysia, dan Thailand berkisar 
USD400.000-USD600.000 per unit. Dengan perhi­

tungan USD1 setara dengan Rp14.000, mak11 rentang 
harga jual antara Rp5,6 miliar-Rp8,4 miliar per unit. 

Dengan melihat ierata harga di beberapa neg­

ara tersebut, maka batasan Rp 1 0 miliar bagi orang 

asing yang ingin rhemiliki properti di Indonesia dinilai 
cukup .wajar. N'amun ada pula yang meriilai bahwa 

standar harga paling rendah untuk konsumen asing 

adalah Rp 5 miliar, karena tidak semua WNA berpeng-

hasilan tinggi. 

Harga di atas 
Rp5 m.iliar cu­

kup atraktif bagi 
WNA untuk 

membeli proper­

ti sesuai dengan 
tingkat penghas­

.ilannya. Hingga 
saat ini pemer­

intah tetap. ber­

keras agar han­
ya WNA yang 

berkedudukan di 
Indonesia yang 
boleh memiliki 

properti. Jika menilik jumlah tenaga kerja asing di In­
donesia berkisar 70.000 orang, maka pasokan ap,arte­

men dengan ha~ga di atas Rp5 miliar di Jakarta pun 

berjumlah 70.000 unit. 
Jika orang asing yang berminat hanya_ 10% 

dari total populasi, maka mereka hanya menyerap · 

pasokan 10%. Di sini konsumen asing menginginkan 
free flow dan free for all. Artinya, konsumen bebas 

menjual, mengalihkan, menyewakan, atau mewaris­
kan propertinya. Kemudian, kepemilikan prope(ti tidak 

perlu terhambat ataU terkendala dengan masalah izin 
tinggal,.izin kerja, dan masa tinggal di Indonesia. 

Gayung bersambut, Kementerian Agraria dan 
Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

merigatakan, pemerintah akan memberikan izin ting­

gal permanen bagi WNA di kawasan ekonomi khl.isus 
yang n:iemenuhl syarat-syarat tertentu. Adapun sta­

tus pemilikan properti ofeh WNA a.kan menggunakari 
hak pakai, bukan hak milik. 

Namun, pemerintah. menjamin perpanjangan 

masa hak pakai akan dipermudah .dan fungsi perdata 

hak pakai akan tetap dijamin sebagaimana fungsi hak 
milik. lni untuk menjamin kepastian huku.m. Dengan 

kebijakan yang. ramah investor dan konsumen, diyaki­
ni prospek properti ke depan akan lebih bagus di ten­
gah perlambatan ekonomi yang terjadi saat irii. Geliat 

sektor properti akan mendorong permintaan energi 
(listrik, gas), semen, besi, baja, mebel dan Jurnitur, 

peralatan rumah tangga, sehingga memberikan dam­

pak pengganda bagi pere~onomian domesti.k. 
(Rkl 
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PASAR MENANTI KEPASTIAN KENAIKAN SUKU BUNGA AS 

Jakarta, 25 September 201 5 (Business News) 

Pelaku pasar keuangan globald an domestik 
masih terus menanti kepastian kenaikan suku bunga 

di Amerika Serikat (AS) oleh The Federal Reserve 
Bank· (The Fed). Kabar terbaru, Gt1bernur Bank Sen­
tral AS, Janet Yellen memperkirakan akan ada penai­

kan tingkat bunga pada ak_hir tahun ini asalkan inflasi 
stabil dan dan ekonomi cukup kuat untuk mendorong 

peningkatan lapangan kerja. 

Yellen, yang berbicara sep~kan setelah 
menunda penaikan tingkat · bunga, memperkirakan 

perkembangan pasar keuangan dan ekonomi global 

tidak. akan berpengaruh signifikan pada kebijakan 

bank sentral itu. Pernyataan tersebut, termasuk yang 
menyebutkan pelemahan inflasi akhir-akhir ini hanya 

bersifat sementara, akan membuat kaget para inves­
tor. Mereka menilai keputusan pekan lalu · sebagai 

isyarat bahwa pengetatan kebijakan tidak mendesak 
lagi untuk dilakukan sehingga kemungkinan dilakukan 

pada tahun depan. 
Menurut Yellen, sebaglan besar dari penu­

runan harga disebabkan oleh faktor khusus seperti 
penguatan dolar AS dan turunnya harga minyak men­

tah yang akan b_erakhir. Hal itu memungkinkan inflasi 

AS naik dari target 2 % atau di atas rata-rata inflasi 
global. Pada bagian lain, Yellen menegaskan bahwa 

pejabat bank sentral memperkirakan AS akan mampu 
mencapai target teriaga kerja maksimum dan mampu 

menstabilkan harga. 
Akibatnya, nilai tukar dolar AS mengalami 

reli setelah Yellen mengatakan masih·memperkirakan 
bank sentral bakal menaikkan suku bung a pad a 201 5 

ini. Yellen, dalam pidatonya di University of Massa­
chusetts, Amherst, mengatakan perbaikan ekonomi 

AS "kemungkinan membutµhkan kenaikan awal pada 

suku bunga akhir tahun ini, diikuti_ oleh kecepatan l<e­

bijakan moneter secara bertahap setelah itu." 

Pernyataan Yel_len terjadi sepekan setelah The 
Fed memilih mempertahankan su ku bu'nga (Fed Fund 

Rate/FFR) di kisaran nol hingga 0,25% pada perte­
muan dua hari, 16-17 September lalu, yang sudah 

diberlakukan sejak 2006. Yellen mengatakan para pen­

gambil kebijakan terus memantau perkembangan di 
. luar negeri; tetapi jangan perharap kondisi pelemahan 

di Tiongkok atau di tempat lain bisa menggagalkan 

rencana The Fed untuk menaikkan suku bunga. 

Pernyataan Yellen langsung mendorong euro 
ke level 1, 1172 dolar AS, dibandingkan ·1, 1230 do­

lar AS sesaat sebelum Yellen berbicara sekitar satu 
jam sebelumnya. Mata uang AS naik_ke posisi 120,29 

yen, dibandingkan 120,04 yen sebelum Yellen berpi­
dato. Kurs greenback 'juga menguat atas franc Swiss 

dan poundster/ing. 
Pernyataan Yellen cukup "signifikan dalam hal 

menunjukkan mereka akan terus bergerak dan menai­
kkan suku bunga tahun ini". Yellen membuat argumen 

yang cukup kuat bahwa FFR dinaikkan pada tahun , 

ini. Sebelumnya The Fed mengirimkan pesan beragam i 

ke pasar saham. Pada pekan lalu, misalnya, Y.ellen 
terlihat mencemaskan kondisi outlook ekonomi global 

yang melemah. Dia bilang, "situasi global bearish dan 
harlls menjadi diwaspadai." 

Pernyataan itu dapat diartikan sebagai "dov­
ish" atau pendekatan hati-hati The Fed terkait waktu 

pelaksanaan kenaikan suku bunga acuan dari level 
nol persen s_aat ini. Namun, beberapa hari kemudian, 

muncul pernyataari-pernyataan kontradiktif dari se-
. jumlah Presiden Th!!. Fed yang cenderung "hawkish" 

atau ingin menaikkan _FFR secepatnya. 

Tak pelak,. investor pasai saharn berupaya 

keras memahami alasan di balik keputlisar:i The Fed 
untuk t,idak menaikkan suku bunga acuannya pada 17 

September lalu dan sekaligus memprediksi kapan te­
patnya suku bunga AS akan dinaikkan. Maklum pada 

17 September lal_u Ye.lien mengumumkan The Fed ti- .. 
c;lak akan _menaikkan suku bunga acuannya .. 

Meski bank sentr.al AS itu cukup optimistis. 

mengenai perekonomian AS, namun Yellen mengutip 

perlambatan ekonomi global dan · pasar saham yang 
volatil sebagai alasan untuk menunggu kenaikan suku 

bunga. Kecemasan mengenai pertumbuhan Tiongkok 

dan ekonomi emerging marl~ets lainnya menyebabkan 
• J ' ' 

pergerakan liar pada pasar finansial. 

Lalu, pada 19 September, dua hari pasca pi­

dato Yellen, Presiden Fed San Francisco John Wil­
liams bilang keputusan untuk menaikkan suku bunga 

acuan semakin dekat. Hal itu !)erlawanan dengan per­

riyataan resmi The Fed, yang menunjukkan 9 dari 10 
angg~ta The Fed menolak kenaikan suku bunga . 
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Satu-satunya yang tidak sepakat adalah Jef­
frey Lacker, Presiden The Fed Richmond, yang ingin . 

agar The Fed mengerek· suku bunganya. Williams 
berpendapat, performa ekonomi AS tidak dijamin 

oleti suku bunga yang mendekati level nol persen. 

Menurutnya, perekonomian AS sudah jauh lebih baik 
dibanding masa-masa suram pada akhir 2008-2009. 

Saat ini, perekonomian AS berada di. masa yang san­

·gat berbeda dibanding saat pertama kali memberla.ku­

kan kebijakan akomodatif yang sangat ekstrem. 
Berlanjut pada 21 September, ternyata Wil­

liams bukan satu-satunya orang yang mengeluarkan 
pernyataan berla.wanan dengan Yellen. Presiden The 

FE!d St. Louis Bullard juga setuju agar bank sentral 
segera menaikkan suku bunganya. Dia berpendapat, 
ada. kasus besar di mana kini saatnya u·ntuk menor­

malisasi tingkat suku bunga. Pad.a hari yang sama, 

Presiden The Fed Atlanta Andrew Lockhart menye­

but, besar kemungkinan suku. bunga akan naik pada 

tahun ini, selama pasar saham tak bergejolak. 
Kembali ke signal yang diberikan Yellen, maka 

semakin pasti jadual kenaikan FFR, semakin baik bagi 

pasar keuangan global· dan domestik karena tidak l_agi 
tersandera oleh rencana The Fed. 

Pasar Uang 
Sejauh ini tekanan terhadap rupiah masih ber­

lanjut. Bahkan posisi rupiah sempat menyentuh level 

1 Rp14.600-an per dolar AS pekan lalu. Kurs tengah 
Bank Indonesia (Bl) menunjukkan. nilai tukar rupiah 

berada di level Rp14.623 per dolar AS, atau semakin 

melemah dari posisi akhir pekan lalu yang berada di 
angka Rp14.463. Padahal, di awal bulan lalu (3/8), 

rupiah masih berada di posisi Rp13.492 per dolar AS. 
Maka, di saat banyak pihak mendesak agar 

Bank Indonesia (Bl) menurunkan suku bunga acuan 

atau Bl Rate untuk membangkitkan perekonomian 

domestik, Gubernur Bl Agus Martowardojo justru 
memastikan Bl· tidak akan mengubah suku bunga 

1 acuan hingga data-data menunjukkan pihaknya harus 

melakukan penyesuaian. 
Jika data yang ada sudah menunjukkan per­

baikan, maka Bl bis;i melakukan kajian lebih lanjut, 

terutama data yang menunjukkan inflasi sudah ter­

kendali, defisit transaksi berjalan (DTB) lebih se­
hat, dan sentimen dunia terhadap. penguatan dolar 

AS atau tekanan ke negara-negara berkembang se­

makin stabil. 

Berdasarkan data Jakl!rta Interbank Spot 
Dollar Rate (JISDOR) Bl Rl!bu (23/9) l!!lu, rupil!h · 

bertengger di level Rp 14.623 per dolar AS l!tl!u me­

lemah dari sebelumnya di-posisi Rp14.486. Menurut 
Gubernur Bl, pelemahan rupiah masih dipicu gejolak 

eksternal. Dunia khawatir pertumbuhan Tiongkok 
lebih rendah dan berdampak ke negara-negara yang 

eksP.ornya mengandalkan sumber daya atam. Dalam 

situasi seperti ini Bl selalu ada di pasar dan menge­

luarkan kebijakan yang prudent untuk mengarahkan 
inflasi sesuai target. · 

Senada dengan Gubernur. Bl, Menko Per- . 
ekonomian Darmin Nasution mengakui rupiah yang 

tembus · Rp 14. 623 per dolar .AS karena pelaku pasar 
berspekulasi tentang masa depan Tiongkok. Harga 

komoditas turun, pasar berspekulasi soal ekonomi 
Tiongkok. Dia tidak melihat faktor dalam negeri rne­

mengaruhi kemerosotan rupi;ih. 

Sesungguhnya, pelemahan nilai tukar rupiah 

yang bahkan sempat menyentuh 1.evel Rp14. 700 per 
dolar AS disebabkan berbagai sentimen eksternal dan 

internal. Pengaruh itu rnuncul dari kebijakan The Fed 
yang menunda menaikkan suku bunganya, pertumbu­
han ekono.mi Tiongkok yang melemah dan juga per­

tumbuhan ekonomi.lndonesia yang melambat. 
Sentimen lain yang membuat rupiah turun 

tajam,. dikarenakan revisi proyeksi pertumbuhan eko­

nomi Indonesia ol!)h Asian Development Bank (ADB) 
dari 5,4% menjadi 4,9% tahun ini. Akibatnya persep­

. si pasar negatif, dan berimbas ke nilai tukar rupiah. 
Sementara itu; penundaan· kenaikan suku bunga .The 

Fed yang bersifat sementara justru menimbulkan keti­

dakpastian bagi pasar keuangan. 
Selain itu ada rilis data-data ekonomi dalam 

negeri, seperti angkas ekspor dan impor yang be­

lum maksimal serta perkiraan pertumbuhan ekonomi 

dalam negeri yang tidak mencapai di atas 5 % , semua 
itu memberikan s.entimen negatif bagi rupiah. Awal­

nya diharapkan spekulasi di pasar keuangan diharap­
kan mereda pasca bank sentral AS mengumumkan 
menunda kenaikan FFR. Meski demikian, diyakini ti­

dak ada faktor domestik yang signifikan mempenga­

ruhi pelemahan rupiah. 
Jika pelemahan rupiah karena faktor ekster­

nal, maka pemerintah harus meresponnya dengan 
menjaga kepercayaan pasar. Tepat jika dalam waktu 

dekat pemerintah akan mengeluarkan kembali Pa­

ket Kebijakan Ekonomi Jilid II yang diharapkan akan 
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langsung berdampak pada rupiah. 

Meski demikian, diakui kebijakan ·pemerintah 

saja tak bakal bisa menahan pelemahan nilai tuka.r ru­

piah. Perlu adanya aksi nyata dari dunia usaha dalam 
negeri sehingga kebijakan tersebut bisa berdampak 

langsung. Oieh karena itu, pemerintah terus mendo­
rong agar saat ini pelaku usaha .menyiapkan pondasi 

yang kuat. sehingga saat kebijakan tersebut dikeluar­
kan, implementasinya bisa langsung berdampak. 

Dalam draft Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II 

yang masih dalam tahap pembahasan, fokus utama 

yang akan digenjot pemerintah terkait dunia industri 

dan pertanian. Dalam Paket Kebijakan Jilid II ini akan 
berisi sejumlah kebijakan baru dan dereg\Jlasi, yang 

utama ad a I ah upaya mendorong ekspor. 
Untuk diketahui, Presiden Rf Joko Widodo 

(Jokowi) telah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekono­

mi Jilid I pada 9 September 2015 lalu. Dalam paket 
kebijakan tersebut terdapat deregulasi· 134. Dari 134 
peraturan yang diubah tersebut telah disortir dari se­

belumnya sebanyak 154 peraturan. 

Dari keseluruhan peraturan tersebut ada man­
faat yang dapat digarisbawahi dan perlu diketahui 

oleh masyarakat, yaitu percepatan pembangunan ka­
wasan industri sesuai· dengan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan begitu, 

maka pada akhirnya volatilitas nilai tukar rupiah akan 

lebih stabil terhadap guncangan ekonomi globaL 

Upaya membangun pondasi ekonomi domes­
tik menjadi panting untuk mendongkrak kepercayaan 

pasar terhadap prospek ekonomi Indonesia di tengah 
rencana kenaikan FFR oleh .The Fed pada tahun ini. 
Ditundanya kenaikan FFR pada pertemuan pimpinan 

The• Fed (FOMC) dua pekan lalu lantaran sektor manu­
faktur AS masih tetap lemah dan semakin bertambah 

lemah. Pelemahan sektor manufaktur AS tarlihat dari 
posisi Markit Purchasing Manager Index (PMI) Manu-. 

faktur yang naik tipis menjadi 53. \dari bulan Agustus 

yang .sebesar 53.0. 

Pemerintah Indonesia juga tengah menyiapkan · 

instrumen yang mendorong peningkatan cadangan de­

visa (cad!!>v). Dengan instrumen tersebut diha~apkan 
dolar AS bisa lebih lama menetap di dalam negeri. 

Menteri Keuangan Bambang Brodjosumantri 
pekan lalu mengikuti rapat terkait cadev di Kantor 

Wakil Presiden. Rapat yang dipimpin Wapres Jusuf 
Kalla juga diikuti Gubernur Bl Ag us Martowardojo. Inti 

pertemuan 'adalah bagaimana mendorong peningkatan 

devisa melalui kemudahan ekspor. 
Pemerintah mengaku sedang membutuhkan 

devisa yang besar, untuk mengantisipasi capital .out­

flow akibat guncangan ekonomi global. Jika ekspor 
telah meningkat, maka langkah selanjutnya adalah 

mendorong agar devisa hasil ekspor (DHE) tersebut 
masuk ke sistem perbankan domestik. 

Sejauh ini didev masih aman. setidaknya un­
tuk memenuhi kebu.tuhan enam bulan inipor dan pem­
bayaran utang luar negeri (ULN). Meskipun demikian, 

pemerintah tetap perlu menambah cadev. Gubernur 

Bl Agus Martowardojo menyampaikan posisi cadev 

hingga Senin lalu (21 /9) mencapai 103 miliar dola.r 
1 

AS. Angka ini berkurang dibandingkan dengan Agus- i 

tus 2015 yang nilainya 105,3 miliar dolar AS. 
Pernyataan Gubernur Bl itu sejalan dengan re­

visi asumsi Bl terkait rentang asumsi kurs rupiah di 
Rancangan APBN 2016, yang kali ini batas bawah 

dinaikkan menjadi Rp13.700 - Rpl3.900 per dolar AS 

dari'sebelumnya di rentang Rp13.400: Rp13.900 per 
dolar AS. Gubernur Bl memperkirakan tekanan pada 

defis it transaksi • finansial karena · ketidakpastian eko- ' 
no mi global masih a kan berlanjut setidaknya hingga 

kuartal 1/2016. 
Dinamika perekonomian global karena spekula­

si kenaikan suku bunga AS, develuasi Yuan, dan penu­
runan harga. komoditas akan memicu tekanan terhadap 

aliran modal ke dalam negeri. Sebaliknya, tekanan itu 

pula rentan mendorong dana keluar. Secara tahun kal­

ender berjalan hingga 18 September 2015 lalu, dana 
asing yang masuk ke pasar modal dan obligasi pemer­

intah tu run menjadi hanya sekitar Rp39 triliun dari· peri­
ode sama di 2014 sebesar Rp170triliun. 

Meskipun masih terdapat tekanan pelebaran 

defisit untuk transaksi finansial, secara umum DTB 

akhir 2015 dapat ditekan hingga 2,2% dari Prociuk 
Domestik Bruto (PDB). Angka itu turun dibanding de~ 
fisit pada 2014 yang masih dekat di kisaran 3% ter­

hadap PDB. 

Sementara itu, Bl mempertahankan perkiraan 

pertumbuhan ekonomi Indonesia di rentang 5,2%-

5,6% pada 2016. Adapun pemerintah menurunkan 
asumsinya menjadi 5,3% dari 5,5% di 2016. 

Dari uraian .di atas, pergerakan rupiah di akhir 
pekan lalu (25/9) diperkirakan masih akan volatile di 

rentang Rp14.500- Rp 14.600 per dolar AS. Sementara 
untuk pekan ini, pergerakan rupioah diproyeksikan akan 

berrad di rentang Rp14'.400 - Rp 14.500 per dolar AS 
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karena koreksi rupiah sudah terlalu dalam (overshoot) Ketidakpastian soal kenaikan FFR oleh The ' 

sehingga potensi penguatan rupiah makin terbuka. Fed dan perlanibatan ekonomi global menjadi penye- · 

Pasar Modal 

lndeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditu­
tup melemah lumayan signifikan 2;29% (99,61 poin) 

~ada akhir perdagangan Rabu (23/9) lalu. IHSG turun 

ke level 4.244,427. lndeks LQ45 juga turun 22,059 

poin (3,02%) ke 707,864. Posisi terendah IHSG 

adalah di level 4.239, 135. 
IHSG terpuruk setelah pasar global kembali 

mengkhawatirkan perekoriomian Tiongkok. Data 
manufaktur Tiongkok ke level terendah dalam 6,5 ta­

hun, terakhir. Jakarta Islamic Index (Jll) juga anjlok 

2:53% J<e posisi 561,53 poin. lndeks IDX30 melemah 

3,08% ke level 367,99 poin. lndeks SRI KEHATI 

melorot -3,09% ke lever 240,92 poin. Net sell (jual 

bersih) inve,stor asing senil~i Rp689 miliar. Sementara 
nilai transaksi Rp4,896 triliun dengan volume. perda-

gangan sebanyak 7,016 miliar saham. 
Sementara itu indeks di bursa saham Asia 

bergerak melemah pada penutupan Rabu lalu (23/9). 
1 Data manufaktur Tiongkok. b,ulan September turun ke. 

level 47 ,o ·merupa!<an terendah dalam 6,5 tahun tera-
' khir. Data tersebut menghidupkan lagi kekhawatiran · 

terhadap pertumbuhan ekonomi Tiongkok. 

• Sentimen pelemah tetap bertahan meskipun 

Presiden China Xi Jinping membela. diri bahwa eko­
nomi Tiongkok tetap tumbuh dan kembali 'menjamin 

pasar finansial Tiongkok aka,n tetap stabil. Jinping 
menyampaikan pidato pertamanya selama kunjungan , 

kenegaraan ke Amerika Serikat. 

Alhasil, indeks Hang Seng turun 2,26% 
(493,67 poin) ke level 21.302,91 poin .. lndeks. 
Shanghai juga melemah 2, 19% (69, 7,3) ke level 

3.115,89 poin. Demikian p_ula lndeks ,Straits Times 
Singapura yang melemah 0,56% (15,96 poin) ke po­

sisi 2.852,51 poin. Sedangkan indeks saharn di bursa 

Eropa menguat dalam posisi perdag;mgan yang fluk­
tuatif di tengah munculnya kekhawatiran 'baru ·per-

'· ekonomian Tiongkok. · 

lndeks benchmark bursa Eropa naik 0,3%. ln­

deks FTSE 1 OQ lnggris naik 0,37 % ke levyl 5.957, 77 
poin. lndeks DAX 30 Jerman. naik 0.20% k,e level 

9.589, 70 poin. lndeks CAC 40 Perancis turun 0,02% 

ke level 4.427 ,79 poin1
• Yang menarik, bursa saham 

Wall Street malah ditutup negatif dalam.tiga hari ber­
turut-turut, sejak Selasa hingga Kamis pekan lalu. 

bab lesunya bursa saham. Selain itu, juga ada tekanan 

jual pada saham Caterpillar, dan saham sektor kese­
hatan. Saham Caterpilar, produsen peralatan tambang 

dan konstruksi terbesar dunia, jatuh 6,3% ke 65,8 

dolar AS. Karena perusahaan tersebut. menyatakan 
bakal memangkas 1 0.000 karyawan, akibat kondisi 

ekonomi yang lesu, i:Jan berimbas ke S!lktor tarnbang 
serta energi. 

lndeks Pow Jones turun 78,57 poin (0,48%) 

ke 16.201,32. lni:Jeks S&P 5QO turun 6,52 poin 
(0,34%) ke 1 .932,24. Sementara indeks Nasdaq tu' 

run, 113;27 poin (0,38%) ke 4.734,48. Ada sekitar 7,7 

miliar lembar saham yang ditransaksikan. Di atas rata­

rata harian, sebanyak 7 ,5 miliar lembar saham. 
Saham Caterpillar anjlok 6,3% setelah men­

gumumkan program pemangkasan biaya besar-be­
'saran dalam rnenanggapi krisis di industri energi dan 

pertambangan. Caterpillar bisa memangkas lebih dari 
1 o,ooo pekerja dan 20 fasilitas hingga 2018. Rak­

sasa industri lainnya juga mengalami pelemahan, ter­
masuk anggota Dow, General Electric dan Honeywell 

International, yang keduanya rnelorot sekitar 15 
· Gubernur The Fed, Janet Yellen.mengatakan, 

dirinya berharap kenaikan suku bl.Inga acuan bisa 

dilakukan pada tahun ini. Pasar saham memang di­

penuhi kekhawatiran soal perlambatan e!<oromi glob­
al, setelah Yellen mengutarakan hal tersebut. 

Pasca ditetapkannya keputusan The Fed 
menunda kenaikan FFR, direspon beragam dari. pelaku 

pasar modal di berbagai dunia dan terlebih dari negara 
berkembang seperti. Indonesia yang sudah menanti­

kan cukup panjang kabar kenaikan suku bunga The 

Fed. Alhasil pergera!<an IHSG terus berada dalam po­

sisi tertekan .. 
Sesungguhnya keputusan The Fed memper­

t,ahankan suku bunga tidak berubah pada level ren­
, dah yang telah .berlaku dalam beberapa tahun ini, bisa 

menjadi angin segar bagi laju pergerakari IHSG. Pelaku 

pasar memperkirakan pertemuan The Fed pada De­

sember nanti akan menjadi periode krusial bagi pelaku 
bisnis dan pasar keuangan global. 

Namun dengan pernyataan Yellen bahwa ada 

kemungkinan di akhir tahun ini The Fed menaikkan FFR, 

hal. ini bisa menjadi peluang bagi pelaku, bursa saham 

d~mestik untulk lebih. agresif mengoleksi saham-saham 
yang harganya telanjur murah. Apalagi kini ada kabar 
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baik bahwa realisasi belanja negara hingga 3 ~ Agustus 

2015 lalu,telah mencapai Rp1 .054,2 trilicm atau 53, 1 % 

dari total pagu belanja yang ada di APBN-P .2015. 
Sementara itu, realisasi .Penerimaan nega­

ra telah mencapai Rp867,5 triliun atau 49,2% dari 
target d.alam APBN.-P 2015. Pelaku · pasar berharap 

dengao· serapan belanja pemerintah yang meningkat 

dapat menjadi katalis membaiknya perekonomian In­

donesia di semester kedl!a tah.un ini, sehingga mem­
buka peluang menguat bagi IHSG. 

Pembangunan sektor infrastruktur (termasuk 

konstruksi), energi, pangan (termasuk produk pertani­
an) dan kemaritiman (termasuk turisme) bisa rrienjadi 

katalis pasar sham domestik jika pemerintah serius 

rrienjalankannya. 
Memang benar bahwa sentimen di. p.asar 

global yang bervariasi mendorong sebagian investor 

di dalam negeri kembali mengamankan aset saham­

nya sehingga mendorong IHSG BEi mengalami kore­

ksi. Sebagian pelaku pasar iuiia.cenderung membatasi 

transa,ksi untuk jangka panjang hingga ada kepastian 
sentimen terutama dari The Fed. 

Maka, ada baiknya pemerintahan otoritas 
keuangan Indonesia menyusun strategi untuk menah- , 

an aliran modal keluar dengan memp.ercepat eksekusi 

Paket Kebijakan .Ekonomi Jilid I dan juga mempercepat 
keluarnya Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II. Dengan 

demikian, posisi IHSG di akhir pelian lalu (25/9) ber­
potensi bergerak di rentang 4.250-4.300 dan berlan­
jut pekan ini pada kisaran 4.300-4.3.50 seiring kem-, 

balinya pemodal lokal dan asing setelah koreksi IHSG 

dan indeks sektoral yang terlalu tajam di pekan-pekan 
sebelumnya. 

(Rk) 

FSC BERUSAHA TINGKATKAN 
SERTIFIKAT EKOLABEL DI INDONESIA 

.. 
' ·, 

Jakarta, 25 September 2015 (Business News) 
, 

Forest Stewardship Council (FSC) merupakan 

organisasi nirla~a yang mendorong dan mempromosi­

kan praktek pengelolaan yang be~tanggung jawab me­
lalui penerapan standar ekolabel. Standar sertifikasi 

. FSC ini sudah digunakan di seluruh dunia dan satu-
i satunya yang diakui oleh LSM lingkungan dunia. yaitu 

Green Peace dan WWF. 

ramah terhadap alam .. Di Indonesia produk consumer 

good yang sudah bersertifikat FSC adalah Tetra Pak, 
Teh Kotak dan Tessa tisue. 

Secara terpisah, Bamtiang Hendroyono, 

Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehuta­
nan rrienyatakan di Indonesia ya.rig wajib adalah serti­

fikat SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) untuk 
produk-produk yang mengguhakan bahan l!>aku kayu, 

Sedang hutan wajin · menjalankan Pengelolaan Hutan 

Saat ini standar FSC sudah digunakan untuk Produksi secara Lestari. 

. mendorong pengelolaan hutan yang bertangQung jaw- Sertifikasi yang dibawa LSM luar negeri seperti 
ab sudah sudah digunakan di 184 juta ha hutan selu- FSC dipersilakan digunakan oleh perusahaan Indonesia 

ruh dunia dan 29.000 perusahaan. "Artinya 29.000 tetapi sifatnya sukaiela. "Pemerintah tidak mendorong 
perusahaan ini sudah · menghasilkan kayu dan kertas tetapi untuk keperluan pemasarah silakan saja. Sedang 

: . yang ramah lingkungan; menghargai hak masyarakat SVLK sifatnya wajib. Tanpa sertifikat Pengelolaan Hu-

. adat dan dapat diketahui asal usul bahan bakunya," J tan Secara Lestari dan SVLK maka kayu dan produk 

i kata Hartono Prabowo, FSC Representative Indonesia. i asai kayu tidak bisa diperdagangkan," katanya. 
Di Indonesia saat ini baru ada 200 perusahaan · [ Apapun yang dibuat LSM selama tidak berten-

Bi 

dan 2 juta ha yang sudah bersertifikat FSC. Karena itu 
dilakukan berbagai hal supaya jumlahnya meningkat. 

· Salah satunya adalah meridekati konsumen sehingga 

masyarakat sebagai konsumen sadar dan menuntut 

perusahaan meng11unakan stadar FSC. Masyarakat. 
didekati supaya rriengguhakan produk'produk yang 

1 tangan dengan peraturan pemerintah maka tidak akan 

,

1. dila~ang. Tetapi bila sudah melampaui batas seperti 
Indonesia Pledge on Palm Oil dimana hutan yang su­

dah diijinkan dibuka ·oleh pemerintah dianggap meru­

sak lingkungan, maka hal ini tidak dibenarkan. Negara 
diatur oleh pemerintah.dan. bukan oleh LSM. (Sn) 
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KKP OPTIMISTIS TARGET PRODUKSI 
KAKAP BUOi DAYA DAPAT TERCAPAI 

''Jakarta, 25 September 2015 (Bus(ness News) 

Kakap putih akan menjadi salah satu komodi­

tas alternatif budidaya laut atau marikultur. Direktor­

at Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) melalui Balai 

Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Batam telah mengua­

sai teknologi pembenihan dan pembesaran kakap pu­

tih. Teknologi. tersebut akan disebarluaskan kepada 

masyarakat agar usaha budi daya kakap putih lebih 

i efisien dan m~nguntungkan. Saat ini, harga jual ka­

kap putih di pasaran juga cukup bersaing, sekitar Rp 

60.000 -70.000 per kilogram. Dengan waktu budi­

dayanya sekitar 6 bulan dari ukuran benih tebar sam­

pai 500 gram atau dua ekor sekilo. 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 

optimistis target produksi kakap budi daya sebe-

' s~r 590.000 ton pada 2019 dapat tercapai'melalui 

pengembangan teknologi pembenihan. Slamet Soe­

bjakto, Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP, 

di Jakarta, Jumat (25/9), mengatakan KKP mematok 

target pertumbuhan produksi 17% ikan kakap per 

tah.un hingga 2019. Bila target tahun ini sebanyak 

312.500 ton maka pada 2019 diharapkan produksi 

mencapai hingga 590.000 ton. 

KKP, kata Slamet, menggenjot produksi ka­

kap dengan diversifikasi dan telmologi komoditas budi 

daya laut. Adapun, salah satu jenis kakap yang men­

jadi andalah adalah kakap putih. Untuk itu, KKP telah 

mengembangkan Demonstration Farm (Demfarm) bu­

didaya kakap putih karamba jaring apu'1g (KJA) di Per­

airari Belawan, Sumatera Utara. Demfarm dilakukan 

dengan melibatkan Kelompok Pembudi daya lkan Pu­

tra Jala Senastri dan dila.kukan pada 36 lubang KJA. 

Menurut dia, dipilihnya kakap putih sebagai 

salah satu komoditas alternatif budi daya laut atau 

marikultur dilandasi. banyak faktor. .Mulai · karena ·I 
teknologi pembenihan dan pembesaran kakap putih 

~~r:~:a~l~i j~~:~;~ ~=~a~~~:~~i :::~ ::~:~· ~~~: I 
' 

sistem Demfarm agar usaha budidaya kakap putih itu 

bisa dilakukan secara efisien dan menguntungkan. 

Ekspor kakap putih . semakin menjanjikan 

karena ekspoi kerapu sedang terganggu karena per­

mintaan impor ke Indonesia melemah. Kakap putih itu 

semakin juga menjanjikan karena kebutuhan pasa.r lo­

kal sangat besar. clan ekspornya bisa lebih ke banyak 

negara. Adapun hasil survei ke luar negeri, dia men, 

gungkapkan pasar . ikan kakap putih bis a ke banyak 

negara mulai ke Australia, Timur Tengah hingga· ke 

Eropa dan Am.eiika Serikat. 

Slamet mengakui potensi lahan budi daya peri­

kanan laut yang terdapat di berbagai daerah di Tanah 

Air 'baru dimanfaatkan 2%. Untuk itu, butuh peran 

maksimal. untuk mengoptimalkan pemanfaatan. Saat 

ini potensi lahan marikultur Indonesia yang mencapai 

4,58 juta hektare. Padahal, terdapat banyak pros­

pe,k pengembangan · usaha budi daya perikanan yang 

dapat dilakukan mulai wilayah garis pantai hingga ke 

area lepas pantai Indonesia. Dia juga mengingatkan · 

pengembangan budidaya perikanan sejalan dengan 

visi misi .Kabinet. Kerja untuk mendorong laut menjadi 

sumber ekonomi bangsa di masa d.epan dan menjadi­

kan Indonesia ,sebagai Poros Maritim D.unia. 

Untuk itu, ujar Slamet, KKP bakal mengem­

bangkan sejumlah komoditas unggulan seperti rum­

. put laut ,yang ke depannya akan dikembangkan untuk 

wilayah garis pantai sampai dengan 4 mil.Sedangkan 

untuk wilayah di atas 4 mil dapat dikembangkan budi 

daya laut dengan menggunakan JKA dengan' kom.odi-

tas yang disesuaikan dengan kondisi setiap wilayah. 

Dia memaparkan contoh budi daya perikanan yang 

dapat dikembangkan di masirig-masing wilayah terse-
' ' 

but 'antara lain ikan kakap; kerapu, bawal bintang, 

abalone atau bahkan tuna. Di samping itu, komoditas 

·marikultur merupakan komoditas ekspor dan banyak 

diminati oleh pasar lu<!'r negeri yang masih sangat ter­

buka le bar. 

(ST) 

dan terus siap menyebarlu~skan teknologi dengan I 
-- ..... · ___ _! ·····--·-
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PENGUSAHA -SETUJU. PEMBERIAN REKOMENDASI 
EKSPOR MINERAL DENGAN SISTEM ONLINE 

Jakarta, 25 September 201.5 (Business News) ·j berstatus IUI tidak dapat melakukan ekspor jika tidak 

memiliki izin usaha pertambangan (IUP). Sementara 

Kementerian · Perindustrian menyatakan akan pengurusan izin harus melalui Kementerian Energi 
1 

merevisi Permenpedn Nq. 15/M-IND/PER/3/2014 dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menurut dia, pada 

dengan meringkas tata cara pemberian rekomendasi bulan ini terdap.at dua perusahaan smelter nikel yang 

menjadi eksportir terdaftar produk pertambangan ha- muJai memproduksi nickel pig iron (NPI), yakni PT Bin-

sil pengolahan dan pemurnian dengan sistem online. tang Timur•Steel dan PT Fajar Bhakti Lintas Nusan-

. Rekomendasi dari Kemenperin diperlukan oleh Ke- tara. Dengan demikian, dari total 21 anggota asosiasi, 

menterian Perdagangan untuk m·enjami_n persyaratan 13 perusahaan telah berproduksi. 

yang diminta regulasi terkait telah dipenuhi. Pada kesempatari yang sama, Jonatan mende-

Permenperin No. l5/M-IND/PER/3/2014 teri- sak pemerintah agar membatalkan rencana relaksasi 

· tang Pemberian Rekcimendasi ·Eksportir Terdaftar ekspor mineral mentah. Menurut dia, rencana relak-

Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Permu- sasi ekspor bauksit dan nikel dapat menghancurkan 

nian ini berkaitan secarii langsung dengan PE;>rmendag industri smelter Tanah Air yang telah beroperasi mau-

l'llo. 0.4/M-DAG/PER/1/2014 tentang Ketentuan. i pun tahap pembangunan. Oikatakan, selama ini akti­

Ekspor Prociuk Pertambangan Hasil Pengolahan dan vitas produksi di ban yak smelter tersendat akibat su-

Pemurnian. Dengan· demikian, penyederhanaan tata 

cara mendapatkan rekomendasi ekspor dapat mem­

permudal'\ aktivitas ekspor industri pertambangan. 

Dalam hal ini, perusahaan yang telah tercatat di data­

base Kemenperin tidak perlu mengurus rekomendasi 

ekspor secara manual .. . . 

Menanggapi rencana pemerintah' tersebut, 

litnya bahan baku dari pemilik IUP. Sementara banyak 

I smelter di Indonesia yang tidak punya tambang karena 

hanya mendapatkan IUI , jika ekspor mineral mentah 
' '· ' . 

dibuka, menurut dia, m~ka perusahaan smelter akan 

hancu~. 

Dia menilai alasan relaksasi ekspor mineral 

mentah guna mendapatkan devisa serta menstabilkan 
I 

Asosiasi Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian In- 1 nilai tukar rupiah terhadap d61ar Amerika Serikat akan 

donesia menyatakan pemberian. rekomendasi ekspor 

mineral dengan sistem online. akan memutus mata 

rantai jalur birokrasi yang selama ini dilakukan pen­

gusaha. Jonatan Handojo, Ketua Asosiasi Perusahaan 

Pengolahan dan Pemurnian Indonesia, di Jakarta, J·u­

mat (25/9), mengungkapkan selama ini untuk mem­

.peroleh rekomendasi ekspor hasil pertambangan. yang 

telah diolah atau dimurnikan, pengusaha harus men­

gurus rekomendasi · secara manual kepada Kemen­

perin untuk diberikan kepada Kemendag. 

Dengan integrasi database tersebut, lanjut­

nya, niaka bagi perusahaan pengolahan atau pemur­

nian mineral b.erstatus izin usaha industri (IUI) yang 

telah terdata di Kemenperin secara otomatis dapat 

melakukan ekspor. Da.lam beberapa kasus, lanjut­

nya, perusahaan pengolahan atau pemurnian mineral 

menghancurkan program hilirisasi serta merusak kred­

ibilitas Indonesia di. mata investor asing. Pasalnya, se­

jumlah smelter yang berdiri di Tanah Air merupakan 

hasil kerja sama dengan pihak asing seperti Korea Se­

Iatan, negara timur tengah, Tiongkok dan lainnya. 

Oleh karena itu, pengusaha meminta pemerin­

tah mentaati UU No. 4/2009 tentiing Pertambangan 

Mineral dan Batubara serta UU No. 3/2014 tentang 

Perindustrian. Pengusaha smelter, lanjutnya, juga me­

minta pemerintah memperbaharui PP No. 1711986 

tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan dan 

Pengembangan lndustri implementasi dari UU No. 

5/1984 tentang Perindustrian yang telah dicatiut dan 

diganti dengan UU Noc 3/2014. 

(ST) 
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CSP TARGETKAN INDONESIA PRODUSEN 
KAKAO NOMOR SATU TAHUN 2020 

Jakarta, 25 September 2015 (Business News) 

Indonesia saat ini merupakan produsen ka­
kao nomor tiga di dunia setelah Panta.i Gading dan 
Ghana. Tingginya permintaan kakao di dalam negeri 
membuat saat ini imper kakao. meningkat dari semula 
40.000 ton untuk bahan campuran aroma tahun lalu 
meningkat menjadi 110.000 ton dan sudah jadi bahan 
utama. Ekspor biji juga menurun dari 400.000/tahun 
jadi tinggal 100.000 ·ton saja karena sebagian besar 
sudah diolah di dalam negeri. 

Karena itu upaya meningkatkan produksi ka­
kao di dalam negeri merupakan prioritas utama. Sa­
lama ini semua pihak sudah b~rusaha meningkatkan · 
produksi kakao. Pemerintah, industri, petani; negara 
industri dan LSM sudah berusaha tetapi karena berja­
lan sendiri-sendiri hasilnya kurang optimal. Karena itu 
dibentuklah CSP (Coc0a Sustaii:iability Partnership) se­
bagai ajang kerjasama berbagai pemarigku kepentingan 
untuk meningkatkan produksi kakao Indonesia lewat 
pemberdayaan petani. Rini lndrayanti, Direktur Ekseku­
tif CSP menyatakan hal ini pada Business News. 

· "CSP akan 'hadir dan bersinergi dengan semua 
pemangku kepentingan. Kita akan mendampingi 
semua program pemerintah berkaitan dengan kakao. 
Juga program-program negara donor melalui LSM 
juga program-program fndustri," katanya. 

Masalah pada kakao saat ini sangat kompleks 
sehingga tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. 
Masalah yang terkait dengan lingkungar;i adalah penu­
runan kesuburan tanah, tanaman yang menua, seran, 
gan hama penyakit, hilangnya biodiversitas, kekuran­
gan lahan dan deforestasi. 

Sedang masalah ekonomi kakao adalah ren­
dahnya pendapatan petanf; sedikitnya investasi untuk · 
membangun ke.bun kakao; terbatasnya bahan tana-

' man unggul; tanaman yang jarang dipupuk· dan petani 
kekurang insentif untuk mengembangkan kakao. Se­
dang masalah sosial adalah rendahnya pelayanan sos­
ial untuk petani kakao seperti pendidi.kan dan kesehat­
an; menurunnya minat menanam kakao dan derasnya. 
urbanisasi termasuk di desa-desa penghasil kakao. 

·Program-program yang dibuat oleh pemerin­
tah selama ini sering sangat sektoral sepertr Kemen­
tan berkutat di budidaya saja, sedang yang dilakukan 
oleh negara dorior dan industri cakupannya terbatas. 
Upaya pengembangan oleh petani terhambat oleh 

pengetahuan yang terbatas dan sumberdaya terbatas. 
"Dengan kerjasama semua pihak maka diharap-

' kan sumberdaya yang sudah terbatas bisa dimanfaat-
kan secara efektif dan efisien. Pendekatannya juga lebih 
komprehensif, terpad~ dan tepat sasaran," katanya. 

Karena itu untuk ,melakukan perubahan ke 
arah yang lebih positif dari kakao; meningkatkan 
pemahaman semua pemangku kepentingan mengenai 

, masalah kakao dan mencapai konsesus bersama un­
tuk menyelesaikan masalah maka dibuatlah The 2020 
Roadmap to Indonesia Cocoa Sustainability. 

, Target'nya adalah tahun 20.20 produktivitas 
mencapai dua kali lipat dari sekarang; rata-rata umur 
petani sekitar 40 tahun, terjadi regerasi petani · dan 
Indonesia menjadi produsen kakao nomor satu dunia 

, dengan cara yang sustainable. Diciptakan petani pro- . 
fesional dengan ciri menggunakan sarana produksi 
yang berkualitas dan bahan tanaman unggul: memiliki 

, pengetahuan budidaya yang baik dan bisnis. 
· Untuk sarana praduksi maka lembaga pene­

litian diminta menghasikan inovasi pupuk efektif dan 
, lokal. Pemerintah melatiJ\ petani dalam penggunan 
pupuk, .mengatasi masalah keasaman tanah dalam 
ska la besar, memperkuat akse.s petani untuk mem­

. beli pupuk secara kolektif dan memberi akses lebih 
banyak pada pembiayaan dan pembelian. Produsen 
pupuk diharapkan berinvestasi. pada pemasaran se­
hingga pupuk mudah diakSes. Perusahaan pestisida 
diharapkan melatih petani menggunakan pestisida se­
cara bertanggung jawab. 

"Dalam jangka panjang diharapkan budidaya 
kakao lebih kearah organik. Dalam si.tuasi sekarang 
dimana tanah menjadi masam dan miskin unsur hara 
serta serangan niasif hama penyakit, maka tidak 
mungkin budidaya kakao bebas pestisida dan pupuk 
kimia. Dengan perbaikan tanah sec'ara· terus menerus 
menggunakan pupuk dan pestisida hayati diharapkan 
ke depan bisa secara organik, n katanya. 

Sedang pada bahan tanaman harus diperkuat 
upaya penelitian supaya semakin banyak tanaman 
unggul yang bisa dihasilkan. Untuk itu materi-materi 
genetik unggul dati negara lain bisa dibawa ke sini 
dan disilangkan sehingga dapat di,hasilkan oahan 
tanam baru yan11 lebih unggul. Kemampuan petani 
dalam pembibita'n ditingkatkan. 

(Sn) 
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PEJABAT RESPONS SIKAP, 
PEMIKIRAN PH/LANTROPIST ALA· TAHIR 

Jakarta, 25 September 2015 (Business News) 

Mantari menteri perdagangan Rachmat Gobel 

mengatakan bahwa prinslp hidup perigusaha pada 

u,.;,umnya, selalu penuh dengan perjuangan. Tetapi 

tetap ada satu, d1.1a orang 'keblinger' yang kurang 

mau berbagi dengan lingkungan sekitarnya yang 

, kurang mampu. Misalkail ketika Gobel, dalam kapasi-
1 . tas sebagai pengurus Kamar Dagang dan lndustri '(Ka-

din) Indonesia meminta bantuan untuk kegiatan sosial 

kemasyarakatan, pengusaha nasional tidak selalu. 

respons positif. "Tetapi ada pengusaha yang sang at 

saya kagumi, seperti pak 1ahir .(Mayapada Group). la 

larlgsung respons dan action," Gobel mengatakan ke­

pada Business News (25/9). 

Tetapi ada juga pengusaha yang menolak 

dengan 'diplomatis'. Katimat yang keluar dari mulut­

nya 'kami doakan, semoga sukses.' Sebetulnya baha­

sa tersebut ktise untuk menolak membantu masyara­

kat sekitar yang kurang mampu. Dari pengalaman 

tersebut, Gobel meyakini bahwa pengusaha nasional 

seperti Tahir sangat kental dengan ke-lndonesia-an. 

! "Padahal, waktu ~aya minta bantuan untuk· kegiatan 

sosial, keadaan e,konomi sedang sulit." 

Sehingga hal-hal yang dianggap bisa memberi 

penceratian kepada pengusaha muda, semua tinda­

kan dan pemikiran Tahir dituangkan dalam buku Liv­

ing Sacrifice. Buku tersebut juga berilustrasi rasa cinta 

Tahir pada Tanah, Air Indonesia. "Sehingga kita (para 

undangan) memulai a,cara (peluncuran buku) dengan 

menyanyikan Lagu lndones.ia Raya. lnl adalah bukti 

rasa cinta tanah air. Kita punya bendera satu, Merah 

Putih. Kita kesampingkan asal usul, ·suku agama dan 

ras. Kita jaga ke-lndonesia-an para pengusaha, seperti 

yang 'sudah dimulai jauh-jauh hari oleh pak Tahir," kata 

"Hachmat Gobel yang juga promoter buku tersebut. 

Gobel juga mengutip beberapa bagian dari isi 

buku Living Sacrifice. Kutipannya adalah pesan .orang 

tua kepada Tahir. 'Tahir, jangan sebut dirimu Tion­

ghoa, tapi sebut Orang Indonesia. Karena kamu su­

dah mendaratkan hat.i pada Indonesia, bukan dimana-

,• 
mana. Tar:iah Air .ini yang memberi kesempatan untuk 

berjuang. Ben.tuk mata. <.sipit) dan warna kulit adalah 

anugerah Tuhan yang maha penyayang dan maha 

pengasih. Tetapi hati kamu adalah Indonesia.' Kuti­

pan dari is·i bukunya yang menguatk.an sosok Tahir 

pad a ke-lndonesia-an. 

Pada konferensi pers sebelum acara pelun­

curan buku, Tahir mengatakan. bahwa setiap ma­

nusia tidak mustahil menggapai kesuksesan. Setiap 

orang tua yang baik juga mengajarkan untuk menjun­

jung tinggi martabat. "Kita ingin kaya, menjadi orang 

benar bukan sekedar •dengan (julukan) philanthropist 

(dermawan). 'Tetapi pengusaha yang harus melihat di 

sekelilingnya, yang masih banyak •kekurangan," Tahir 

mengatakan kepada Business News (25/g): 

la melihat sosok George Soros, philantrophist 

kelahiran Hongaria yang pernah memban.tu Indonesia. 

·Tetapi bantuannya (George Soros) juga dibarengi den­

gan keberpalingan kepada orang-orang di sekitarnya 

yang kekurangan. Tahir juga melihat kegiatan investa­

si di Indonesia akan membuka lapangan pekerjaan. 

Setiap t'ahunnya, pemerintah lnd.onesia harus menye­

diakan sekitar 2,9 juta untuk angkatan keja baru. "Se­

lain sektor pendidikan dan kesehatan yang semakin 

penting. Sehingga seperti pesan ibu saya, bahwa jerih. 

payah dan hasil kerja keras (orang tua) membesarka[l 

saya. Kami merasa perlu menularkan berkah_ kepada 

orang-orang yang membutuhkan .'' 

Sementara itu, Presiden ketiga Republik Indo­

nesia B.J ... Habibie dan beberapa pejabat negara aktif 

dan pensiunan menilai sosok Dato' Sri Prof. DR. Tahir 

bukan sekedar philanthropist. (dermawan) tetapi juga 

pengusaha yang terus meningkatkan ke-lndonesia-an,. 

Bahkan sekelebat Tahir lebih sibuk dengan kegiatan 

social kemasyarakatan ketimbang sibuk dengan ke~ 

giatan bisnisnya. Habibie juga meljhat sosok Tahir 

sebagai pengusaha sama seperti pengusaha lainnya ' 

di berbagai negara di cjunia .. "Tidak ada orang yang 

masuk (bisnis, perdagangan) bisa langsung menjadi 

konglomerat, baik di Jerman, Jepang, Tiongimk dan 

negara manapun di dunia. Dia datang dengan itikad 
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ba!k, bekerja dan berkarya untuk masyarakat," kata 

Habibie ,kepada Business News ,(25/9). 

Sebagian besar para undangan dari kalangan 

pengusaha sukses dan pejabat aktif dan pensiunan. 

Penjualan 3.000 (tiga ribu) eksemp1ar pertaJTia buku 

tersebut akan disumbangkan kepada Yayasan Sosial., 

Buku tersebut, ibaratnya membuka pencerahan dan 

memberi inspirasi kepada masyarakat luas, termasuk 

pengusaha inuda: Contoh keteladanan dan, sikap arif, 

berbagi kepaqa sesama teruta,ma masyarakat kurang 

mampu tertuang dalam buku tersebut. Misalkan ke­

tika Tahir Foundation bekefjasama dengan Bill Gates 
' Founqation bekerjasarna untuk j>encegahan beberapa 

penyakit seperti Aids, Malaria, TBC, Polio. Bantuan 

dari kerjasama Tahir - Bill Gates mencapai 200 juta 

US Dolar, yang realisasinya dimulai tahun lalu. Salah 

satu bagian buku Living Sacrifice juga menceritakan 
' 

sosok Tahir yang berasal dari ketuarga miskin, anak, 

tukang juragan becak. Tahir kecil membantu orang 

tuanya, mengumpulkan satu rupiah demi satu rupiah 

pada masa kanak-kanaknya (tahun' 1960 - 1970' an). 

Kerja keras menjadikannya ,sebagai orang kaya ke-1,2 

di lndoMsia dengan kekayaan 2 rnilyar US Dolar (seki­

tar Rp 28 triliun). 

Tahir mengutarakan berbagai rasa cinta tanah . . 
air, dan ungkapan, ter~ma kasihnya kepada masyara-

bagi inspirasi bagaimana menjalani motor kehidupan 

termasuk keluarganya. Sehingga Habibie,iuga menilai 

bahwa sosok Tahir sudah lepas dari berbagai alasan 

dan latar-belakang SARA (suku, agama dan ras). ~Ti­

dak ada lagi kata-kata SARA, keturunan (Tionghoa)., 

Bagi saya, itu tidak panting ,dan tidak ada alasan. 

, Tetapi yang jauh lebih panting, bagaimana sosok pen­

gusaha yang banyak keri.a; membantu masyarakat." 

Aksi-aksi demo terkait dengan pelemaha'n US 

Dolar terhadap Rupiah, kenaikan upah, penurunan 

harga BBM (bahan bakar minyak) adalah tindakan 

kontraproduktif. Persoalan, yang lebih esensia,I dan 

mendesak yakni penciptaan lapangan pekerjaan. Kon-
' djsi ketenaga-kerjaan di Indonesia tidak bisa dianggap 

kat Indonesia dalam buku tersebut. Tetapi hal yang 

paling esensial dari bukunya, Tahir merasa perlu ber- I' 

remeh. Habibie membandingkan masa pemerintah­

an Presicieri Joko Widodo dengan pemerintahannya 

(1998 - 1999). Ada beberap11aksi demo yang kurang 

pas. "Seperti (kejadian) 16 tahun yang lalu (semasa , 

penierintahan Habibie). Ada beberapa aksi demo yang 

berengsek, konyol karena (aksi demo) kenaikan US 

Dolar, klirs tidak stabil, minta kenaikan upah. l;'ada­

hal, yang paling penting dan mendesak yakni lapan­

gan pekerja:an, bukan (kenaikan) US Dolar. Kita fidak 

usah bicara, Dolar, tapi _serahkan kepada Guberriur 

Bank 1,ndonesia. Para pengusaha juga harus (berpikir) 

seperti itu, dengan bekerja dan berusaha menciptakan 

lapangan ,Pekerjaan seperti (usaha) pak T,ahir.," 
(SL) 
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OJK.KUKUHKAN IZIN OPERASIONAL 
DELAPAN LKM DI JAWA TENGAH 

Semarang, 25 September 2015 (Business News) 

Otoritas Jasa Keuangaro (OJK) mengukuhkan izin operasional delapan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di 
Jawa Tengah dalam sebuah acara yang digel,ar bersama Pemerintah Provinsi ·Jateng di Semarang, Jumat (25/9). 

Pengukutian LKM. itu ditandai dengan penyerahan langsung izin operasional oleh Ketua "Dewan Komisioner OJK, 

Muliaman D. Hadad, dan G\)bernur Jateng, Ganjar Pranowo, kepada perwakilan delapan LKM tersebut. 
Pengukuhan LKM ini merupakan yang pertama sejak berlakunya UU Nomor 1/2013 mengenai LKM yang 

mengatur, b.ahwa Lembaga yang akan menjalankan usatia LKM wajib memiliki izin.usaha dari OJK paling lambat 

tanggal 8.Januari 2016 .. 
Menurut Muliaman. Jawa Tengah merupakan provinsi yang paling serius dalam menjalankan amanat 

UU LKM, mulai dari inventarisasi LKM. yang belum berbadan hukum hingga berhasil mendata lebih dari 11 .000 1 

LKM. Disamping itu, Pemerintah pj-ovinsi Jawa Tengah juga menetapkan program pengukuhan LKM dengan 

menginstruksikan setiap Kabupaten/Kota untuk menetapkan minimal tiga LKM sebagai pilot project pengukuhan. 
"Kerjasama OJK dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini dapat menja,di contoh J:>agi provinsi lain, sehingga UU 

LKM dapat dilaksanakan bersama-sama dengan penuh tangg.ungjawab dan tujuan u11tuk pengembangan usaha 
dan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai," ujarnya. 

Muliaman menjelaskan, ada. sebanyak 35 LKM di Jawa Tengah yang berpotensi untuk dikukuhkan, ter­

masuk di dalamnya tiga LKM Syariah, Namun hingga 23 September yang memenuhi persyaratan perizinan baru 
delapan LKM. Adapun s.isanya akan segera diproses izin usahanya setelah persyaratannya dipenuhi. 

Sesuai UU LKM yang mengamanatkan.OJK untuk.'mengatur, membina·dan mengawasi LKM, pembinaan 

dan pengawasan LKM pada tahap awal oleh OJK terutama ditujukan untuk penguatan atau pemberdayaan LKM 
meta.lui program ·pelatihaf! kepada pengurus LKM yang sudah berizin. 

Dalam rangka keuangan inklusif, ~JK akan menyinergikan LKM dengan lembaea keuangan lain yang be­
rada dalam pembinaan _dan pengawasan OJK, a.I. LKM dapat menjadi agen bank dalarn LAKU PAN DAI, menjadi 
agen pemasaran asuransi mikro, dan produk lembaga keuangari lainnya. 

Sinergi dengan lembaga keuangan lain.tersebut akan mem_berikan manfaat bagi LKM, a.I. mendapat.pela­
tihan dari bank, dapat memanfaatkan jaringan bank, mendapatkan fee, dan mempermudah akses pendanaan dari' 
bank. 

Adapun kedelapan LKM tersebut, adalah: 

No. Nama LKM Keputusan Dewan Alamat 
Komisioner OJK 

1. Koperasi LKM Bulu Makmur. Kep-01/NB.123/2015 Balai Desa Bulurejo Dusuh Bolo 
23 September 2015 I RT 003/RW 003, Desa Bulurejo, 

Kecamatan Nguntoronadi, Kabu 

paten Wonogiri 
2. Koperasi LKM Sido Mulyo Kep-02/NB.123/2015 Desa Kopen, Kecamatan Jatipurno, 

' 
23 September 2015 . . Kabupaten Wonogiri 

3 .. Koperasi LKM Pondok Subur Kep-031NB. 123/2015 . Desa Pondok Sari, Kecamatan 
23 September 201 5 Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri 

4. Koperasi LKM Ngudi Lestari Kep"04/NB. 123/2015 . Tampakan RT 01/06, Sanan, 
23 September 2015 

. ' 
Kecamatan Giiimarto, Kabupaten 
Wonogiri I 
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5. Koperasi LKM Agribisnis Kep-05/NB.123/2015 Eks .• Balai Desa Kaliurang, Desa 
Ngudi Luhur 23 September 2015 Kaliurang, Kecamatan Srumbung, 

Kabupaten Magelang 

6. Koperasi LKM Agribisnis Kep-06/NB.123/2015 Desa Borobudur, Kecamatan 

Tani Makmur 23 September 2015 Borobudur, Kabupaten Magelang 

7. Koperasi LKM Agribisnis .· Kep-07 /NB.123/2015 Jalan Ponpes Nurul Falah, Desa Tegal 

Randu Makmur 23 September 2015 Raridu, J<ecamatan Srumbllng, 

Kabupaten Magelang 

8. Koperasi LKM Gapoktan Kep-08/NB.123/2015 Jalan Simpang Tiga Dk. Cikunang 

Ragil Jaya 
' 

23 September 201 5 RT 006/RW 002, Desa Jurangmangu, 
I 

. Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang 

Lembaga Keuangan Mikro {LKM) sendiri merupakan lembaga keua.ngan yang khusus didirikan untuk mem­

berikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan d~lam 
usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian; jasa konsultasi 

pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari k.euntungan. 

Sedarigkan kegiatan usaha LKM, meliputi: 
1 . Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha d<!n ~emberdayaan masyarakat, baik melalui Pinja­

man atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, 

maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. 
2. Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dapat dilakukan .secara konvensional atau berdasarkan Prinsip 

Syariah. 
Tujuan LKM sendiri, adalah: 
1. Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat; 
2. Membantu .peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan 
3. Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan/atau 

berpenghasilan rendah. 
Untuk memperoleh izin usaha LKM, ada dua kewajiban yang harus dipenuhi, yakni: 
1. Lembaga yang akan·menjalankan usaha LKM setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 

tentang Lembaga Keuangan Mikro, wajib memperoleh izin usaha LKM. 
2. Lembaga Ketiangan Mikro yang telah berdiri dan telah beroperasi sebelum berlakunya Undang-Undang 

LKM, serta belum mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wa­

jlb memperoleh izin usaha melalui pengukuhan sebagai LKM kepada OJK paling lambat tanggal 8 Januari 

2m 6, an.tara lain: 

o · Bank Desa o Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) 

o Lumbung Desa o Bank Karya Produksi (BKPD) · 

o Bank. Pasar o Badari Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) 

o Bank Pegawai o Baitul Maal wa Tamwil (BMT) 

o Badan Kredit Desa (BKD) o Baitt,11 Tamwil Muhammadiyah (8TM) 

o Badan Kredit Kecamatan (BKK) o Dan/atau lembaga-lembaga lainnya 
' ' 

o Kredit .Usaha Rakyat Kecil (KURK) yang dipersamakan dengan itu 

Permohonari izin usaha bam atau pengukuhan sebagai LKM dis~mpaikan kepada Kantor Regional/Kan­

tor OJK/Direktorat LKM sesuai tell1pat' kedudukan LKM. 
(Pt). 
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MENGHADAPI GEJOLAK HARGA, 
IMPOR BERAS JADI KEHARUSAN 

Jakarta, 25 September 2015 (Business News) 

Wakil Presiden Jusuf Kalla telah memberi­

kan sinyal bahwa pemerintah akan melakukan im­

por beras sebanyak 1,5 juta ton. Kebijakan imper 

beras sebanyak iti.J dimaksudkan untuk mengantisi­

pasi dampak El Nino yang berkepanjangan dan untuk. 

memperkuat stok beras .untuk rakyat miskin yang di­

.perkirakan akan habis pada akhir tahun ini. 

Menanggapi kebijakan beras impor 

tersebut, pengamat masalah pangan Sapuan Gafar 

saat dihubungi Jumat (25/9) menyatakan, mengha- • 

dapi dampak kekekringan akibat El Nino yang diperki­

rakan masih panjang dan gelombang PHK (Pemutu­

san Hubungan Kerja) akibat kelesuan ekonomi, maka 

salah satu upaya yang harus diJalankan pemerintah 

adalah menjamin tersedianya bahal"I pokok beras 

dengan harga yang terjangkau. Mengingat stok beras 

Bulog saat ini hanya 1 , 7 juta ton yang seharusnya se- · 

tiap akhir September minimal harus memiliki·stok beras 

4 juta ton dalam keadaan normar (tidak kekeringan), 

maka secara matematik diperlukan tambahan dari im­

por sebanyak 2,3 juta ton. 

Menurut perkiraan Sapuan, kebutuhan pe-

1 nyaluran setiap bulan antara bulan _ Oktober, Novem-

· I ber dari Desember 201 5 untuk keperluan peny.aluran 

Raskin ·dan lain-lain sekitar 250 ribu ton:. Untuk itu 

kebutuhan penyaluran bulan Oktober, Nopember dan · 

Desember2015 ditambah penyaluran Raskin bulan ke 

13 dan 14, maka diperlukan beras sebanyak 1,25 juta 

ton. Oleh karena itu sisa stok beras pada akhir Desem­

ber 2015 tinggal 450 ribu ton, padahal masih memer­

lukan stok untuk penyaluran bulan Januari, Februari 

dan Maret 2016. 

Dengan perhitungan stok akhir Desember 

2015 hanya 450 ribu ton (apabila tidak ada impor), 

sedangkan un.tuk penyaluran Raskin· dan Operasi 

Pasar bulan Januari, Februafi dan Maret 2016 se­

banyak 900 ribu ton, serta perlu dipertahanka·n stok 

minimal 1,5 - 2 juta ton, maka diperlukan tambahan 

imper beras kira -kira 1,950 -. 2, 450 juta ton. Untuk . 

amannya minimal perlu di impor 2,25 juta ton beras. 

Perkiraan kebutuhan impor beras juga dimaksudkan 

untuk menjaga ketena'ngan masyarakat menghadapi 

dampak akibat EL Nino dan gelombang PHK. 

Untuk itu sebaiknya Bulog menghentikan pe­

nyerapan beras dari pasar dalam negeri mulai· seka­

rang, karena akan mempercepat kenaikan harga. Menu­

rut Sapuan, pengadaan beras Bulog dalam bulan-bulan 

paceklik tidak dipaksakan, karena akan mempercepat 

pengurasan stok di masyarakat, stok hanya berpindah 

dari masyarakat ke Bu log .. Hal ini seperti diindikasikan 

pada harga jenis beras IR-111 yang setara dengan ~tan­

dar perigadan Eiulog di Pasar lnduk Beras Cipinang · 

yang teius merangkak naik dari sekitar Rp8.000 per 

kg pada bulan Juni2015 menjadi sekitar Rp9.000 per 

kg pada.bulan September 2015 atau naik 25 persen. 

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR, 

Heri Gunawan mengatakan, Pemerintah seharusnya 

·tidak perlu melakukan impor beras. Pernyataannya itu 

didasarkan atas data BPS (Badan Pusat Statistik) ten­

tang pe·rkiraan produksi padi tahun 2015 mencapai , 

75,5 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Jika dikon­

versi menjadi beras, dengan. asumsi rendemen GKG 

62,74% beras, maka total produksi beras tahun 2015 

sebanyak 47,40 juta ton. 

Berdasarkan .perhitungan Bappenas, konsumsi 

beras per tahun hanya rnenc;<!pai 29 juta ton dengan 

asumsi jumlah penduduk sebesar 250 juta orang. Dari 

perhitungari itu, berarti dari jumlah produksi beras 

sebesa'r 47 ,40 juta ton dikurangi 29 juta ton sehing­

ga terdapat surplus sebanyak 18,9 juta ton. beras per 

tahun: 

· Heri mengungkapkan, untuk 3 sampai 4 bulan 

ke depan produksi beras bisa mencapai 15,il jufa ton, 

sedangkan k<:>nsumsi hanya· 9,5 juta ton. Berarti, ada 

surplus 6,3 juta ton. Dengan surplus sebanyak itu, 

diperl"!kan peran Bulog untuk bisa menyerap sebesar­

besarnya beras dari petani. Terkait dengan itu, Bulog · 

harus mampu meningkatkan penyera.pan beras yang 

baru mencapai 4,69% atau 2,2 juta ton ke kisaran 

8-10%. Dengan begitu, Bulog akan lebih mempunyai 

161 --- - - ------
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perall maksimal dalam menstabilkan stok dar;i harga 

beras nasional. 

Bulog sudah pernah mendapat PMN (Penyertaan 

Modal Negara) tahun anggaran 2015 sebesar Rp3 triliun 

yang harus digunakan untu.k meningkiltkan kapasitas 

usaha dan penyerapan gabah/beras dari dalam negeri. 

Pada tahun 2016 mendatang, Bulog kembali mengus~l­
kan. PMN sebesar Rp2 triliun. untuk pembangunan ins­

frastruktur pengeringan, pengolahan, dan penyimpanan 

beras di sentra-sentra·.produksi padi. 

Minimnya insfrastruktur yang dimiliki Perum 

·Bu log tersebut menjadi salah satu penyebab rendah­

nya penyerapan beras, Bulog. Di daerah Pejampangan, 

Kabupaten Sukabumi misalnya, ·sampai hari ini tidak 

memiliki gudang penyimpanan beras yang permanen 

dan memadai. Padahal, daerah itu termasuk salah satu · 

sentra produksi padi nasional. Jl.kibatnya, penyerapan 

gabah petani di daerah itu tidak maksimal. Hal itu harus 

mendapat perhatian serius Perum Bulog sehingga tidak 

::::: :~l~:d:~::~ ::r::: :~~:~=~t:::~~~~~:s~r~:~:;/ I . 
Dengan tingkat penyerapan gabah/beras yang , 

·maksimal, Sulog akan lebih berfungsi sebagai stabili­

tor harga .beras dan memiliki buffer stok yang kuat. 

Hal ini perlu dukungan serius dari Pemerintah terkait 

regulasi atas peran Bulog, sehingga pemerintall tidak 

perlu lagi impor beras yang hanya akan menjadi "per-

mainan" para mafia. (Om) I 
1 · 

.TAHUN 2016 PNBP DITARGETKAN NAIK 4,2 PERSEN 

Jakarta, 25 September 201 5 /Business News) 

Berdasarkall asumsi dasar ekonomi makro 
yang ditetapkan, yaitu ihdikator harga minyak men­

tah Indonesia (ICP), oilai tukar rupiah terhadap .do­

Jar Amerjka Serikat, serta lifting minyak bumi dan 

gas bumi, maka PNBP (Penerimaan Negara Bukan 
'.o. . 

Pajak) tahun 2016 ditargetRan mencapai sebesar 

Rp280.291,4. mil.iar. Target tersebut mengalami 
peningkatan sebesar. Rp11.215,9 miliar atau 4,2% 

dari target dalam APBNP tahun 2015 atau sebe­
sar 0,3% dibanding perkiraan realisasi tahuri 2015. 

Pemerintah tetap berkom.itmen .untuk lebih mengop­

timalkan kontribusi PNBP ·sebagai salah satu sum-. 

ber pendapatan negara di tahun 2016. Walaupun, 
pendapatan SDA masih akan · memberikan ~ontribusi 
terbesar dalam ·PNBP, Pemerintah akan tetap berupa­

ya mengoptimalkan sumber'sumber lainnya. Demikian 

data Nota Keuangan dan RAPBN 2016 

Menurut UU No. 20 Tahun 1997, Penerimaa.n 
· Negara. Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh pendapa- . 
tan Pemerinati Pusat yang tidak berasal dari peneri­

~aan perpajakan, yang terdiri dari : 
1 . Pendapatan negara yang bersumber dari pengelo­

laan dana Pemerintah. 

2: Pendapatan pemanfaatan sumber daya .alam. 

3. Pendapatan darj hasil-hasil pengelolaan kekayaan 
negara yang dipisahkan. 

4. Pendapatan dari kegiatan pelayanan yang dilak­
sanakan Pemerintah. 

5. Pendapatan be.rdasarkan putusan pengadilan dan 
yang beiasal dari pengenaan denda administrasi. 

6. Pendapatan berupa hibah yang merupakan hak 
' . - . 

Pemerintah. 
7. Pendapatan lainnya yang diatur dalam UU 

tersendiri. 

Dalam .struktur APBN, PNBP dikelompokkan 

menjadi pendapatan sumber daya alam (SDA), pendapa-
·1 tan bagian laba BUMN, PNBP lainhya, dan pendapatan 

badan layanan umum (BLU). Pencfapatan SDA dalam 

RAPBN tahun 2016 ijirencanakan sebesar Rp130.951 ;o 
miliar yang terdiri dari pendapatan SDA migas sebesar 
Rp84.822,5 miliar, dan pendapatan SDA nonmigas 

sebesar Rp46.128,5 miliar. Secara umum, pendapa­

tan SDA mengalami kenaikan sebesar Rp12.031,9 
miliar dibanding target dalam APBNP tahun 2015.ata.u 

Rp4:950,7 miliar dari perkiraan realisasi tahun 2015. 
Target p!'!ndapatan SDA migas dalam t&hun 

2016 sebesar Rp84. 822, 5 miliar terdiri dari pendapa­

tan minyak bumi sebesar Rp66.278, 1 miliar dan 
· pendapata.n gas .bumi sebesar Rp18.544,5 miliar. 

Sedangkan pendapatan SDA nonmigas dalam tahun 
2016 ditargetkan sebesar Rp46.12fl,5 miliar yang ma­

.sih tetap didominasi." oleh pendapatan pertambangan 

mineral dan batubara. Dalam tahun 2016 pendapatan 
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· SDA no,nmigas tersebut meningkat sebesar Rp8.574;2 

mi liar atau 22,8 % dj.bimding target dalam APBNP ta­

hun 2015, dan perkiraalil realisasi tahun 2015 s.ebesar 
Rp37.554,3 miliar. 

Pendapatan pertambangan mineral dan ba­
tubara.dalam RAPBN tahun 2016 ditargetkan sebesar 
Rp40.820,2 miliar. Pendapatan pertambangan minera.1 

dan 'batubara tersebut bersumber dari pendapatan 
iuran tetap sebesar Rp1 .568,8 miliar dan pimdapatan 

' royalti sebesar Rp39 .. 251 ,4 miliar. 
Pendapatan SDA kehutanan dalam RAPBN ta­

hun .2016 ditargetkan sebesar Rp3.929,7 miliar, men­

gafami penmunan sebesar Rp783,6 miliar atau 16,6% 

dibanding target dalam APBNP tahun 2015 dan perki-, 
raan realisasi tahun 2015 sebesar Rp4. 713,3 miliar. 

Penurunan tersebut disebabkan akibat dari kebijakan 
penundaan izin baru hutan 111am primer dan lahan gam­

but yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, 
dan hutan produksi sesuai dengan lnpres·Nomor 8 Ta­
hun 2015. Pendapatan SDA kehutanan dalam RAPBN 

tahun. 2016 tersebut bersumber da'ri pendapatan dana 

reboisasi sebesar RpJ .910,2 miliar, iuran hak peng- · 

gunaan hutan sebesar Rp 165~9 miliar, provisi sumber 

daya hutah sebesar.Rp852,8 miliar, dan izin penggu­
l}aan kawasan hutan sebesar Rp1 .000,3 miliar. 

Dalam RAPBN tahun 2016, pend,apatan SDA 
perikanan ditargetkan sebes"11' Rp693,0 miliar, mening­
kat sebesar Rpl14,2 miliar.atau 19, 7% dibanding tar­
get dalari1 APB NP tahu·n 201 5 dall perkiraan realisasi 

tahun 2015, terutama kar~na adanya perbaikan tata 
kelola penerbitan perizinan perikanan tangkap. 

Sementara .itu, pendapatan yarig bersumber 

dari pertambangan panas bumi dalam t~hun. 2016 

ditargetkan akan mencapai Rp685 ,6 miliar, mening­
kat sebesar Rp1<;l2,0 miliar atau 17,5% dibanding 
target dalam APBNP tahun 2015 dan perkiraan re­

alisasi tahun 2015, terutama terkait efisiensi biaya. ! 

operasional dan intensifikasi penagihan iuran tetap 

eksplorasi bagi para pem,egang IPB (lzin Pertambangan 
Panas Bumi). (Om) 

MUSIM KEMARAU PERTUMBUHAN 
INDUSTRI MINUMAN MAKSIMAL 7 PERSEN TAHUN INI 

Jakarta, 25 ~eptember 2015 (Business News) 

Kendati tahun ini terjadi musim kemarau yang 

lebih panjang dibanding tahun-tahun sebelumnya, 

tetapi omzet penjualan industri minuman tahun ini ti­

dak lebih pesat dibanding, tahun sebelumnya. Selain , 

i · karena turunnya daya beli konsumen, masih ada bah.an 

baku industri minuman yang harus diimpor. Karena · 

itu melambungnya kurs mata uang termasuk dollar . 

, AS terhadap rupiah akhir-akhir ini i:nenyebabkan juga 

pertumbuhan industri minuman lebih lambat dibanding 

tahun yang lalu. 

· Dari sejurnlah industri minuman, pertumbu­

han terbesar ditopang oleh pertumbuhan yang tinggi 

dari industri susu ·dan juga Air Minum Dalam Kema­

san (AMDK). Namun tidak demiki.an halnya dengan 

pertumbuhan investasi. Baik untuk industri makanan 

dan minuman, jelas Faiz, baik untuk investasi baru 

· maupun perluasan tetap. menunjukkan. peningkatan. 

Bahkan baik.perluasan ataupun illvestas·i baru dipasti-

kan lebih besar dari tahun yang lalu. 

"Seperti produk susu Fontera yang mem- , 

peroleh fasilitas tax allowance dan ada juga industri 

AMDK yang dipastikan akan · memperluas inV'i!Sta' 

sinya, paparnya. Sebelum ini diberitakan PT Fonterra 

, Brands Manufacuring Indonesia (Fonterra Brand~) pe­

rusahaan.pengolah susu bubuk dan susu kental mena­

namkan investasinya senilai USD29,60 juta di d.aerah ! 

Bekasi, Jabar. Perluasan itu ditujukan untuk produksi 

· berbagai jenis susu, 

"Dibandin!J tahun lalu yang pertumbuhan in­

dustrinya mencapai 9 persen, tahun ini diperkirakan 

industri minuman hanya bertumbuh antara 6 sam­

pai 7 persen. Selain itu omzet sejumlah industri juga 

dikabarkan tidak begitu baik di tahun ini dibanding 

tahun-tahun sebelumnya, ,,. papar Direktur lndustri 

Minuman dan Tembakau Kemenperin; Faiz Achmad 

kepada Business News. belum lama berselang. 

Indonesia dinilai masih menjadi ·magnet bagi 

pelaku usaha global untuk menanamkan modal dan 
Busine-ss~N-ew-s~87-5-8/28-9·2015 
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' invesi:asinya. Salah satu bisnis yang tetap 'kinclong' . 

adalah bisnis makanan m.inuman. Sela in ditopang 

jumlah penduduk yang mericapai 250 juta orang, juga 

karena iklim bisnis nasional dijaga tetap kondusif dan 

bersahabat bagi investor. 

Beberapa waktu yang lalu, Menperin Saleh 

Husin meresmikan penambahan dua lini produksi 

Coca-Cola Amatil Indonesia (CCAI) di Cikedokan, 

Bekasi. yang sekaligus menjadi lokasi pabrik baru di. 

Kawasan lndustri MM .2100. $aat ini pabrik yang 

berdiri di atas lahan 10 ha telah memiliki lima iini 

produksi untuk minuman berkarbonasi, jus, dan iso­

tonik. Secara bertahap ujar sa·leh, perusahaan ini 

telah berk6mitmen akan menambah investasinya se­

cara bertahap sampai setara· USD500 juta dalam kurun 

waktu beberapa tahun ke depan. 

Sementara itu pihak Coca-Cola mengungkap­

kan, unit produksi itu. merupakan pembuktian komit­

men mereka berinvestasi di Indonesia. Perusahaan 
. ' 

AS itu telah .menyiapkan investasi senilai USD500 

juta atau senilai lebih dari Rp5 triliun untuk eks­

pansi pabrik, peningkatan kapasitas produksi, dan . 

pengem~angan sumber daya manusia. "lnvestasi sec 

nila.i USD500 juta ini .menegaskan kembali keyakinan 

kami pada Indonesia .. Kami percaya dengan mencip­

takan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja 

lokal, dapat mendorong pertumbuhan" perekonomian 

Indonesia," tutur Muhtar Kent, Chairman dan CEO 

The Coca-Cola Company. 

Sampai tahun 2014nilai investasi CCAI telah 

mencapai USD90 juta, dengan kapasita~ produk­

si minuman ringan 67, 7 .juta liter/tahun. Serapan 

tenaga kerja langsung adalah 12.000 orang,. belum 

termasuk tenaga kerja tidak langsung seperti agen 

dan p.engecer. Dirjen lndustri Agro Kemenperin. 

Panggah Susanto menambahkan, dengan penamba­

h11n lini baru ini maka diperkirakan akan ada tam-

! bahan ptoduksi 200 juta liter untuk produksi minu­

man berkarbonasi dalam kemasan, teh siap minum, 

air .minum dalam kemasan botol; di:m minuman sari 

buah. Penambahan i.ni sekaligus juga menambah 180 

·tenaga kerja baru. 

Sementara itu PT Oasis Waters International 

yang lokasinya di bilangan Tanah Abang, Jakarta be-

lum lama in.i menyatakan bakal menambah' investasi 

hingga totalnya menjadi Rp1 ,4 ·triliun. · Rinciannya, 

sepanjang periode tahun 2011· - 2015 nilainya in­

vestasinya senilali Rp 1 , 1 triliun dan pad a 2016 siap 

menggelontorkari lagi dana invest.asi Rp300 miliar. 

!"1enurut Menperin Saleh Husin, perusahaan 

akan membangun lagi pabrik milik Oasis yang berada 

di Semarang, Jawa Tengah, dan .rencananya siap 

beroperasi tahun 201 6. Perusahaan jug a menggu­

nakan sebagian dana lainnya untuk rnemperkuat ran­

tai· distribusi sampai. ke tingkat .konsumen. Perusa­

haan menar.getkan menjadi produsen AMDK terbesar 

kedua tah~n depan, dengan ambisi meningkatkan 

pangsa pasar dari sebelumnya 13 persen menjadi 

20 persen, tambah Chairman Oasis, Alfi Gunawan. 

Upaya tersebut dilakukan melalui penambahan jaringan 

dan pasar hingga ke sel.uruh pelosok. Sampai kini 

distribusi produksi Oasis 80 persen · masih terfokus 

di Pulau Jawa. 

Selain bergerak di · bidang industri AMDK, 

perusahaan juga tengah mengkaji untuk mengem­

bangkan bisnis ke usaha air minum .di luar AMDK. 

Memirut Direktur Oasis Waters lnternasional Nathan­

iel Gunawan, perusahaaro sedang ·menjajagi diversifi­

kasi. produk yang nantinya akan menghasilkan jenis 

minuman untuk teh atau kopi. Para pengelola perusa­

haan .juga bertekad menjadikan Oasis sebagai national 

brand. 

Saat ini kami mengukuhkan pabrik yang be­

rada di wilayah Bali, Surabaya, dan Palembang. Ta­

hun depan kami ingin memperkuat posisi di wilayah 

Serna.rang .. Setelah itu kami mulai'rtiemperbesar porsi 

dan brand kami ke. luar Jawa. D'engan kekuatan lima 

pabrik yang beroperasi tersebut nantinya, diharapkan 

Oasis bisa memproduksi berbagai varian MDK dengan 

kapasitas total mencapai 1 ;5 rriiliar liter per tahun," 

paparnya. (Mi) 

·-·-··· ... --.. -····-·-
Bi.Jsiness NewS 8758128-9-2015 19 



20 I 

EKONOMI Ii BISNIS 

BKPM DAN KKP SEPAKAT · 
DORONG INVE.STASI HILIR PERIKANAN 

Jakarta, 25 September 201 5 (Business News) 

Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman 
Modal), Franky Sibarani dan Menteri Kelautan dan Peri­
kanan (KKP) Susi Pudjiastuti sepakat akan membuat 
nota kesepahaman untuk mendorong investasi asing 
di sektor perikanan untuk lebih banyak menanamkan 
modal di industri hilir perikanan. Kedua pihak juga 
sepakat untuk mengundang lebih banyak investor di 
bidang pengolahan dan pemrosesan hasil perikanan, 
namun tetap memberikan perlindungan pada sumber 
daya alam dan keberpihakan kepad,a nelayan. Demikian 
Siaran Pers BKPM yang diterima Ju mat (25/9). 

Pada prinsipnya di sektor hi.lir dan inland invest­
ment dibuka seluas-luasnya bagi investor asing untuk 
datang ke Indonesia membawa teknologi terbaru untuk 
memroses hasil produk perikanan. Misalnya, KKP men­
catat hasil budi daya rumput laut Indonesia mencapai 
1 juta ton, namun yang diproses di dalam negeri hanya 

· berkisar 100.000 ton. Hal ini merupakan peluang bagi 
investor asing untuk masuk ke Indonesia. 

Selain itu, seiring qengan rencana dibukanya 
kembal[ pembahasari mengenai Perpres No. 39 Tahun 
2014 tentang Daftar Usaha yang TertutLip dan Bidang 
Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang 
Penanaman Modal, bidang usaha cold storage diusul- · . . . 

kan agar lebih terbuka terhadap investor asing. Saat ini 
dalam Perpres tersebut, bidang usaha jasa perdagangan. 

cold storage terbuka dengan kepemilikan asing maksi­
mal 33 % dan hanya terbatas di lokasi Sumatera, Jaw a 
dan Bali. Sementara. di Kalimantan, Sulawesi, Nusa 
Tenggara; Maluku, dan Papua, kepemilikan asing bisa 

· mencapai 67%. Karena itu akan dibahas bagaimana 
jika cold storage, terlepas dari lokasinya, kepemilikan 
asing bisa mencapai .6.5%. Masalah ini akan diusulkan. 
dalam pembahasan DNI (Daftar Negatif lnvestasi). 

Franky rnenjelaskan, nota kesepahaman juga 
akan .memuat mengenai komitmen BKPM untuk tidak 
lagi mengeluarkan izin bagi bidang usaha pemanfaatan 
(pengambilan) dan peredaran koral/kararig hias dari 
alam untuk akuarium. Sesuai masukan yang diterima 
dari KKP, untuk PMA dan PMD.N akan · dilarang un­
tuk mengambil koral di a lam, karena kondisi koral kita 
sudah banyak yang habis. Hal ini merupakan upaya 
perlindungan terhadap sumber daya kita. 

Data BKPM. mencatat pada periode Januari­
Juni 201 5 realisasi investasi di sektor maritim menca­
pai Rp1 ,6 triliu~ dengan 177. proyek. 

1
Sekt.or irii mam­

pu menyerap 5.370 tenaga kerja langsung. lnvestasi 
PMDN didominasi oleh usaha pengolahan ikan senilai 
Rp283 miliar, budi daya perikanan senilai Rp272 miliar, 
dan industri perkapalan senilai Rp 109 mi liar. Sementa­
ra investasi PMA didominasi oleh budi daya perikanan 
sebesar USD33 juta, diikuti usaha industri penangka­
pan ikan USD17 juta, pengolahan ikan sebesar USD13 
juta, dan industri perkapalan USD1 2 juta. (Om) 

GARUDA TAMBAH PENERBANGAN 
"LUAR NEGERI UNTUK RAIH VALAS 

Jakarta, 25 September 2015 (Business News) 

Perusahaan penerbangan, Garuda Indonesia, diminta menjadi penghasil valuta asing, Permintaan terse­
but disampaikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Soemarno, melalui sindiran yang menyebutkan, 
bahwa BUMN besar kebanyakan hanya bertindak sebagai pemakai valuta asing. 

Menanggapi .sindiran Menteri BUMN tersebut, Dirut Garuda, Arif Wibowo, mengaku mempunyai cara 
mendatangkan devisa negara, yang s.alah satunya dengan menambah .rute penerbangan da(i dan ke luar negeri, 
semisal dengan menambah rute Shang Hai - Denpasar sebanyak tiga kali dalarn seminggu. "Strategi kita .lebih 
ke bagaimana meningkatkan traffic internasional, • ujarnya pada di Jakarta, Jumat (25/9). 

Arif meyakini, meningkatnya volume penerbangan dari Shang Hai otomatis mendatangkan banyak wi' 
satawan asing ke. tanah air, yang berarti juga membantu mendatangkan· banyak devisa. "Untuk meningkatkan 
devisa, berarti kita kan harus banyak menjual dolar. Sa at ini. kita akan. menambah kapasitas penerbangan jaral< 
menengah atau r.eguler charter yang ada," terangnya. (Pt) 
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MENGGALI POTENSI INVESTASI HONGARIA KE INDONESIA 

Jakarta, 25 September 2015 (Business News) · 

Untuk menggenjot nilai investasi ke Indone­
sia, Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) meng­
gandeng puluhan pengusaha dalam Business Forum 
& Matchmaking di Novotel Hotel Budapest Centrum, 
Ho·ngaria pada 15 September 2015 lalu.' Kegiatan 

i yang dihelat KBRI Budapest ini bekerja sama dengan 
1 Badan Koordinasi Penanaman. Modal (BKPM). 

"Forum bisnis dan matchmaking mampu me­
ningkatkan nilai investasi kedua negara, sekaligus 
meningkatkan transaksi dan neraca perdagangan," 
jelas Kepala ITPC Budapest Hikmat Rijadi. Hongaria. 
Pengusaha Indonesia yang datang bergerak di ber­
bagai bidang seperti konstruksi dan pembuatan me­
sin industri. Bahkan pengusaha kopi tengah menjajaki 
kerjasama di bidang alat,alat kesehatan, pembuatan 
mesin pengolahan biji coklat, serta impor biji kopi ro- · 
busta dan arabika ke Hongaria; 

Selain itu beberapa pengusaha kerajinan mer­
encanakan impor sejumlah baran1,1 kerajinan dari Bali. 
Selain forum bisnis di Budapest, para pengusaha Indo­
nesia juga mengunjungi sejumlah perusahaan Hongaria 
yang berhasil melakukan investasinya di Indonesia, 
yaitu Diagon, Greensolar, dan Mocca Negra Zrt. 

Diagon merupakan perusahaan laboratorium 
pengujian kesehatan, sed<;mgkan Greenso.lar meru' 
pakan produsen panel surya. Kunjungan berlanjut 
ke salah satu perusahaan kopi terbesar di Hongaria; 
yaitu Mocca Negra Zrt, pemilik merek Bravos Coffee. 
Dari sini kontrak dagang dibicarakan lebih lanjut dan 
akan dilakukan penandatanganan Letter of Intents an­
tara Mocca Negra Zrt dengan PT Kamakmuran Niaga 
Mandiri. 

Sementara . itu Oirektur Pemberdayaan Usaha 
BKPM Pratito Soeharyo menyatakan antusiasme pe­
ngusaha Hongaria terhadap iklim investasi di Indonesia 
cukup tinggi. "Mereka aktif menggali lebih dalam infor­
masi tentang program pelayanan investasi terpadu me­
lalui satu pintu (one stop service)," kata Pratito. Mereka . 
juga mendatangi klinik konsultasi bi.snis yang disediakan 
oleh BKPM RI. Forum diseminasi investasi ini diperkuat 
oleh promosi produk unggulan Indonesia seperti biji 
·kopi, barang kerajinan tradisional, dan perhiasan. 

Potensi Besar Produk Busana Muslim Indonesia 
Menyerbu AS 

Busana muslim kini menyerbu dan digandrungi 
warga Amerika Serikat (AS). Kabar baik ini datang dari 

bazar yang diselenggarakan · Islamic Society of North 
America (ISNA) di Rosemont Convention Center, 
Chicago, Illinois, AS pada September 2015 ini. ISNA 
merupakan Organisasi Perkumpulan Muslim Amerika 
Utara yang ·telah berdiri sejak 1963 dan melakukan 
kegiatan konvensi setiap tahunnya. Tahun ini adalah 
penyelenggaran ISNA yang ke-52. 

Dalam pameran ini tujuh pelaku usaha busa­
na muslim asal Indonesia yang membawa 12 orang 
delegasi membukukan transaksi senilai USD150 ribu. 
Ke depan,peluang ek.spor busana muslim ke Amerika 
Utara dan Eropa bahkan ditaksir mencapai USD21 
miliar. Perniintaan produk-produk busana muslim 
dan berbagai produk apparel di AS memang cukup 
tinggi. 

Berdasarkan data ekspor produk apparel In­
donesia ke AS pada 2014 mencapai nilai USD4,86 
miliar. Nilai ekspor pada 2015 sampai dengan Juli 
tercatat telah mencapai USD2,97 miliar atau me­
ningkat 0, 13% dibandingkan periode yang sama 
pada 2014. 

Berdasarkan data Organization of Islamic Co­
operation (OIC), negara-negara eksportir utama produk 
busana muslim di dunia adalah Bangladesh dengan ni­
lai ekspor USD22 miliar. Selanjutnya diikuti oleh Tµrki 
dengan nilai ekspor USD 14 miliar dan Indonesia den­
gan nilai. ekspor USD7,2 miliar. "OIC mencatat bah­
wa pasar untuk busana muslim di Eropa dan Amerika 
Utara diperkirakan mencapai USD 2·1 miliar dengan 
tingkat pertumbuhan rata-rata 2-4%. lni peluang bagi · 
pelaku usaha Indonesia," kata Kepala Indonesian Trade 
Promotion Center (ITPCJ Chicago Wijayanto. 

Konjen RI di Chicago Andriana Supandy me­
nuturkan sebagai negara dengan penduduk muslim 
terbesar di dunia, selayaknya Indonesia menampilkan 
produk-produk bernuansa Islam terbaiknya di ISNA 
untuk menembus pasar Amerika Utara. Sementara 
itu Koordinator Indonesia Teti Nurhayati, produk fe­
syen Indonesia cukup menarik minat komunitas Islam 
di Amerika karena produk yang ditampilkan berbeda 
dari produk,produk fesyen Islam lainnya ,yang ada di 
Amerika Utara selama ini.· 

"Produk ciput (head cap) laku, keras kare­
na ternyata produk ini sulit didapat di AS," tam­
bahnya. Satu tanggapan positif didapat pengusaha 
e-commerce asal Kanada, Rubina Surtie dan Nawaz 
Zarqa menyatakan keinginannya yntuk bekerja ama 
dengan para produsen dan desainer produk muslim 
Indonesia. (Mil 
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'AS PERTANYAKAN PERATURAN PRODUK HALAL 
DAN KETENTUAN MUATAN LOKAL DALAM 4G L TE 

Jakarta, 25 September 2015 (Business News) 

Dalam forum Trade and Investment Frame­

work Agreement (TIFA)-Trade and Investment Coun­

' cil (TIC) di Washington D.C., AS pada 18-19 Sep­

' tember 2015 lalu, perwakilan Pemerintah Indonesia 

bertemu · dengan perwakilan Pemerintah AS. Perte­

muan, diselenggarakan di .kantor United States Trade 

Representative (USTR). Delegasi Indonesia dipimpin 

' . Dirjen Kerjasama Perdagangan lnternasional Kemen­

terian Perdagangan, Bachrul Chairi. Delegasi AS dip­

impin Deputi USTR untuk wilayah Asia dan Pasifik 

Barbara Wessel. TIFA-TIC merupakan payung kerja 

sama bilateral RI-AS. ·Di bawah kepemimpinan Pres­

iden J.oko Widodo, ini merupakan pertemuan pertama 

setelah vakum selama dua tahun cian merupakan per-­

temuan. ke XIV. 

Dalam pertemuan TIFA ini, Ai" dan Indonesia 

membicarakan hubungan dan hambatan perdagangan 

antara Indonesia dan AS dalam kerangka kerjasama . 

TIFA-TIC. Setelah tertunda sejak 2013, kedua belah 

pihak telah menyelesaikan pembahasan berbagai isu 

yang menjadi perhatian kedua negara. Sedangkan 

saat bertemu KADIN AS dibahas isu-isu bisnis pelaku 

usaha AS terkait kebijakan perdagangan dan investasi 

di lndcmesia. 

Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyam­

paikan kekhawatirannya tentang persyaratan produk 

halal. Untuk itu tegas Dirjen Kerja Sama Perdagangan 

ln.ternasional (KPI) . Kementeri.an Perdagangan, Ba­

chrul Chairi menyatakan, Pemerintah AS berencana 

mengintensifkan dialog terkait hal tersebut bersama · 

dengan pihak yang berkepentingan. 

Sementara terkait. persya~atan muatan lokal 

untuk 4G Long Term Evolution (L TE) dan mobile t.ech­

nology, Pemerintah AS melihat adanya hambatan un­

tuk memasuki pasar Indonesia. Mereka berpendapat 

masih ada kebijakan lainnya yang dapat dilakukan 

dalam mendapatkan sasaran yang sama. 

lsu lain·nya adalah tentang keberada.an Data 

Local Center. Data ini dipandang dapat merusak in­

vestasi di Indonesia. Untuk dapat dioperasikan di 

Indonesia, data center harus mencapai data skala 

ekonomi yang besar yang dapat dicapai dengan pem­

berian pelayanan secara global. 

Sebaliknya isu lain yang diusung Indonesia 

dalam pertemuan bilateral tersebut kata Bachrul, 

. adalah mengenai sustainable palm oil. la mengharap­

kan Pemerintah AS segera memutuskan status In­

donesia terkait dengan studi tentang gas emisi dari 

biodiesel yang diekspor Indonesia ke AS. 

Pihaknya juga mengapresiasi pemberian fasili- 1 

tas Generalized System of Preferences (GSP) oleh 

AS kepada Indonesia dan berharap, 3 (tiga) produk 

usulan tambahan Indonesia yaitu biodiesel, plywood, 

d~n wiring harness dapat dimasukkan dalam.cakupan 

Eligible Products yang berjumlah 3.945 produk. Se­

lain itu' Indonesia jug a mengajukan action plan yang 

mengharapkan dukungan Pemerintah AS agar dapat 

sepenuhnya menerima rezim Intellectual Property I 

Rights (IPR) Indonesia. 

Indonesia juga menyampaikan permintaan , 
. I 

dukungan dan kerja sama untuk memenuhi standard ' 

Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing AS. Ke­

tentuan ini akan segera ditetapkan dan. ketentuan ini 

diharapkan tidak menimbulkan hambatan baru. "Kami 

juga meminta Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) 

Indonesia untuk dapat diakui," tegasnya. 

Di lain sisi, Pemerintah AS juga mengapresi­

asi kebijakan deregulasi dan debirokratisasi 1.ndonesia 

karena akan sangat berpengaruh untuk meningkatkan 

arus barang dari AS. "Pemerintah AS berharap bisa 

memberikan masukan dan saran terhadap kebijakan 

deregulasi tahap ke-2 dan ke-3 agar tujuan kebijakan 

ini dapat tercapai secara optimal,• tegasnya. 

(Mil 
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KURS BELi - JUAL UANG KERTAS ASING 

Jakarta, 25 September 2015 (Business News) 

Kurs uang kertas asing tanggal 25 September 2015 ditetapkan Bank Indonesia sebagai berikut : 

25 SEPTEMBER 2015 
MATA UANG SATUAN 

BELi (Rp) JUAL (Rp) 

AUD (Australia) 1.- 9.938,68 10.645, 15 
BND (Brunei) 1.- 9.952,31 10.661,89 
CAD (Canada) 1.- 10.637,98 11.391,08 
CHF (Switzerland) 1.- 14.479,59 15.515,83 
DKK (Denmark) 1.- 2.125,59 2.276,06 
GBP (United Kingdom) 1.- 21.597,18 23.125,26 
HKD (Hong Kong) 1.- 1.830,83 1.959,97 
JPY (Japan) 100.- 11.810,24 12.644,6.3 . 
NOK (Norway) 1.- 1.672,50 1.791,42 
NZD (New Zealand) 1.- 8.970,92 9.612,23 
PGK (Papua New Guinea) 1.- 4.840,21 5.407,64 
SEK (Sweden) 1. - 1.685,45 1.805,52 
SGD (Singapore) 1.- 9.952,31 10.661,89 
THB (Thailand) 1.- 391,34 419,27 
USO (United States) 1.- 14.190,00 15.190,00 
EUR (Europe) 1.- 15.858,74 16.982,42 

KURS TRANSAKSI BANK INDONESIA 

Kurs Transaksi Bank Indonesia tanggal 25 September 2015 ditetapkan Bank Indonesia sebaga i berikut : 

' 25 SEPTEMBER 2015 
MATA UANG SATUAN 

BELi (Rp) TENGAH Rp JUAL (Rp) 

AUD (Australia) 1, - 10.237,75 10.291,83 10.345,91 
BND (Brunei) 1 -

' 10.251,79 10.306,99 10.362, 18 
CAD (Canada) 1,- 10.958,09 11.014,48 11 .070,87 
CHF (Switzerland) 1,- 14.915,31 14.997,49 15.079,67 
CNY (China Yuan) 1,- 2.291,60 2.303,05 2.314,49 
DKK (Denmark) 1,- 2 .189,55 2.200,82 2 .. 212,08 
GBP (United Kingdom) 1,- 22.247,07 22.361,13 22.475,19 
HKD (Hong Kong) 1,- 1.885,92 1.895,40 1.904,88 
JPY (Japan) 100,- 12.165,63 12.227,41 12.289,19 
KRW (Korean) 1,- 12,21 12,28 12,34 
KWD (Kuwaiti Dinar) 1,- 48.288,73 48.562,16 48.835,59 
MYR (Malaysia) 1 -, 3.330,37 3.349,31 3.368,24 
NOK (Norway) 1,- 1.722,83 1.731,95 1.741,06 
NZD (New Zealand) 1,- 9.240,87 9.291,45 9.342,03 
PGK (Papua New Guinea) 1,- 4.985,86 5.120,75 5.255,63 
PHP (The Philippines) 1,- 311,86 313,49 315, 11 
SAR (Saudi Arabian Riyal) 1 -I 3.897,24 3.917,23 3.937,22 
SEK (Swederi) ' 1,- 1.736,17 1.745,47 1.754,76 
SGD (Singapore) 1 ;- 10.251,79 10.306,99 10.362,18 
THB (Thailand) 1,- 403,12 405,30 407,48 
USO (United States) 1,- 14.617,00 

~ 
14.690,00 14.763,00 

EUR (Europe) 1,- 16.335,96 16.420,50 16.505,03 

- ~··- ··-
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MACAM-MACAM SUKU BUNGA 

Jakarta, 25 September 2015 (Business'News) 

Suku Bunge "EURIBOR" (Euro, %) 

Tanggal 7 Hari 1 Bul8n 3 Bul8n 6 Bulan 12 Bulan 

23 Sept 15 0.141 0.107 0,039 ·0.033 0.147 
18 o .. 148 0.102 0.037 0.036 0.154. 
16 • 0.148 0.103 0.037 0.036 0.156 

Suku Bunge "LIBOR"(Dolar AS, %) 

Tanggal 7 Hari 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan 

23 Sept 15 0.15630 0.19390 0.32560 0.52680 . 0.84580 
21 • 0.15625 0.19600 0.32600 0.52560 0.83880 
17 • 0.16600 0.21600 0.34510 0.56450 0.87080 

Suku Bunga "SIBOR" (Sin Dular, %) 

Tangg·a1 1 Bulan 3 bulan 6 bulan 12 bulan 

22Sept15 1.01666 1.13858 1.19083 1.31225' 
15 • 1.00816 l.13583 1.19055 1.31434 

03 Agus " 0.75916 b.87908 1.06608 Q.97983 

Minim 

Maxim 

Avrge 

Suku Bunga Bank Sentral AS (The FED) 0,25% 

Suku Bunge .Penjaminan LPS 
(15 September 2015 s/d 14 Januari 2016) 

Rupiah Ban.k UMUM 1, 3, 6 & 12 bulan: 7,75% , 
Rupiah Bank BPR 1, 3, 6 & 12 bulan: 10,25% 
Valas Bank UMUM 1, 3, 6 & 12 bulan: 1,50% 

Suku Bunge "JIBOR" (Rupiah, %) 

tanggal. 25 September 2015 

o/night 7 hari 1 bulan 3 bulan 6 bulan 

5.75143 6.35214 7.42857 7.84821 8.01214, 

5.77000 6.40000 7.50000 8.00000 8.12000 
5.75000 .6:30000 7.35000 7.70000 7.80000 

\ ;·. 

• 

12 bulan 

8.16250 
8.25000 
8.00000 

Suku Bunga Anter Bank (JIBOR Rupiah, %) 

Tanggal 25 September 2015 

.Nama Bank 0/Night 1 Minggu 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12Bulan 
------------------,-----. i 
BPODKI 

BCA 

NIAGA 

5.75000 6.25000 7.30000 7.80000 8.10000 8.20000 

5.75000 6.30000 7.50000 7.80000 7.90000 8.00000 

5,75000 6.25000 7.40000 7.80000 8.10000 '8.20000 

COMWEAL1H 5.75000 6.25000 7.35000 7.85000 8.00000 8.20000 

DANAMON 5.75000 6.25000 7.30000 7.80000, 7.90000 8.10000 

DBS INDO 5.75000 6.25000 7.35000 8.00000 8.10000 8 .. 25000 

HS BC 5.75000 6.25000 7.35000 7:80000 7.95000 8.10000 

B I I 5.75000 6.25000 7.40000 7.85000 8.00000 8.15000 

MANDIRI 5.75000 6.30000 7.35000 7.65oob 7.80000 8.00000 

MIZUHO 5.75000 6.25000 7.50000 8.15000 8..15000 8.25000 

BNI 1946 5.75000 6.30000 7.35000 7.60000 7.80000 8.00000 

NISP 5.80000 6.25000 7.35000 7.90000 8.00000 8.15000 

TOKYO 5.75000 6.35000 7.80000 8.20000 8.25000 8.30000 

PAN IN 5.80000 6.25000 7.45000 8.00000 ,8.20000 8.40000 

PERMATA 5.75000 6.25000 7.4QOOO 7.60000 7.80000 8.00000 

B R I 5.75000 6.30000 7.50000 7.60000 7.80000 8.00000 

BT N 5.75000 6.25000 7.~5000 7.60000 7.90000 8.1000o 

UOBINDO 

cm BANK 

CHASE 

5.80000 6.15000 7.35000 7.60000 7.80000 8.00000 

5.80000 6.25000 7.30000 7.60000 7.80000 8 .. 00000 

5.80000 6.15000 7.30000 7.60000 7.80000 8.00000 

STANDARD 5.80000 6.15000 7.35000 7.60000 7.80000 8.00000 

Suku Bunga Acuan IBI Rate) Rupiah 

Tangg.al (%} Tangg.al (%} 

16 September 2015 7,50 12 Novembe·r 2014 7,75 
18 Agustus · 2015 7,5p 09 Oktober' 2014 7·,50 
14 Juli 2015 7,50 11 Septei"nbe_r 2014 7,50 
18 Juni 2015 ' 7,50 14 Agustus 2014 7,50 
19 Mei 2015 7,50 08 Juli 2014 7,50 
14 April 2015 7,~,0 12 Juni 2014 7,50 
17 Maret 2015 7,50 08,Mei ,2014 7,50 

1"7 Febri.iari 2015 7,50 08 April 2014 7,50 

15 Janu?iri 2015 7,75 13 Maret 2014 7,50 

11 Desember 2014 7,75 13 Februari 2014 7,50 

(A} 
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CATATAN HARGA-HARGA 

HARGA BERBAGAI MEREK CAT 

Jakarta, 25 September 2015 (Susiness·News) 

Harga berbagai macam merek cat tembok, kayu dan besi kurang lebih_ hari ini tercatat sebagai berikut 

NAMA BARANG 

Bronz Mas Kuda Terbang. 
Bronz Perak Kuda Terbang 
Bronz Perak RJ 0 1 ' 
Bronz Perak RJ 1 Kg 
Bronz Perak Glotex 1 Kg 
Cat Emas SEIV 1 Kg 
Cat Emas SEIV 250 cc 
Cat Tembaga SEIV Y. Kg 
Cat Tembaga SEIV 1 Kg 
Cat SEIV PTH 180 1 Kg 
Cat SEIV Hitam 880 ·1 Kg 
Cat SEIV 880 M Htm DOF 1 Kg 
CatSEIV 180 Putih DOF 1 Kg 
Cat ZCM SEIV 6640 1 Kg 
Cat lsamu Y. Hitam 3500 Y. Kg 
Cat lsamu Hitam DOF 3908 Y. Kg 
Cat lsamu Metalik 702 Y. Kg 
Cat Isa mu Putih 3001 R Y. Kg 
Cat Kuda Terbang 0.1 Kg 
Cat Kuda Terbang 1 Kg 
Cat Papan Tulis 1 Kg 
Cat Recolax 1 Kg 
Cat Tembok Trilux 5 Kg 
Cat Tembok Trilux 25 Kg 
Cat Tembok Hokilux 5 Kg Standar 
Cat Tembok Hokilux 5 Kg Khusus 
Cat Tembok Ultratex 5 Kg Khusus 
Cat Tembok Ultratex 25 Kg Khusus 
Cat Kolam Glotex 1 Kg 
Cat Glotex 1 Kg 
Cat Metrolite 
Cat Metrolite 
Painf Remover Spray· 300 cc 
Remover Y, Kg 
Remover khusus Tembok 1 Kg 
R J 300cc 
RJ400cc 
R J Scotlate 300 cc 
RJ HI-TEMP 400 <eC 

· RJ HI-TEMP 1 50 cc 
Trico Spray Scotlate. 
Trico Spray -~ 

Sanpoly 250 cc 

IS I 

1 
2 

12 
24 
12 
24 
24 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
48 
48 
48 
48 

1 
24 
10 
24 
.4 

4 
4 
4 

6 
4 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

6 
6 

60 

{ 0 I 
-----·----
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UN Lt 

Lusin 
Lusin 
Lusin 
Kg 
Kg 
Ka Ieng 
Ka Ieng 
Lusin 
Kaleng· 
Kaleng 
Ka Ieng 
Ka Ieng 
Kaleng 

. Kaleng 
Kaleng 
Ka Ieng 
Ka Ieng 
Ka Ieng 
Lusin 
Kal~ng 

Kaleng 
Kaleng 
Gallon 
Pail . 
.Gallon 
Gallon 
Gallon 
Pail 
Ka Ieng 
Kaleng 
Gallon 
Pail 

- Kaleng 
Ka Ieng 
Kaleng 
Kaleng 
Kaleng 
Kaleng 
Kaleng 
Kaleng 
Kaleng 
Ka Ieng 
Ka Ieng 

HARGAJUAL 

Rp225.000 
105.000 
70.000 
47.500 
50.000 
90.000 
30.000 
29.000 
80.000 
50.000 
50.000 
50.000 
50.000 
38.000 
39._500 
25.000 
25.500 
24.000 
42,500. 
4J .OOO 
19.000 
31.000 
32.500 

125.000 
42.500 
47.500 
10.000 

315.000 
52.500 
42.500 
87.500 

380.000 
27.000 
28.500 
39.000 
22.500 
26.500 
30.000 
41.000 
23.000. 
26.000 
19.500 
19.000 

I 
I 

I 
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CATATAN HARGA-HARGA 

BERBAGAI UKURAN DAN JENIS SE LANG AIR 
Jakarta, 25 ,September 201 5 (Business News) 

Harga berbagai .ukuran selanQ air tampak masih stabil dan tercSta hari ioi .sebagai berikut : 

SELANG BENANG p/meter SELANG BIASA (BENING) p/meter 
Uk." 3/16", 1 00 meter . . ., . . . . Rp2.500 Uk. 1 1 /6-", 100 meter ....... Rp 300 

1/4", 100 meter ....... 2.750 3/32", ' 100 meter ....... 350 
5/16';, 100 meter ....... 3.250 1/8", 100 meter ....... 400 

3/8", 100 meter ....... 3.500 3/16", 100 meter ....... 425 
1/2", 50/100 ,meter 4.500 1"/4", 100 meter ........ 550 
5/8'', 50/100 meter ..... 5.7.50 5/16", 100 meter ....... 650 
3/4", 50/1 00 meter ..... 7.250 3/8", 1 oo meter . . . . . . .' . 725 

' 718",' 50 meter ..... -.. 8.750 1 /2'', 100 meter .. ; .... 1.000 
1 " 50 meter ....... 10.250 5/8", 100 meter ....... 1.100 

1 1 /4"; 50 meter ....... 14.250 3/4", 100 meter ....... 1.750 
1 1 /2", 50 meter ....... 20.750 7/8", 100 meter ....... 2.600 
1 3/4"' 50 meter ....... 25.250 1 n i 100 rreter ....... 3.000 

2"', 50 meter ....... 35.250 1 1/4", 50 meter ....... 4.300 
2 1/4", 50 met,er ....... ,50.250 1 1/2", 50 meter ....... 6.000 
2 1/2", 50 meter ..... - .. 60.250 l 3/4",· 50 meter ....... 11.000 

2", 50 meter ....... ' 13.000 
SELANG COMPRESOR 

Uk. 5/16"' 100 meter ....... 4.500 SELANG ELASTIS (PELITA) 
3/8", 100 meter ....... 5.250 Uk. 3/16"' 100 meter ....... 400 
1/2", 100 meter ....... 5.250 1/4", 1 00 [Tleter . . . . . . . 600 

5/15", 100 meter ....... 750 
SELANG SUPER ELASTIS 3/8", 1 00 m~ter . . . . . . ,. 675 

Uk. 14 mm, 5 meter ....... 4.000 1/2'', 100 meter ....... 2.350 
14mm, 10 meter ....... 4.000 5/8", 1oo·mete'r ..... ' .. 2.650 
14mm, 15 meter ....... 4.000 3/4", 100 meter ....... 3.600 

7/8", 100 meter ....... 4.350 
SELANG AIR HOSE 1" ·' 100 meter ....... 4.950 

Uk. 1 1/4", 50 meter , ....... 10.750 
1 1/2", 50 meter ....... 13.500 SELANG TEBEL (BENING) 

2", 50 meter, ....... 17.000 Uk. 3/16", 100 meter ....... , 1.500 
2 1/4", 50 meter ....... 22.750 3132", 100 meter ....... 1.600 
2 1/2", 50 meter . . . . . . . 23.500 1/4", 100.meter ....... 1.950 

3", ~5 meter ....... ,29.500 ' 5/16", 100 meter ....... 2.450 
3 1/2", 25 meter ....... 33.500 3/8", 100 meter ....... ' 2.900 

4", 25 meter ..... '. 42.500 1/2", 100 meter ...... , 3.650 
4 1 /2"' 25 meter ....... 47.000 5/8", 100 meter ....... 4.850 

5", 25 meter ... •'• .. ' 55.000 3/4", 50 meter ....... 5.500 
6" 20 meter ....... 72.500 718", 50 meter ....... 6.050 
7", 15 meter ....... 87.50() 1 1/4", 50 meter ....... 8.000 
8", 15 meter ....... 106.500 1 1/2", 50 meter . ..... · .. 10.000 

SELANG SPIRAL SELANG DOP JWARNA) 
Uk. 1 1/4", 25 meter ....... 11. 750 Uk. 1/2", 100 meter ....... 2.000 

1 1 /2"' 25 meter ....... 14.750 5/8", 100 meter ...... ,' 2.350 
1 3/4", 25 meter .. ·-· ... 17.000. 3/4'-', 100 meter ..... :. 2.900 

2", 25 meter ....... 19.500 7/8", 100 meter ....... 3.150 
2. 1/4", 25 meter ....... 21 .. 500 1 ", 100 mete.r ....... 3.750 
2 1/2", 25 meter ....... 24.500 1 1/4", · 100 meter ....... 5.850 

3", . 25 meter ....... 36.000 1 1/.2", 100 meter ... •' ·' .. 7.850 
3 1 /2"' ·25 meter ....... 43.000 1 3/4", 100 meter ....... 10.350 

4" . ' 20 meter ....... 51.000 . 2", 100 meter ....... 13.000 
4 1/2", 20 meter ....... 59.500 

5", 20 meter ....... 77.500 ( 0) 
6", 15 ·meter ....... 90.000 
8", 6 meter ....... 155.000 
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PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH 

TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING 
(Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 16 Tahun 2015, 

tanggal 29 Juni 20151 

DENGAN RAH MAT TU HAN YANG MAHA ESA 

MENTERIKETENAGAKERJAAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

M<!nimba11g .: 

a .. bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Tran.s­

migrasi Norn or 12 Tahun 201 3 tentang Tata Cara 
Penggunaan Tenaga Kerja Asing sudah tidak ses­

uai lagi dengan perkembangan ketenagakerjaan, 

sehihgga perlu disempurnakan; . . 
b. bahwa tata cara penggunaan tenaga kerja asing 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan 
pelaksanaan Pasal 42 ayat ( 1), Pasal 43 ayat (4); 

Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Ta­

hun 2003 tentarig Ketenagakerjaan dan Pasal 1 0 

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahu11 2014 ten­
tang Penggunaan Tenaga K<;>rja Asing serta Pelak­

sanaari PEindidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja 

Pendamping; 
c. bahwa tata car.a penggunaan tenaga kerja asing 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupak­

an norma, standar, prosedur, dan kriteria seb­
agaimana diamanatkan Pasal 9 ayat ( 1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pem­
bagian Urusan. Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota; · · 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c 
perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri; 

Mengingat : · 

1. Undang-Undang Nomor 3. Tahun 1951 tentang 

berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perbu' · 
ruhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik ·Indo­

nesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4); 

2. Undang-Umjang Nomor 7 Tahun 1981 tentang 

Wajib Lap9r Ketenagakerjaan (lembaran Negara. 

Republik Indonesia Tahu11 1. 981. Nomor 39, Tam­
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia No­

mor, 3201 ); 

3: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. (Lembaran Negara Republik In­

donesia Tahun·. 2003 Nomor 39, Tambahan Lem­

baran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal. (Lembaran Negara Republik In­

donesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lem­
baran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 

5. Undang-Undan'g Nomor 39 Tahun 2009 tentang · I 
Kawasan Ekonomi Khusus (lembaran Negara Re­

publik lndonesi.a Tahun 2Q09 Nomor 147, Tam-
bahan Lenibaran Negara Republik Indonesia Noc 

mor 5066); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2P11 tentang 
Keimigrasian (l_embaran Negara Republik Indone­

sia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran 
• 

-Negara Republik Indonesia Nomor 5216); 
7. Undang-Undang Nomcir 7 Tahun 2011 tentang 

Mata .Uang (lembaran Negara f!epublik Indone­

sia Tahun 201.1 Nomor 64, Tambahan.Lembaran 
Negara Republik Indonesia No'mor 5223); 

· 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub­

lik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamba­
han Lembaran Negara Republik lndone.sia Nomor 

5587); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan· Antara 

Pemerintah, . Pemerintahan Daerah Provinsi d.an 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

. Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo­

nesia Nomor 4737); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 

tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis ~enerimaan 
Negara B'ukan Pajak Yang Berlaku Pada Kemen­

terian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (lernbaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-

nesia Nomor 5333); 

11. Peraturan Pemerintat\ Nomor 97 Tahun 2012 ten­

tang Retribusi Pengendalian Lalu. Lintas dan Re~ 
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tribusi Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga 

Kerja Asing (lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran . 

Negara Republik Indonesia Nomor 5358); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (lem­

baran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndoaesia Nomor 5409); 

13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 ten­
tang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta 

Pela.ksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga 
Kerja Pendamping (Lembaran Negara Republik In­
donesia Tahun 2014 Nomor 162); 

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 ten­

tang Kementerian. · Ketenagakerjaan (lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
19); 

15. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 
tentang Pem.bentukan Kementerian dan Penga.ng­
katan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-

2019; 
16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 

Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan 
Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Ran­

cangan · Peraturan Pemerintah, dan Rancangan 

Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancan­
gan Peraturan Menteri di Kementerian Ketena­
gakerjaan (Serita Negara Republik Indonesia Ta­

hun 2015 Nomor 411 ); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : 
PERATURAN MENTER! KETENAGAKERJAAN TEN­

TANG TATA CAf!A PENGGUNAAN TENAGA KERJA 
ASING. 

BAB I· 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 · 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud 

dengan: 

1. Ten~ga Kerja 'Asing yang selanjutnya disingkat 

TKA, ·adalah Warga negara asing pemegang visa 
dengan m

0

aksud bekerja di Wilayah Indonesia. 

2. Tenaga Kerja Indonesia Pendamping yang selan-

jutnya disebu.t TKI peridamping, adalah tenaga 

kerja Warga negara Indonesia yang ditunjuk seb­

ag13i· pendamping TKA dal~m rangka .alih teknolo-

gi dan alih keahlian. 
3. · Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjut­

nya disebut pemberi kerj'a TKA, adalah badan hu­

kum atau badan-badan lainnya yang mempeker­

jakan TKA dengan mernbayar upah atau imbalan 

dalam bentuk lain. 

4. 

5. 

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang 

selanjutnya dising~at RPTKA, adalah rencana 
penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang 

.dil:)uat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka Wak-

tu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau peja­

bat yang ditunjuk. ·I 
lzin Meinpekerjakan Tenaga. Kerja Asing yang ! 

selanjutnya disingkat IMTA, adalah izin tertulis 

yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang di­

tunjuk kepada pemberi kerja TKA. 

6. Sistem Online Pelayanan TKk yang sel;mjut­
nya disebut online adalah aplikasi berbasis web 

yang dipergunakan oleh pemberi kerja TKA untuk 

mengajukan permohonan RpTKA sampai dengan 
diterbitkanriya IMT A melallli 1 (satu) akun pem-

. beri kerja TKA. 

7. · Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selan­
jutnya disingkat DKP-TKA adalah kompensasi . . . 
yang harus dibayar oleh pemberi kerja TKA ke­

pada negara atas penggunaan TKA. 

8. Pekerjaan Bersifat Darurat dan Mendesak adalah 
pekerjaan · yang memerlukan penanganan segera 

dan apabila tidak ditangani S<;lcara langsung dapat 

mengakibatkan kerugian fatal bagi perusahaan 
dan/atau masyarakat umum, 

9. Pekerjaal) Bersifat Sementara adalah pekerjaan 
yang bersifat sewaktu-waktu atau dapat disele­

saikan dalam jangka Waktu singkat. 
10. Usaha Jasa lmpresariat adalah kegiatan penguru-

5an penyelenggaraan hiburan di Indonesia, baik 

yang mendatangkan maupun memulangkan TKA 

dH:>idang seni dan olah raga yang bersifat semen­

tara. 
11. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya dis­

ingkat KEK adalah kawasan dalam wilayah hu­

kum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

ditetapkan untuk menyelenggar.akan fungsi-fung­
si perekonomian yang ber.sifat khusus dan mem­

peroleh fasilitas tertentu. 
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12: Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Be­
bas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah ka­

wasan yang berada dalam wilayahhukum Negara 

Ke~atuan Republik Indonesia yang terpisah dari 

daerah pabean sehingga bebas· dari pengenaan 

bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak pen-. 
jualan atas barang mewah dan cukai. 

13. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjut­

nya disingkat PTSP adalah kegiatan penyeleng­

garaan jasa perizinan dan· non perizinan, yang 

proses peilgelolaannya di mulai .dari tahap per­
rilohonan sampai ke tahap penerbitan izin do­

kumen, dilakukan secara terpadu dalam satu 

tempat. 
14. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarak~n 

urus11n pemerintahan di. bidang· ketenagakerjaan. 

15. Direktur Jel)deral yang selanjutnya.disebut Dirjen, 

ad a I ah Direktur Jenderal · Pembir:iaan Penempatan 
Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. 

16. Direktur adalah Direktur Pengendaliari Penggu­

naan Tenaga Kerja Asing. 
17. Dinas Provinsi adalah i.nstansi yang bertanggung 

jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi. 
18. Dirias Kabupaten/Kota adalah instarisi yang ber­

taoggung jawab di bidang'ketenagakerjaan kabu~ 
paten/kota. 

Pasal 2 

Peraturan Menteri ini digunakan sebagai pedo­
man bagi pemangku kepentingan dalam rangka pen­

gendalian penggunaan TKA: 

Pasal 3 
(1) Pemberi kerja TKAyang memperkerjakan l (satu) 

orang TKA harus dapat menyerap TKI sekurang­
kurangnya 10 (sepuluh) orang pada perusahaan 

pemberi kerja TKA. 

(2) 'Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak, berlaku untuk: 
a. anggota Diteksi, anggota Dewan Komisaris· 

· atau anggota Pembina, anggota Pengurus, 

a.nggota. Pengawas; 
b. TKA yang dipekerjakan untuk pekeijaan bersi­

fat darurat dan mendesak; 

c. TKA yang dipekerjakan w:ttuk pekerjaan bersi­
fat sementara; 

d. TKA yang. dipekerjakan untuk usaha jasa im­

presariat. 

Pasal 4 
( 1) Pemberi kerja TKA meliputi: 

a. instansi pemerintah; 

b. badan-badail internasional; 

c. perwakilan negara asing; 
d. organisasi internasional; 

e. kantor perwakilan dagang asing, kantor per­
wakilan perusahaan asing, kantor perwakilan 

berita asing; 
· f. perusahaan swasta asing, badan usaha asirig 

yang terdaftar di instansi yang berwenang; 
g. badan hukom yang didirikan berdasarkan hu-· 

kum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terba­

tas ;itau Yayasan; 

h. lembaga sosial, keagamaan, pendidikan dan 

kebudayaao; dan 
i. usaha jasa impresariat. 

(2) · Pemberi kerja TKA yang berbentuk persekutuan 
perdata, Persekutuan Firma (Fa), PerSekutuan Ko­

manditer (CV), Usaha Bersama/Associate (UB), 

Usa.ha Dagang (UDI, dan Koperasi dilarang mem­
pekerjakan TKA kecuali diatur dalarn undang-un- . 

dang. 

BAB II 
TAT A CARA PENGESAHAN RENCANA 

PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING 

B;igian Kesatu 
Rencana Penggunaah Tena~a Kerja Asing 

Pasal 5. 
( 1 ) . Pemberi kerja TKA yang akan mempekerjakan 

TKA harus memiliki RPTKA yang disahkan oleh 
Menteri atau pejabat yang ditunjuk. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
tidak berlaku bagi instansi pemerintah, badan­

badan internasional dan perwakilan n·egara asing. 
(3) RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan 

IMTA. 

Pasal 6 
( 1) Untuk mendapatkan RPTKA, pemberi kerja TKA 

harus mengajukan permohonan .secara online 

kepada·Dirjen melalui Dkektur dengan mengung­

gah: 
a. alasan peilggunaan TKA; 
b. formulir RPTKA yang sudah diisi; 

c. surat izin usaha dari instansi yang berwenang; 
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d., akta dan keputusan pengesahan pendirian 
dan/atau perubahan dari · instansi yang ber­

wenang; 

e. bagan struktur organisasi perusahaan; 
f. rekomendasi jabatari 'yang akan diduduki oleh 

TKA dari instansi teknis sesuai dengan per­

aturan yang berlaku di insta.nsi teknis terkait; 
g. keterangan domisili perusahaan dari pemerin­

tah daerah setempat; 

h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemberi 

kerja TKA; 
i. surat penunjukan TKI pendamping dan ren­

cana prqgram pendampingan; 
j. surat pernyataan untuk· melaksanakan pen­

didikan dan pelatihan . kerja bagi TKI sesuai 
dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh 

TKA; dan 

k. bukti Wajib lapor ketenagakerjaan yang masih 
berlaku sesuai Undang-Undang Nomor 7 Ta­

hun 1981. 
(2) Formulir RPTKA sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) huruf b memuat: 

a. nama pemberi kerja TKA; 
b. a.lamat pemberi kerja TKA; 
c. nama.pimpinan perusahaan; 

d. nama jabatan yang akan diduduki oleh TKA; 
e. uraian jabatan TKA; 

f. jumlah. TKA; 
g. .lokasi kerja TKA; 

h. jangka waktu penggunaan TKA; 

i. upah/gaji TKA; 
j. tanggal mulai dipekerjakan; 

k. jumlah TKI yang dipekerjakan da.n peluang .ke­

Seflilpatan kerja yang diciptakan; 
I. periunjukan TKI sebagai TKI pendamping;. 
m. rencana progam pendidikan dan pelatihan 

TKI. 
(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) I 

I huruf d, dikecualikan untuk pemberi kerja TKA: 

a. instansi pemerintah; . 
b. badan-badan internasional; 
c. perwakilan negara asing; 
d. organisasi internasional; 

e. kantor perwakilan ·dagang asing, kantor per­
wakilan perusahaan asing, kantor perwakiliJn 

berita aSing; 
· f. , perusahaan swasta asing, badan .usaha asing 

yang terdaftar di, instansi yang berwenang. 

, I 

I 

I 

(4) Bentuk formulir .RPTKA sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) tercantum dalam Formulir 1 a sam­

pai dengan 1 d Lanipiran Peraturan Menteri ini. 

Bagian Kedua 

Penilaian Kelayakan Rencana ,Penggunaan 

Tenaga Kerja Asing 
Pasal 7 

( 1l Permohonan RPT.KA sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 ayat ( 1) dilakukan pemeriksaan ke­

lengkapan dokume~. 
(2) Dalam hal dokumen permohonan belum lengkap, 

maka petugas Direkforat Pengendalian Penggu­
naan TKA harus memberitahukan kepada pem­

beri kerja TKA kekurangan persyaratan yang ,ha­
rus dilengkapi secara online. 

(3) Dalam hal dokumen permohonan tel.ah lengkap, 

di.lakukan penilaian kelayakan dengan. berpedo­
man pada daftar jabatan ·yang ditetapkan oleh 

Menteri dengan mempertimbangkan kebutuhan 

pasar kerja nasional. 

(4) Penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) apabila diperlukan dapat dilakukan verifi-
kasi lapangan. 

(5) Tata cara penilaian kelayakan RPTKA mengacu 

pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Ketiga , 

Pengesahan Rencana Penggunaan 
Tenaga Kerja Asing 

Pasal 8 
Dalam hal hasi.1 penilaian kelayakan RPTKA 

telah memenuhi persyaratan, dalam Waktu paling 
lama 3· (tiga) hari kerja, Dirjen atau Direktur harus 

' menerbitkan keputusan pengesahan RPT~A.1 

Pasal 9 
RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

8 yang lokasi kerjanya lintas provinsi dapat dipergu­

nakan sebagai dasar perpanjangan IMTA oleh provinsi 

atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. 

P&sal JO 
Per:ierbitan keputusan pengesahan RPTKA se­

bagaimana dii:naksud dalam Pasal 8 dil~kukan oleh: 
a. Dirjen untuk pemberi kerja TKA yang mempeker­

jakan TKA sebanyak 50 (lima puluh) orang . atau 
lebih; · 
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b, Direktur untuk pemberi kerja TKA yang mem­

pekerjakan TKA kurang dari 50 '.(lima puluh) 

orang. 

· Pasal 11 

(1) Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 memuat: 
a. alasa"n pen.ggunaan TKA; 

b. jabatan dan/atau kedudukan TKA; 

c. lokasi kerja TKA; 

d. upah/gaji TKA; 

e. jumlah TKA; 

f. jangka Waktu penggunaan TKA; 

g. jumlah TKI yang ditunjuk sebagai TKI 

pendamping; dan 

h. jumlah TKI yang dipekerjakan. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf g tidak berlaku untuk: 

a. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris 

atau anggota Pembina, anggota' Pengurus, 

anggota Pengawas; 
b. TKA yang dipekerjakan untuk pekerjaan bersi­

fat darurat dan mendesak; 
c. TKA yang dipekerjakan 1,mtuk pekerjaan bersi­

fat sementara; 
d. TKA yang dipekerjakan untuk usaha jasa im­

presariat. 

Pasal 12 
RPTKA dapat diberikan untuk jangka wak.tu 

paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 

dengan mempertimbangkan kondisi pasi;ir kerja dalam 

negeri. 

Bagian Keempat 

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing 
untuli Pekerjaan Bersifat Darurat dan Mendesak 

Pasal 13 
! I 

( 1) Unt,uk mendapatkan RPTKA untuk pekerjaan 
ber$ifat darurat dan mendesak, pemberi kerja 

TKA harus mengajukan permohonan secara on­
line kepada Dirjen melalui. Direktur 'dengan men­

gunggah: 

(2) Formul.ir RPTKA sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 ) huruf b memuat: 

a. nama pemberi kerja TKA; 

b. alamat pemberi kerja TKA; 
c. jabatan TKA; 

d. Uraiari jabatan TKA; 

e. umlah TKA; dan 
f. lokasi kerja TKA, 

(3) Bentuk formulir RPTKA untuk pekerjaan bersifat 

darurat dan mendesak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) tercantum dalam Formulir 2 Lampi­

ran 'Peraturan Menteri ini. 

Pasal.14 
Dalam hal hasil penil'aian kelayakan RPTKA 

untuk pekerjaan bersifat da~urat dan mendesak telah 

memenuhi persyaratan, Dirjen atau Dlrektur harus 
mensrbitkan keputusan pengesahan RPTKA dalam 

jangka waktu lama 1 (satu) hari kerja. 

Pasal 15 
RPTKA untuk pekerjaan bersifat darurat dan 

mendesak diberikan untuk jangka waktu paling lama 

1 (satu) bulan dan. tidak dapat diperpanjang. 

Bagian. Kelima 
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing 

untuk Pek~rjaan Bersifat Sementara 

Pasal 16 
RPTKA untu k pekerjaan bersifat sementara di­

berikan untuk: 
a. memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pelati­

han dalam penerapan dan inqvasi teknologi indus­
tri untuk meningkatkan mutu dan desain produk 
industri- serta kerja sama pemasaran. luar negeri 

bagi Indonesia; 
b. pembuatan °film yang bersifat komersial dan telah 

mendapat izin.dari instansi yang berwenang; 

c. memberikan ceramah; 
d. mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pu­

sa.t atau perwakilan di Indonesia; 
e. melakukan audit, kendali. mutu produksi, atau in­

speksi pada cabang perusahaan di Indonesia;. , 

a-. al11san penggunaan TKA; f. TKA dalam uji coba kemampuan dalam bekerja; 

b. formulir RPTKA yang sudah diisi; g. pekerjaan yang sekali selesai; 
c. surat izin usaha dari instansi yang berwenang; 1 h. pekerjaan .vang berhubungan dengan pemasan~ 

d. surat .pernyataan kondisi darurat dan 'mende­

sak dari pemberi kerja TKA. 

gan mesin, elektrikal, layanan puma jual, atau 

produk dalam masa penjajakan usaha. 
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Pasal 17 
(l) Untuk mendapatkan RPTKA untuk pekerjaan 

bersifat sementara, pemberi kerj;i JKA harus 

mengajukan permohonan secara online kepada 

Dirjen melalui Direktur dengan mengunggah: 

a. alasan penggunaan TKA; 
b. formulir RPTKA yang sudah diisi; 

. c. surat .izin usaha dari instansi yang ber­
wenang; 

d .. akta dan keputusan pengesahan ·pendirian 

dan/atau perubahan da.ri instansi yang ber­
wenang; 

e. bagan struktur organisasi perusahaan; 
f. keterangan domisili perusahaan dari pemerin­

tah daerah setempat; 
g. bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih 

berlaku berdasarkan Undang-Undang NOmor 

7 Tahun 1981; 
h. kontrak pekerjaan; da,n 
i. NPWP pemberi kerja TKA. 

(2) Formulir RPTKA sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) huruf b memuat: 

a. nama pemberi kerja TKA; 
b. alamat pembed kerja TKA; 

c. jabatan TKA; 

d. uraian jabatan TKA; 
e. lokasi kerja TKA; 
f. jumlah TKA; dan 

g. jangka waktu penggunaan TKA. 
(3) Bentuk ·formulir RPTKA untuk pekerjaan bersifat 

sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tercantum dalam Formulir 3 Lampiran Peraturan 

Menteri ini. 

Pasal 18 
Dalam hal hasil penilaian kelayakan RPTKA 

untuk pekerjaan bersifat sementara telah memenuhi 

· persyaratan, Dirjen atau Direktur harus menerbitkan 
keputusan pengesahan RPTKA dalam jangka. waktu 

paling lama 3 (tiga) hari kerja. 

Pasal 19 
RPTKA untuk pekerjaan bersifat sementara di­

berikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu)-bulan 
kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal i 6 huruf 

b, huruf g dan huruf h dlberikan untuk jangka waktu 
paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpan­

jang. 

Bagian Keenam 

Rencana Pe'nggunaan Tenaga Kerja Asing untuk 
Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 

Pasal 20 

Untuk mendapatkan RPTKA di_ KEK dan KPB­
PB, pemberi kerja TKA harus mengajukan permo­

honan secara tertulis atau onlirie ke,Pada pejabat yang 

, ditunjuk di KEK dan KPBPB dengan melampirkan atau 
mengunggah persyaratan sebagailllana dimaksud 1 

dalam Pasal 6 ayat ( 1 ) . 

Pasal 21 
Dalam hal hasil penilaian kelayakan RPTKA di 

K_EK dan KPBPB telah memenuhi persyar<itan, pejabat 

yang ditunjuk harus menerbitkan keputus~n pengesa­
han RPTKA dalam jangka Waktu paling lama 3 (tiga) 

hari kerja. 

Bagian Ketujuh 
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk 

Wilayah Pe_rairan 

Pasal 22 

Untuk mendapatkan pengesahan HPTKA di 

I 

I 

Wilayah perairan, pemberi kerja TKA harus mengaju- .I' 

kan permohonan secara online kepada Dirjen atau Di­
rektur dengan mengunggah persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1 ) . I 

Pasal 23 
Dalam ha'I hasil penilaian kelayakan RPTKA 

untuk wil_ayah perairan telah memenuhi persyaratan, 

Dirjen atau Direktur harus menerbitkan keputusan 
pengesahan RPTKA dalam jangka waktu paling lama 

3 (tiga) hari kerja. 

Bagian Kedelapan 

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk 
Usaha Jasa lmpresariat 

Pasal 24 

(1) Untuk mendapatkan RPTKA untuk usaha jasa im­
presariat, pemberi kerja TKA harus mengajukan 

permohonan secara online kepada Dirjen melalui 

Direktur dengan mengunggah: 
a. alasan penggunaan TKA; 

b. formulir RPTKA yang sudah diisi; 

c. surat izin usaha dari instansi yang berwenang; 
d. akta dan keputusan pengesahan pendirian 
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dan/atau perubahan dari instansi yang ber­

weriang; 

e. bagan struktur organisasi perusahaan; 

f. keterangan domisili perusahaan dari pemerin­
tah daerah setempat; 

g. bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih 

berlaku sesuai Undang-Undang Nomor 7 Ta­

hun 1981; 

h. rekomendasi jabatan yang al<an diduduki oleh 

TKA dari instansi teknis sesuai dengan per­

aturan yang berlaku di instansi teknis terkait; · 

dan 
i. NPWP pemberi kerja TKA. 

(2) Formulir RPTKA sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 11 huruf b memuat: 

a. nama pemberi kerja TKA; 

b. alamat pemberi kerja TKA; 
c. jabatan TKA; 

d. uraian jabatan TKA; 
e. jumlah TKA; 

f. lokasi kerja TKA; dan 

g. angka waktu periggunaan l'KA. 
(3) Bentuk formulir RPTKA untuk usaha jasa impre­

sariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ter­

cantum dalam Formulir 4 Lampiran Perat.uran 

Menteri ini. 

Pasal 25 

Dalam hal hasil penilaian kelayakan RPT KA· 
untuk usaha jasa impresariat telah memenuhi per­
syaratan, Dirjen atau Direktur harus menerbitkan 

keputusan pengesahan RPTKA dalam jangka waktu 
paling lama 3 (tiga) hari kerja. 

Bagian Kesembilan 
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk 

Pemandu Nyanyi/Kara:oke 
Pasal 26 

(1) · Untuk mendapatkan RPTKA untuk pemandu 

nyanyi/karaoke, pemberi kerja TKA harus men­
gaju.kan permohonan secara online kepada Dirjen . 

. melalui Direktur dengan mengunggah: 

a. alasa,n penggunaan TKA; 
b. formulir RPTKA yang sudah diisi; 
c. surat izi.n usaha dari instansi yang beiwenang; 

d. akta dan keputusan pengesahan pimdirian 

dan/atau perubahan dari instansi yang ber­

. wenang; 

e. bagan struktur organisasi perusahaan; 
f. keterangan domisili perusahaan dari pemerin­

tah daerah setempat; 

g. bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih 
berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 

· 7 Tahun 1981 ; 

h. kontrak'pe.kerjaan; dan 
i. NPWP pemberi kerja TKA. 

(2) Formulir RPT KA sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1] huruf b memuat: 

a. nama.pemberi kerja TKA; 

b. alamat pemberi kerja TKA; 

c. jabatan. TKA; 

. d. urai.an jabatan TKA; 
e. lokasi. kerja TKA; 
f. jumlah TKA; dan 

g. jangka waktu penggunaan TKA. 
(3) 8entuk formulir RPTKA untuk pemandu nyanyi/ 

karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tercantum dalam Formulir 5 Lampiran Peraturan 

Menteri ini. 

Pasal 27 

Dal am hal has ii penilaian. ,kelayakan RPTKA 
untuk pemandu nyanyi/karaoke telah memenuhi per­

syaratan, Dirjen atau Direktur harus menerbitkan 
keputusan pengesahan RPTKA dalam jangka waktu 

paling lama 3 (tiga) ha.ri kerja. 

Pasal 28 

RPTKA untuk pemandu nyanyi/ karaoke diter­

bitkan oleh Dirjen atau Direktur untuk jangk:a waktu 
paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpan" 

jang. 

Pasal 29 
Pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA 

sebagai pemandu nyanyi/ karaoke, harus mempeker­
jakan TKI paling sedikit 5 (lima) kali jumlah pemandu 

nyanyi/karaoke TKA. 

BAB Ill 

PERPANJANGAN RENCANA PENGGUNAAN 
TENAGA KERJA ASING 

Pasal 30 

( 1) Permohonan perpanjangan RPTKA lintas provinsi 
diajukan oleh pemberi kerja TKA secara online ke­

pada Dirjen atau Direktur . 
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(2) Permohonan perpanjangan RPTKA yarig tidak 

mengandung perubah~n _dalam 1 (satu) Wilayah 
provinsi diajukan oleh pemberi kerja TKA secara 

tertulis atau online kepada Kepala Dinas Provinsi. 

(3) Permohonan perpanjangan RPT.KA sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan 

· melampirkan atau mengunggah: 

, a. alasan penggunaan TKA; 
b. for.mulir RPTKA yang sudah diisi; 

c. keterangan domisili perusahaan · dari · pemerin­

tah' daerah setempat; 

d. bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih ! 

berl~ku sesuai Undang·Undang Nomor 7 Ta- 1 

hun 1981; 

e. laporan re.alisasi pelaksanaan pendidikan· dan 

pelatihan dalam rangka alih teknologi dan alih 

keahl\an dengan melampirkan sertifikat pelati· 

han; 
f. keputusan RPTKA yang inasih berlaku; 

g. IMTA yang masih berlaku; 

h. bukti pembayaran DKP-TKA atatJ retribusi 
perpanjangan IMTA; 

i.. rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh 

TKA dari instansi teknis sesuai dengan keten­
tuan peraturan. perundang-undangan. 

(4) Permohonan perpanjangan RPTKA sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1 ). dan ayat (2) diajukan i 
paling lam bat 30 (tiga puluh) hari kerja' sebelum 

jangka waktu berlakunya RPTKA berakhir. 
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

h(Jruf e tidak berlaku .untuk jabatan anggota Di­
reksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota 

Pembina, anggota Pengurus, anggota Penga~as. 
. (6) Bentuk laporan realisasi pelaksanaan pendidikan 

dan pelatihan dalam rangka alih teknologi dan 

alih keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat 

. (3) huruf e tercantum dalam Formulir 6 Lampiran 

Peraturan Menteri ini. 

Pasal 31 

Dalam hal perpanjangan RPTKA sebagaima­

na dimaksud· dalam Pasal 30 ayat (2) dilakukan oleh 
PTSP Provinsi, pemberi kerja TKA wajib mendapatkan 

· rekomendasi da'ri Dinas Provinsi. ' . . ' . 

BAB IV 
PERUBAHAN REN CANA PENGGUNAAN 

TENAGA KERJA ASING 

Pasal 32 
(1) Pemberi kerja TKA dapat mengajukan permo­

honan perubatian RPTKA secara online sebelum · 

berakhirnya jangka Waktu ·RPTKA. 
(2) Pengajuan permohonan perubahan RPTKA seb- · 

agaimana dimaksud .pada_ ayat (1) diajukan ke­

pada Dirjen atau Direktur. 
(3) Perubahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) meliputi perubahan: 

·a. nama pemberi kerja TKA; 

b. lokasi kerja TKA; 
c. jabatan TKA; dan/atau 

d. jumlahlKA. 

Pasal 33 
( 1) Pemberi kerja TKA yang melakukan perubahan 

nama pemberi kerja TKA sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a harus mengaju­

kan permqhonan perubahan RPT.KA secara online 

kepada Dirjen atau Direktur dengan mengunggah: 
a. alasan perubahan; 

b. akt<i dan keputusan pengesahah perubahan 
nama serta alamat pemberi kerja TKA dari in­

stansi yang berwenang; 

c. RPTKA yang masih berlaku; 

d. IMTA yang masih berlaku; 

e. bukti pembayaran DKP-TKA. 
(2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Dirjen atau 
Direktur menerbitkan perubahan RPTKA dalam 
jangka Waktu paling lama 2 (dua) hari kerja. 

Pasal 34 
(1) Pemberi kerja TKA yang melakukan perubahan 

lokasi kerja TKA sebagaimana ciimaksud dalam 
Pasal 32 ayat (3) huruf b, harus mengajukan per­

mohonan perubahan RPTKA secara online kepa­

da Dirjen atau Direktur dengan mengunggah: 
a. alasan perubahan; 

b. IMTA yang masih berlaku; 
c. surat keterangan domisili pemberi ketja TKA; 

dan 

d. kontrak pekerjaan atau kontrak mel~kukan pe­
kerjaan. 

(2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Dirjen atau 

Direktur meneibitkan perubahan RPTKA dalam . i 

jangka Waktu paling lama 2 (dua) hari kerja. 
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Pasal 35 
( 1) Pemberi kerja TKA yang melakukan perubahan 

jabatan TKA dan jumlah TKA sebagaimana di­

maksud dalam Pasal .32ayat (3) huruf c dan hur­

, uf d harus mengajukan permohonan perubahan 
RPTKA secara online kepada Dirjen atau Direk~ur 

dengan mengunggah: 

a. a'lasan perubahan; 

b. RPTKA yang masih berlaku; 

c. bagan struktur orgai:iisasi perusahaan; 
d. IMTA yang masih berlaku; dan 

e. bukti pembayaran DKP-TKA. 

(2) Dalam hal perubahan jabatan TKA untuk anggota 

Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota 
·Pembina, anggota Pengurus, anggota Pengawas 

selain memenuhi. ketentuan sebagaimana dimak­

sud pada ayat, (i) harus juga mengunggah akta 
dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau 

perubahan dari instansi yang berwenang. 

(3) Dalam hal 'persyaratan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan lengkap; 

Dirjen atau Direktur menerbitkan perubahan RPT­
KA dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari 

k'!lrja. 

BAB V 
PERSY ARA TAN TENAGA KERJA ASING 

Pasal 36 

( 1) . TKA ya\19 dipekerjakan oleh pemberi kerja TKA 

wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:. I · 
a. memiliki pendidikan yang sesuai dengan 

syarat jabatan yang akan diduduki oleh TKA; 
b: memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki 

pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang 
akan diduduki TKApaling kurang 5 (lima) ta­

hun; 
c. membuat·surat pernyataan ~ajib mengalihkan 

· keahliannya kepada TKI' pendamping yang di­
buktikan dengan laporan pelaksanaan pendidi­
kan dan pelatihan; 

d. memiliki NPWP bagi TKA yang sudah bekerja 
lebih dari 6, (enam) bulan; 

e. memiliki bukti polis asuransi pada asuransi 
yang ·berbadan hukum Indonesia; dan 

f. kepesertaan Jaminan Sosi.al Nasional bagi 
TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan. 

(2) Persyaratan sabagaimana dimaksuil pad a ayat ( 1) 

huruf a, huruf b, dan huruf c, tidak .berlaku untuk 
{ 

jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisa­

ris atau anggota Pembina, anggota Pengurus, 

anggota Pengawas. 
(3) Persyar,atan sebagaimana dimaksud padaayat (1) 

tidak berlaku untuk TKA yang dipekerjakan untuk 
pekerjaan bersifat darurat dan mendesak. 

(4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, hurl!f b, huruf c, huruf d, dan huruf f ti­

dak berlaku untuk: 
a. TKA yang dipekerjakan untuk pekerjaan bersi­

fat sementara; dan 
b. TKA y~ng dipekerjakan untuk usaha jasa im-

presariat. 
.i (5) TKI pendamping sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c harus rnemiliki latar belakang 
bidang pendidi kan yang sesuai dengan jabatan 

yang akan diduduki TKA. 

BABVI 

TATA CARA MEMPEROLEH IZIN MEMPEKERJAKAN 

TENAGA KERJA ASING 
Bagian Kesatu 

Pen.erbitan lzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 
Pasal 37 

(1) Setiap pemberi kerja TKA wajib memiliki IMTA 

yang diterbitkan oleh Direktur. 
(2) IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ber­

laku juga bagi TKA yang menduduki jabatan ang­
gota Direksi, anggota Dewan . Komisaris atau 

anggota Pembina, anggota Penguru.s, anggota 

Peng.awas yang berdomlsili di luar negeri. 
(3) Kewajiban · memiliki IMTA sebagaimana dima.k­

sud pada ayat ( 1) tidak berlaku bagi 'perwakilan 
negara asing yang mempergunakan' TKA sebagai 

pegawai dipl.omatik dan k.onsuler. 

Bagian Kedua 

Tata Cara Permohonan ,lzin Mempekerjakan 

Tenaga Kerja Asing 
Pasal 38 

(1) Untuk mendapatkan IMTA pemberi kerja TKA 

wajib mengajukan permoh.onan secara online ke­

pada· Direktur dengan mengunggah: 
a. bukti pembayaran DKP0 TKA melalui bank 

pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri; 
· b. keputusan pengesahan RPTKA; · ' 

c. paspor TKA yang akan dipekerjakan; 

d. pas photo TKA .berwarna ukuran 4. x 6 cm; 
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e. surat penunjukan TKI pendamping; 

f. memiliki pendidikan yang sesuai dengan 

syarat jabatan yang akan diduduki oleh TKA; 

g. memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki 
pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang · 

akan diduduki TKA paling kurang 5 (lima) ta­

hun; 
h. draft perjanjian · kerja atau perjanjian melaku­

kan pekerjaan; 

i. bukti polis asuransi di perusahaan asuransi 
berbadan hukum Indonesia; dan 

. j. reko.mendasi dari instansi yang berwenang 

apabila diperlukan untuk TKA yang akan dipe­
kerjakan oleh pemberi kerja TKA. 

(2) Permohonan . IMTA untuk jabatan anggota Di­
reksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota 

Pembina, anggota Pengurus, anggota Pengawas 

selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimak­
sud pada ayat ( 1] harus juga mengunggah atau 

melampirkan akta dim keputusan pengesahan 
pendirian dan/atau perubahan dari instansi yang 

berwenang. 
(3). Bagi pemberi kerja TKA beru~a· perwakilan neg- · 

ara asing, badan-badan internasional, organisasi 
internasional, ·kantor ·perwakilan dagang asing, 

kantor perwakilan perusahaan asing, kantor per­

wakilan berita asing wajib · mendapatkan reko­

mendasi dari instanSi yang berwenang. 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf. a tidak berlaku untu.k ihstansi pemerintah, 

badan-ba'dan internasional, perwakilan negara as­
ing, lembaga sosial, dan lembaga keagamaan. ' 

(5) Ketent.uan sebagaimana dimaksud. pada ayat (1) 
huruf e, huruf f, huruf g huruf h dan huruf i tidak 

berlaku untuk jabatan TKA yang dipekerjakan un­

tuk pekerjaan yang bersifat darurat dan mende­

sak. 

tercantum dalam Formulir 7 lampiran Peraturan 

Menteri ini. 

Pasal 39 
( l) Dalam hal persyaratan · sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal .38 ayat (1) telah dipenuhi, Direktur 

menerbitkan IMTA paling lama 3 (tiga) hari kerja. 

(2) Jangka wa.ktu berlakunya IMTA sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 1 

(satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai den' 
gan Keputusan Menteri tentang jabatan-jabatan 

yang dapat diduduki oleh TKA atau RPTKA . 

(3) IMTAsebagaimana dimaksud. pada ayat (1) akan 
menjadi dasar untuk ·pengajuan: 

a. penerbitan persetujuan visa; 

b. pemberian dan petpanjangan lzin Tinggal Ter­

batas (ITASJ; 

c. al.ih status izin tinggal kunjungan (ITK) men­
jadi ITAS; 

d. alih status ITAS inenjadi izin Tinggal Tetap 

(ITAP); dan 

e. perpanjangan ITAP. 
(4) Dalam hal perpanjangai:i ITAP sebagaimana di­

maksud pada ayat (3)d huruf e, IMTA harus di­

perpanjang setiap tahun sesuai dengan berlaku­
nya ITAP. 

· (5) Dalam hal TKA menduduki jabatan sebagai ang­

gota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau, ang­

gota Pembina, anggota .Pengurus, anggota Pen­

gawas dapat diberikan l~T A paling lama. 2 [dual 
tahuri dan dapat diperpanjang. 

Pasal 40 
( 1) DKP-TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 

ayat ( 1 ) hurllf a ditetapkan sebesar US $ 1 00 

(seratus) dolla~ Amerika. per-jabatan/bulan untuk 

s.etiap TKA yang dibayarkan dimuka. 
(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf e, huruf f,. huruf g dan huruf h tidak berlaku 

untuk jabatan: 

· (2) DKP-TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
' 

a. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris 

atau anggota Pembina, anggota Pengurus, 
anggota Pengawas; 

b. TKA yang dipekerjakan untuk pekerjaan bersi­

fat sementara; dan 

c. TKA yang dipekerjakan untuk usaha jasa im- ' 
presariat, 

(7) Bentuk formulir permohonan IMTA sebagaimana · 

harus dikonversi ke rupiah sesuai dengan keten­

tuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA 

kurang dari 1 ('satu) bulan wajib membayar DKP­
TKA sebesar 1 (satu) bulan penuh. , 

(4). Formulir pembayaran DKP-TKA sebagaimana di, 

maksud pada ayat ( 1 ) memuat: 
· . a. nama pemberi kerja TKA; 

b. nama TKA; · 

c. jabatan TKA; 
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d. jangka waktu penggunaan TKA; 

e. jumlah yang dibayarkan. 

(5) Pembayaran DKP-TKA sebagaimana dimaksud 

pada ayat 11) dilakukan oleh pemberi kerja• TKA 

dan disetorkan pada rekening DKP-TKA pada 
Bank Pemerintah yang ditun)uk oleh Menteri. 

(6) DKP-TKA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 

(1) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(PNBP). 

Pasal 41 
( 1) Pemberi kerja TKA dilarang mempekerjakan TKA 

pada lebih dari 1 (satu) jabatan dalam perusahaan 
yang sama. 

(2) Pemberi kerja TKA dilarang men'lpekerjakan TKA 
. yang sedang dipekerjakan oleh pemberi kerja TKA 

yang lain. 
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dikecualikan bagi TKA yang menduduki jabatan 
anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau 

anggota Pembina, anggota Pengurus, anggota 

Pengawas berdasarkan Rapat ·umum Pemegang 
Saham (RUPS) atau Rapat Pembina dan tercan­

tum .dalam akta c:tan keputusan pengesahan yang 
disahkan oleh instansi yang berwenang: 

Bagian Ketiga 

Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 

Pasal 42 

Perpanjangan IMTA diterbitkan oleh: 
a. Direktur, untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih 

dari 1 (satu) wilayah provinsi; 
b. Kepala Dinas Provinsi, untuk TKA yang lokasi 

kerjanya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) 
provinsi; 

. c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota, untuk TKA yang 
lokasi kerjanya dalam 1 (satu) wilayah kabupat­

en/kota. 

Pasal 43 

(1) Pemberi kerja TKA yang akan melakukan per­

panjangan IMTA untuk TKA yang lokasi kerjanya 

lebih dari 1 • (satu) wilayah provinsi, harus men­
gajuka.n permohonan secara online kepada Di­

rektur. 
(2) Pemberi kerja TKA yang akan melakukan perpan­

jangan IMTA untuk TKA yang lokasi kerjanya lin­

tas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, harus 

mengajukan permohonan secara tertulis atau on­

line kepada Kepala Dinas l'rovinsi. 
(3) Pemberi kerja TKA yang akan. melakukan ·per­

panjangan IMTA untuk TKA yang lokasi kerjanya 

dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, harus 

mengajukan permohonan secara tertulis atau on­
line kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota. 

(4) Perrriohonan sebagaimana · dimaksud pada ayat 

(1). ayat (2), dan ayat (3) diajukan paling lambat · 
30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktl.l 

berlakunya IMTA berakhir. 

Pasal 44 
(1) Permohonan. perpanjangan IMTA sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal .43 dengan melampirkan 

atau mengunggah: 

a. alasan perpanjangan IMTA; 

b. copy IMTA yang masih berlaku; 
c. bukti pembayaran DKP-T-KA melalui bank 

pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri atau 

retribusi melalui bank yang ditunjuk oleh. Gu­

berhur atau Bupati/Walikota; 
d. copy keputusan RPTKA yang masih berlaku; 
e, paspor TKA yang masih. berlaku; 

f. pas phpto berwarna ukuran 4 x 6 cm se.ban­
yak 2 (~ua) lembar; 

g. copy perjanjian kerja atau perjanjian melaku-

kan pekerjaan; ' 

h. copy bukti gaji/upah TKA; 

i. copy NPWP bagi TKAyang bekerja lebih dari 

6 (enam) bulan; 
j. copy NPWP bagi pemberi kerja TKA; 

· k. bukti. polis asuransi di perusahaan asuransi 

berbadan hukum Indonesia; 
I. copy bukti kepes~rtaan ikut program Jaminan 

Sosial Nasional bagi TKA yang bekerja lebih 

dari 6 (enam) bulan; 

m. copy surat penurjukan TKI pendamping; 
n. laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan 

pelatihan TKI pendamping dalam rangka alih 

teknologi; dan 
o. rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh 

TKA dari instansi teknis sesuai dengan. per­
aturan yang .berlaku di instansi teknis terkait. 

(2) Bagi pemberi kerja TKA berupa perwakilan neg­

ara .asing, badan."badan internasional, organisasi 
internasional,' kantor perwakilan dagang asing, 

kantor perwakilan perusahaan asing, kantor per-
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wakilan berita asing wajib mendapatkan reko­

mendasi dari instansi yang berwenang. 
(3) Paspor TKA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

huruf e untuk jangka waktu paspor minimal sama 

dengan masa l:ierlaku IMTA. 

(4) Bentuk torn:iulir permohonan perpanjangan IMT A 
sebagaimana tercantum dalam Formulir 8 Lampi­

ran Peraturan Menteri ini. 

Pasal 45 
Dalam hal perpanjangan IMTA sebagaimana ' 

dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dan ayat (3) dilaku­

kan oleh PTSP Provinsi atau Kabupaten/Kcita maka 

pemberi kerja TKA wajib mendapatkan rekomendasi 

dari Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota. 

Bagian Keempat 

lzin Mempekerjakan Tenaga Ki;lrja Asing untuk 

Pekerjaan Bersifat Sementara 
Pasal 46 . 

(1) IMT A untuk pekerjaan bersifat sementara diberi; 

kan untuk: 
a. memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pela­

tihan dalam penerapan dan inovasi teknologi 
industri 1.mtuk meningkatkan mutu' dan desain 

produk industri serta· kerja sama pemasaran 

luar negeri bagi Indonesia; 
ti. pembuatan film yang bersifat komersial dan 

telah mendapat izin 'dari instansi yang ber­

wenang; 

. , c. niemberikan ceramah; 

d. mengikuti rapat yang diada.kan dengan kantor 

pusat atau perwakilan di lndof'\esia; 
e. melakukan audit, kendali mutu produksi, atau 

inspeksi pada cabang perusahaan di Indone­
sia; 

f. TKA dalam uji coba kemampuan dalam beker­
ja; 

g: pekerjaan yang sekali s11iesai; 

h. pekerjaan yang berhubungan dengan pema­

sangan mesin, elektrikal, layanan puma jual, 
atau produk dalam masa penjajakan usaha. 

(2) IMTA untuk pekerjaan bersifat sementara diberi­

kan untuk jangka Waktu paling lama 1 (satu) 

bulan kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf. b, huruf g dan huruf h di­

berikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) 

bulan "dan tidak dapat diperpanjang.' 

Pasal 47 

(1) Pemberi kerja TKA yang akan mempekerjakan 
TKA untuk pekerjaan bersifat sementara seb­

agaimana dimaksud' dalam Pasal 46 ayat ( 1) wa­

jib mengajukan permohonan IM"I:A secara online 

kepada Direktur dengan mengunggah: 
a. keputusan pengesahan RPTKA; 

b. bukti polis asuransi. di perusahaan asuransi 

berbadan hukum Indonesia; 
c. paspor TKA yang memuat izin tinggal kunjun­

gan yang diterbitkan berdasarkan visa yang 
dikeluarkan oleh P!!rwakilan RI yang kedatan­

gannya dijamin oleh pemberi kerja TKA; 

d. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm; dan 

e. bukti pembayaran DKP-TKA melalui bank 
pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri. 

(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud 

. pada ayat ( 1 ) tel ah lengkap Direktur harus mener­

bitkan IMT A dalam waktu paling lama 2 (dua) 
hari kerja. 

Bagian Kelima 
lzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing untuk 

Pekerjaan Darurat dan Mendesak 
Pasal 48 

( l) IMT A untuk pekerjaan darurat dan mendesak me­

liputi bencana al am, force majeur, kerusakan me­

s in atau alat, prod!Jksi. 
(2) IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di­

berikan uhtuk jangka waktu paling lama 1, (satu) 

bu Ian dan tidak dapat diperpanjang . 

Pasal 49 

( 1) Pemberi. kerja TKA, yang akan mempekerjakan 
TKA untuk pekerjaan bersifat darurat dan mende­

sak wajib mengajukari permohonan IMTA secara 

online kepada Direktur. dengan mengunggah: 
a. surat pernyataan dari pemberi kerja TKA ten-

tang kondisi darurat dan mendesak; 

b. paspor TKA yang meniuat izin tinggal TKA; 
c. pas photo TKA berwarna ukuran 4 x 6 cm; 

d. bukti pembl'yaran DKP-TKA melalui b11.nk 

pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri. 

(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (l) telali lengkap Direktur'harus mener­

bitkan IMTA dalam Waktu paling lama 1 (satu). 
hari kerja. 

(3) Dalam hal IMTA sebagaimana dimaksud pada 
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ayat . (2) belum diterbitkan atau masih dalam 
proses, maka pemberi kerja TKA dapat mempe­

kerjakan TKA terlebih dahulu. 

· Bagian Keenam 

lzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing untuk 

Kawasan Ekonomi Khusus dan· Kawasan Pelabuhan 
Bebas dan Perdagangan Bebas 

Pasal 50 

(1) Pemberi .kerja TKA yang akan mempekerjakan 
TKA di KEK dan KPBPB wajib mengajukan per­

mohonan IMTA secara tertulis atau online kepada 

pejabat yang ditunjuk di KEK dan KPBPB. 
( 2) Tata cara memperoleh IMT A di KEK dan KPBPB sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Ketujuh 
lzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 

. untuk Wilayah Perairan 

Pasal 51 

yang bertanggung jawab & bidang kelautan dan 

perikanan dipakai sebagai dasar penerbitan IMT A 
untuk memperoleh IT AS perairan. 

Bagiari Kedepan 

lzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing untuk 
Pemandu Nyanyi/Karaoke 

Pasal 52 

Pembeci kerja TKA yang akari mempekerjakan 

TKA sebagai pemandu nyanyi/karaoke wajib mengaju­
kan parmohonan IMTA secara online ·kepada Direktur 

dengan mengunggah: 
a. izin tempat U'saha yang memiliki fasilitas karaoke; 
b. RPTKA yang telah disahkan oleh Direktur; 

c. bukti pembayaran DKP-TKA melalui bankpemer-
. intah yang ditunjuk oleh _Menteri; 

.d. pas photo TKA berwarna ukuran 4 x 6 cm; 
e. paspor TKA yang masih berlaku; 

f. bukti polis asuransi di perusahaan asuransi ber­

badan hukum Indonesia; dan 
(1) Pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA g. perjanjian kerja antara TKA dengan peniberi kerja 

yang lokasi kerja_nya di wilayah perairan wajib 
1 

TKA, 
memiliki IMTA. 

(2) Pemberi kerja TKA y_ang akan mempekerjakan 

TKA yang lokasi kerjanya di wilayah perairan wa­
jib mengajukan permohonan secara online kepada 

Direktur dengan mengunggah: 

a. rekomendasi dari instansi terkait; 
b. RPTKA yang masih berlaku; 

c. bukti pembayaran DKP-TKA melalui bank 

pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri; 

d. paspor TKA atau buku pelaut TKA; 
e. pas photo TKA berwarna ukuran 4 x 6 cm; 

f. memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki 

pengalamari kerja sesuai deng;m jabataA yang 1 

akan diduduki TKA. paling kurang 5 (lima) ta­
hun; 

g. bukti polis asuransi di perusahaan .asuransi 

tierbadan h·ukum Indonesia. 
(3) IMT A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diter­

bitkan .oleh Direktur. 

(4) IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (l) di­

gunakan sebagai dasar untuk mengeluarkan izin 
berlayar dari lnstansi yang bertanggung jawab 

di bidang perhubungan bagi pemberi kerja TKA 
yang. mempekerjakan TKA. 

(5) Daftar Awak Kapa! Perikanan (Crew List) dalam 

rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh lnstansi 

Pasal 53 
IMTA untuk pemandu nyanyi/karaoke diberi­

kan paling lama 6 (enaf!1) bulan dan tidak dapat diper­

panjang. 

Bagian ,IKesembilan 

lzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Untuk 

Pemegang lzi.n Tinggal Tetap 

Pasal 54 
( 1) Pemberi kerja TKA yang akan mempekerjakan 

TKA pemegang izin ting~al tetap wajib rnengaju­

kan permohonan secara online· kepada Direktur 
dengan mengunggah: 

a. RPTKA yang masih berlaku; 
b. · izin tinggal tetap. yang masih berlaku; 
a. tanda bukti kepesertaan Program Jaminan So­

sial Nasional; 
d. bukti pembayaran DKP-TKA melalui bank 

pemerintah yang·ditunjuk oleh Menteri; 
e. perjanjian kerja atau perjanjian melakukan· pe­

. kerjaan; 

f. bukti polis . asuransi di perusahaan asuransi 
berba_dan hukum Indonesia; . 

_.g. paspor TKAyang masih berlaku. 

h. pas photo TKA berwarna ukuran 4 .x 6 cm; 
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i. NPWP TKA; dan 

j. NPWP pem~eri kerja TKA. 

(21 Dalam hal dokumen permohonan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) telah lengkap dan me­

. menuhi persyaratan, Direktur menerbitkan. IMTA 

paling lama. 3 (tigal hari kerja. 

BAB VII 

PERUBAHAN IZIN MEMPEKERJAKAN 
TENAGA KERJA ASING 

Pa.sal 55 
(1 l Pemberi kerja TK·A yang melakukan perubahan 

nama pemberi kerja TKA hams mengajukan per-· 

mohonan perubahan. I.MT':'' secara onlin,e kepada 

Direkt\Jr dengan mengunggah: 
a. alasan perubahan; 

b. akta · dan keputusan pengesahan pembahan 
nama serta alamat pemberi kerja TKA c!an in­

stansi yang berwenan11; 
c. RPTKAyang masih berlaku; 

l 
! 
' i 
i 
I 
! 
I 
i 
' l 
I 
I 
~ 
L 

.1 

d. IMTA yang masih berlaku; j 
e. ITAS atau ITAP yang masih .benlaku; . 

f. bukti polis asuransi di perusahaan asuransi I 
berbadan hukum lnd1>nesia;. I 

I . 
(21 Dalarn, hal persyaratan sebagaimana dimaksud I' 

pad a ayat ( 1) dinyatakan lengkap Direktur mener- , I 
bitkan pe~bahan IMTA dalam jangka waktu pal­

ing 1.ama 2 (dual han kerja. 

Pasal 56 
( 1 l Pemberi kerja TKA yang melakukan perubahan 

lokasi kerja TKA harus mengaLukan permohonan 

penub;lhan IMTA seeara online kepada Direktur 
dengan mengunggah: 

a. alasan perubahan; 
b. RPTKA yang masih berlaku; 
c. IMTA yang masih berlaku; · 

d. ITAS atau ITAP yang masih berlaku; 

e. keterangan domisili pemberi.kerja TKA; 

f. bukti polis asl.iransi di perusahaan asuransi 

berbadan hukum Indonesia; 
g. kontrak pekerjaan atau kontrak melakukan pe­

kerjaan; 
h. bukti pembayaran DKP-TKA. 

(21 Dalam hal persyaratan sebagaimana dimak­
sud pada ayat ( 1 l dinyatakan lengkap, Direktur 

menerbitkan p~rubahan IMTA dalam jangka wak­

tu paling lama 2. (dual hari kerja. 

(1 l 
Pasal 57 

Pemberi kerja TKA yang melakukan perubahan 

jabatan Tl<A harus mengajukan ,Permohonan pe­
rubahan IMTA secara online kepada Direktur den-

. . 
gan mengunggah: · 

a. alasan pen,ibahan; 

b. RPTKA yang masih berlaku; 
c. ITAS atau,ITAP yang masih berlaku; 

d. IMTA yang masih berlaku; 
e. bukti polis asuransi di perusahaan asuransi 

berbadan · hukum Indonesia; 

f. akta dan keputusan . pengesahan pendirian . 

atau perubahan dan lnstansi yang berwenang; 

dan 
g. bukti pembayara.n DKP-TKA. 

(21 Dalam hal perubahan jabatan TKA sebagaimana 
dimaksud. pada ayat (1 l hanya berlaku untuk ja­

batan anggota Dineksi, anggota Dewan Komisa­

ris atau ang11ota Pembina, anggota Pengurus, 
anggota Pengawas. · 

(31 Dalam hal persyaratan seb.agaimana dimak­
sud pada ayat (1 l dinyatakan lengkap, Direktur 

· menerbitkan perubahan IMT A .dalam jangka ~ak­
tu paling lama. 2 (dual hari kerja. 

BAB VIII 

PELA PO RAN 

Pasal 58 
Pemberi kerja TKA yang telah memiliki IMT A, 

paling lambat 7 (tujuhl hani kerja setelah memperk­

erjakan TKA wajib melaporkan 'kepada Kepala Dinas 

Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai 
dengan lokasi kerja TKA. 

Pasal 59 
(1 l Pernberi kerja TKA wajib melaporkan penggunaan 

TKA kepada . Direktur atau Kepala Dinas Provinsi 

atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tern-

busan kepada Dirjen. 
(21 Laporan sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1 l 

meliputi:, 

a. realisasi pelaksanaan. pendidikan dan pelati­

han TKA pendamping di perusahaan secara 

periodik· 6 (enaml bulan sekali; 
b. berakhirnya penggunaan TKA. 

(31 Direktur atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala 

Dinas Kabupaten/.Kot~ melaporkan p.enerbitan 
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IMTA secana periodik setiap 3 (tiga) bulan ·ke- 1 (2) Pencabutan IMTA Perpahjangan sebag11imana di· 
pada Menteri dengan tembusan kepada Dirjen. maksud pada ayat ( 1) dilakukan setelah berkoon­

· BAii IX 
PENGAWASAN 

Pasal60 

Pengawasan terhadap pemberi kerja TKA di-

dinasi dengan Direktur Jenderal Pembinaan Pen­

gawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja. 

Pasal 63 
lakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan · ' ( 1) Pencabutan IMTA Perpanjangan untuk lokasi ker­

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undan- j ja TKA dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota di· 

gan. 

BAB X 

PENCABUTAN IZIN MEMPEKERJAKAN 
TENAGA KERJA ASING 

Pasal 61 
( 1 ) Pemberi kenja TKA yang mempekerjakan TKA 

tidak sesuai dengan IMTA maka dilakukim pen­

.cabutan IMTA. 
(2) Pencabutan IMTA. sebagaimana dimaksud pada 

ayat {1 ), dilakukan oleh:. 
a. Direktur, untuk IMTA yang lokasi kerja TKA 

· lebih dan 1 (satu) wilayah provinsi; 

b. Kepala Dinas.Provinsi, untuklMTA Perpanjan­

gan yang lokasi kerja TKA lintas kabupaten/ 
kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi; 

c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota, untuk IMTA 

Perpanjangan yang lokasi kerja TKA dalam 1 

(satu) wilayah kabupaten/kota. 
(3) Pencabutan IMTA sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a dilakukan atas dasar rekomenda­
si Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan di tingkat 

pus~t. 

(4) Dalam hal Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan 
. . 

Provinsi atau Kabupaten/Kota menemukan. pem­

beri kerja TK.A yang · mempekerjakan TKA tidak 

sesuai dengan IMTA yang diterbitkan oleh Direk· 

lakukan atas dasar rekomendasi Pegawai Penga­

was. Ketenagakerjaan di tirigkat kabupaten/kota. 
(2) Pencabutan IMT A Perpanjangan sebagaimana di­

maksud dalam pad a ayat ( 1) setelah berkoordi­

nasi dengan Dinas Provinsi. 

Pasal 64 
( 1) Kepala Din as Provinsi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 61 ayat (2). huruf b wajib melapor­

kan pencabatan IMTA Perparijangan kepada Dir­
jen dengan temblisa(I kepada Direktur Jenderal 

Pembina.an Pcngawasan Ketenagakerjaan dan 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja. 

(2) Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana di­
maksud d!llam Pasal 61 ayat (2) huruf c wajib 
melaporkan penciabutan IMTA Perpanjangan ke­

pada Dinas Provinsi dan Dirjen dengan tembusan 
Direktur Jende.ral Pembinaan Pengawasan Ke­

tenagakerjaan dan Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja. 

BABXI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 65 
Pemberi kerja TKA dapat. menugaskan TKA 

untuk melakukan alih teknologi dan keahlian di lemba­

ga pendidikan dan pelatihan sesuai dengan perjanjian 

tun maka harus dilaporkan kepada Direktur Jen- yang t.elah disepakati. 

deral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan 
dan Keselamatan dan Kesehatan. Kerja untuk .di­

proses sesuai dengan ke.tentuan peraturan perun· 

dang-undangan. 

Pasal 62 

(l) Pencabutan. IMTA Perpanjangan untuk lokasi 
kerja TKA lintas · kabupaten/kota dalam 1 (satu) 

wilayah provinsi dilakukan atas dasar rekomenda· 

si Pegawai Penga~.as Ketenagakerjaan di tingkat 

provinsi. 

Pasal 66 

Pemberi kerja TKA yang memperkerjakan 
TKA pada jabatan anggota Direksi, anggota Dewan 

, Komisaris atau anggota Pembina, anggota Pengurus, 

r . anggota Pengawas wajib memiliki IMT A sejak tanggal 
diterbitkan keputusan pengesahan pendirian dan/.atau 

perubahan dari instansi yang berwenang. 

BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 
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Pasal 67· 

Pada saat Peraturan Menteri m.ulai berlaku, 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Nornor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggu-
' . 

naan Tenaga Kerja Asing (Ber1ta Negana Republik Jn, 

donesia Tahun 2013 Nomor 1565), dicabut dan din­

yatakan tidak .berlaku .. 

Pasal 68. 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang­

gal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin­

tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo­

nesia. 

Ditetapkan di Jakanta 

pada tanggal 29 Juni 201 5 

MENTER! KETENAGAKERJAAN 

. HEPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

M. HANIF DHAKIRI 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 29 Juni 201.5 

MENTER! HU KUM DAN. HAK ASASI MANUSIA, 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

YASONNA H. LAOLY 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

TAHUN 2015 NOMOR 964. 

Catatan Redaksi : 

- Karena alasan teknis, La'mpiran tidak dimuat. 

( BN I 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN.BANK INDONESIA 
NOMOR 16/16/PBl/2014 TENTANG TRANSAKSI VALUTA . ' ' , 

ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK 
DENGAN PIHAK DOMESTIK 

(Peraturan Gubernur Bank Indonesia· Nomor 17 /13/PBl/2015, 
tanggal 25 Agustus 2015) 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
GUBERNUR BANK INDONESIA, 

Menimbang: 
a. bahwa tujuan Bank ·Indonesia adalah mencapai 

dan memelihara kestabilan nilai rupiah; 
b. bahwa' dalam rangka mendukung kestabilan ni­

lai Rupiah diperlukan pasar valuta asing domes­
tik yang memiliki daya tahan terhadap gejolak 
eksternal; 

c. bahwa perkembangan terkini kondisi pasar valuta 
asing domestik menyebabkan diperlukannya ke­
bijakan untuk mewujudkan pasar valuta asing do­
mestik yang sehat, dengan tetap memenuhi ke­
butuhan masyarakat untuk mendukung aktivitas 
ekonomi; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
. dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, 

perlu ~elakukan perubahan kedua. atas Peraturan 
Bank Indonesia Nomor 16/16/PBl/2014 tentang 
Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara. 
Bank Oengan Pihak Domestik; 

Mengingat : · ' 
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun J 999 tentang 

Bank Indonesia (lembaran Negara Republik lndo- .. 
nesia_Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lem­
baran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) 
sebagaimana telah diubah 'tieberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 ten­
tang Penetapan Peratliran Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
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Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndo' 
nesia.Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 

2. Undang-Undang Nomdr 24 Tahun 1999 tentang 
Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (lem­
ba,ran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 67, .Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3844). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : 
PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBA­
HAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA 
NOMOR .16/16/PBl/2014 TENTANG TRANSAKSI 
VALUTA.ASING TERHADAP RUPIAH ANT ARA BANK 
DENGAN PIHAK DOMESTIK. 

Pasal I 
.Beberapa ketentuan. dalam Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 16/16/PBl/2014 tentang Transaksi 
Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan 
Pihak Domestik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 212, Tambahan Lembaran Neg-

, ara Republik Indonesia Nom0r 5581). sebagaimana 
i telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 

17 /6/PBl/2015 tentang Perubahan atas Peraturan 
Bank Indonesia Nomor 16/16/PBl/2014 tentang Tran­
saksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank 
Dengan Pihak Domestik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 116, Tambahan Lem­
baran Negara Republik Indonesia Nomor 5701) diubah 
sebagai berikut: 
1 . Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi seb­

agai berikut: 
Pasal 4 

( 1) Jumlah tertentu (threshold) sebagaimana di­
maksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) untuk. pem­
be.lian valuta asing terhadap Rupiah oleh Na­
sabah kepada Bank melalui Transaksi Spot 
adalah USD25,000.00 (dua puluh lima ribu 
dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per 
bulan per Nasabah. , 

(2) Pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh 
Nasabah kepada Bank sebagaimana dimaksud 
pad a ayat ( 1 ) dilarang melebihi nilai nominal 
.Underlying Transaksi. 

(3) Dalam hal nilai nominal Underlying Transaksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ,tidak 

dalam kelipatan USD5,000.00 (lima ribu dolar 
Amerika Serikat) maka terhadap nilai nomi­
nal Underlying Transaksi dimaksud dapat di­
lakukan pembulatan ke atas ,dalam kelipatan · 
USD5,000.00 (lima ribu dolar Amerika Seri­
kat). 

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi seb­
agai berikut: 

Pasal 6 
(1) Kewajiban rilemiliki Underlying Transaksi un­

tuk pembelian ·valuta asing terhadap Rupiah 
oleh Nasabah. kepada Bank melalui Transaksi 
Spot dan/atau Transaksi Derivatif di atas jum­
lah tertentu (threshold) sebagaimana dimak­
sud dalam Pasal 4 ayat ( 1) dan, Pas al 5 ayat 
(1) tidak berlaku untuk penyelesaian Trans-

. aksi Derivatif awal yang dilak'!kan melalui: 
a. perpanjangan transaksi (roll over) sepan­

'jang jangka waktu perpanjangan transaksi 
(roll over) paling lama sama dengan jangka 
waktu Underlying Transaksi awal; 

b. percepatan penyelesaian transaksi (early 
termination); atau 

c. pengakhiran transaksi (unwind). 
(2) Kewajiban memiliki Underlying Transaksi un­

tuk penjualan valuta asing terhadap Rupiah 
oleh Nasabah kepada Bank melalui transaksi 
forward atau option di atas jumlah tertentu 
(threshold) sebagaimana dimaksud pada Pasal 
5 ayat (2) tidak berlaku untuk penyelesaian 
Transaksi Derivatif awal yang dilakukan me­

lalui: . . ·I 
a. perpanjangan transaksi (roll over) sepan- , 

Jang jang ka waktu. perpanjangan transaksi ' 
(roll over) paling lama sama dengan jangka 
waktu Underlying Transaksi awal; 

b. percepatan penyelesaian transaksi (early 
termination); atau 

c. pengakhiran transaksi (unwind). 

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi se­
bagai berikut: 

Pasal 12 
(1) Dalam hal Nasabah melakukan pembelian 

valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank di 
atas jumlah tertentu (threshold) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) dan Pasal 5 · 
ayat [1 ), Bank wajib memastikan Nasabah un­
tuk menyampaikan .dokumen sebagai berikut: 
a. dokumen Underlying Transaksi yang dapat 
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dipertanggungjawabkan baik yang bersifat 
final maupun berupa perkiraan; dari 

b. dokumen penduklJng berupa: 
1 . fotokopi dokumen identitas. Nasabah 

dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak 
(NPWP); dan 

2. pernyataan tertulis bermaterai cukup 
yang ditandatangani oleh pihak yang ber­
wenang dari Nasabah atau pernyataan 
tertulis yang authenticated dari Nasabah i 
yang memuat informasi mengenai: 
a) keaslian dan kebenaran dokumen 

Unde~lying Transaksi sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, dan penggu­
,naan dokumen Underlying Transaksi 
untuk pembelian valuta asing ter­
hadap Rupiah paling banyak sebesar 
nominal Underlying Transaksi dalam 
sistem perbankan di Indonesia; dan 

bl jumlah kebutuhan, tujuan penggu­
naan, dan t~nggal penggunaan valuta 
asing, dalam hal dokumen Underly. 
ing Transaksi sebagaimana dimaksud 
pada huruf a berupa perkiraan. 

(2) Dalam hal Nasabah melakukan penjualan valu­
ta asing terhadap Rupiah kepada Bank melalui 
transaksi forward atau ·option di atas jumlah 
tertentu (threshold) sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 5 ayat (2), Bank wajib memasti­
kan Nasabah menyampaikan dokum.en seb­
agai berikut: 
a. dokumen Underlying Transaksi yang dapat 

dipertanggungjawabkan, baik yang bersi­
fat final maupun berupa perkiraan; dan 

b. dokumen pendukung berupa pernyataan . 
tertulis bermaterai cukup yang ditandatan­
gani oleh pihak yang berwenang dari Na­
sabah atau pernyataan tertulis yang au­
thenticated dari Nasabah· yang memuat 
informasi mengenai: 
1 . keaslian dan kebenaran dokumen Un­

derlying Transaksi sebagaimana dimak- , 
sud pada huruf a; dan 4. 

2. penggunaan dokumen Underlying Tran­
saksi untuk penjualan valuta asing ter­
hadap Rupiah paling banyak sebesar 
nominal Underlying Transaksi dalam 
sistem perbankan di Indonesia; 

3. sumber dana, jumlah penjualan, dan 
waktu penerimaan valuta asing, dalam 
hal dokumen Underlying Transaksi seb-

agaimana dimaksud pada huruf a beru­
pa perkiraan. 

(3) Dalam hal Nasabah melakukan pembe­
lian valuta asing terhadap Rupiah kepada 
Bank paling banyak sebesar jumlah tertentu 
(threshold) sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1), Bank 
wajib memastikan Nasabah menyampaikan 
dokumen berupa pernyataan tertulis berma­
terai cukup atau pernyataan tertulis yang au­
thenticated .dari Nasabah yang menyatakan 
bahwa pembelian valuta asing terhadap Ru­
piah tidak lebih dari jumlah tertentu (thresh­
old) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
'ayat (1) dan Pasal 5'ayat (1) dalam sistem 
perbankan di Indonesia. 

(4) Dalam hal Nasabah melakukan penjuaJan 
1 

valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank 
melalui transaksi forward atau option paling 
banyak sebesar jumlah tertentu (threshold) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5· ayat 
(2), tidak ada kewajiban bagi Nasabah untuk 
menyampai!<an dokumen. 

(5) Dalam hal Nasabah melakukan penyelesaian 
transaksi secara netting untuk Transaksi De­
rivatif pembelian valuta asing terhadap Ru­
piah paling banyak sebesar USD100,000.00 
(seratus ribu dolar Amerika Serikat) seb- · 
agaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), 
Bank wajib rnemastikan Nasabah menyam­
paikan dokumen sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1). 

(6) Dalam hal Nasabah melakukan penyelesaiar\ 
transaksi secara netting untuk transaksi pen­
jualan .valuta asing terhadap Rupiah melalui 
transaksi forward atau option paling banyak 
sebesar USD1 ,000,000.00 (satu juta do­
lar Amerika Serikat) sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 ayat (2), Bank wajib memas­
tikan Nasabah menyampaikan dokumen seb­
agaimana dimaksud pada ayat (2). 

Ketentuan Pasal 1 3 diubah sehingga berbunyi se­
bagai berikut: 

Pasal 13 
( 1) Bank memastikan Nasabati menyampaikan 

dokumen Underlying Transaksi dan/atau do­
kumen pendukung Transaksi Valuta Asing 
Terhadap Rupiah untuk setiap transaksi pada 
tanggal transaksi. 

(2) Dalam hal Bank telah mengetahui track record 
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. Nasabah dengan baik, dan Nasabah menyam- ' ' . 
paikan dokumen Underlying Transaksi yang 
bersifat final, Bank dapat menerima dokumen 
pendukung Transaksi Valuta Asing Terhadap 
Rupiah yang disampaikan 'oleh Nasabah se­
cara berkala. 

(3) Bank dapat menerima dokumen pendukung 
Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah beru­
pa pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud 
dalam Pasa.1 12 ayat (3) secara berkala. 

(4) Dokumen Underlying Transaksi dan/atau do­
kumen pendukung sebagaimana dimaksud 
pad a ayat ( 1) untu!< Transaksi Spot wajib 
diterima oleh B,ank paling lambat pada tanggal 
valuta. 

(5) Dokumen Underlying Transaksi dan/atau do­
kumen pendukung sebagairriana. dim_aksud 
pada ayat (1) untuk Transaksi Derivatif wajib 
diterirha oleh Bank 'paling lam bat pada 5 (lima) 
hari kerja setelah tariggal transaksi. 

(6) Dalam hal Transaksi Derivatif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) memiliki jatuh waktu 
kurang dari 5 (lima) hari kerja setelah tanggal 
transaksi maka dokumen Underlying Trans­
aksi dan/atau dokumen pendukung Transaksi 
Derivatif wajib diterima oleh Bank paling lam­
bat pada tanggal jatuh waktu. 

(7) Penyampaian dokumen' Underlying Transaksi 
dan dqkumen pendukung Transaksi Derivatif 
sampai ·dengan jumlah tertentu (threshold) 
yang akan diselesaikan secara netting wajib 
diterima oleh Bank paling lambat: 
a. pada tanggal valuta dalam hal perpanjan-

Pasal II 
1: Transaksi pembelian valuta asing terhadap Rupiah 

oleh Nasabah kepada Bank yang telah _dilakukan 
sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini 
tetap turiduk pada ketentuan sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/16/ 
PBl/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terha­
dap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domes­
tik sebagaimana telah d_iubah dengan Peraturan 
Bank Indonesia Nomor 17/6/PBl/2015. 

2. Ketentuan mengenai sank.si kewajiban membayar 
sebagaimana .dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan 
Bank Indonesia Nomor 16/16/PBl/2014 tentang 
Transaksi Valuta Asirig Terhadap Rupiah .Antara 
Bank Dengan Pihak Domestik sebagaimana telah 

. diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 
· 17 /6/PBl/2015 untuk pelanggaran atas keten­
tuan_ mengenai pembelian valuta asing terh11dap 
Rupiah sebagaimana dimaksud dalam: 
a. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia. 

Nomor. 16/16/PBl/2014 tentang Transaksi 
Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank 
Dengan Pihak Domestik sebagaimana telah di­
uba,h dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 
17 /6/PBl/20J 5; dan 

b. Pasal 4 ayat (2), Pasal.12 ayat (1), dan Pasal 
1_3 ayat (4) Peraturan Bank ll'ldonesia ini, 

mulai berlaku pada tanggal"1 Oktober 201 5, khu­
sus untuk_ pembelian valuta asing terhadap Rupi­
ah nielalui Transaksi Spot dengan jumlah di atas 
USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Ameri­
ka Serikat).sampai dengan USD100.000;oo (se-

gan transaksi (roll over), pe.rcepatan peny­
elesaian transaksi (early termination), dan: • 3. 
pengakhiran transaksi (unwind) dilakukan ' 
melalui T ransaksi Spot; 

ratus ribli dolar Am_erika Serikat). 
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada 
tanggal ·diundangkan.' 

b. 5 (lima) hari kerja setelah t11nggal trans­
aksi dalam hal. perpanjangan transaksi (roll 
over), percepatan penyelesaiar;i transaksi 
(early termination), dan pengakhiran tran­
saksi (unwind) dilakukan melalui Transaksi 
Derivatif; at~u 

c. pada tanggal jatuh waktu dalam hal per­
panjangan transaksi (roll over), percepatan 
pehyelesaian transaksi (early termination), 
dan pengakhiran transaksi (unwind) dilaku- i 

k_an melalui Transaksi Derivatif yang me­
'[liliki jatuh waktu kurang dari 5 (lima) hari 
kerja setelah tanggal transaksi. 

Agar setiap orang n\engetahuinya, memerin­
tahk!'n pengundangan. Peraturan Bank Indonesia ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran_ Negara Re­
publik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
pad a- tanggal 25 Agustus 201 5 
GUBERNUR BANK INDONESIA, · 

ttd. 

AGUS D. W. MARTOWARDOJO 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 25 Agustus 2015 
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MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 
YASONNA H: LAOLY 

LEM BARAN .NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
TAHUN 2015 NOMOR 201 

PENJELASAN 
ATAS 

PER,ATURAN BANK INDONESIA 
NOMOR 17 / 13 /PBl/2015 

TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK 

INDONESIA NOMOR 16/16/PBl/2014 TENTANG 
TRAN$AKSI VALUTA ASING TERHADAP 

RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK DOMESTIK 
• 

J. UM UM 
Perkembangan terkini kondisi pasar valuta 

asing domestik menimbulkan tantangan terha­
dap upaya mencapai dan memelihara kestabllan 
nilai Rupiah. Salah satu ·1antangan yang muncul 
adalah tingginya permintaan masyarakat terha­
dap valuta asing untuk kegiatan yang tidak ter­
kait secara langsung dengan kegiatan perdagan: 
gan dan investasi. Tantangan. ini menyebabkan 
diperlukannya kebi]akan di pasar valuta asing do­
mestik yang bersifat proaktif, untuk mendorong 
permintaan valuta asing yang sehat dan tetap 
memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendu­
kung aktivitas ekonomi. 

i 

Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia perlu 
melakukan penyempurnaan ·terhadap ketentuan 
terkait dengan Transaksi Valuta Asing · lerhadap r. 
Rupiah Antara Bank dengan Pihak Domestik. 

II. PASAL DE'.MI PASAL 
Pasal I 
Angka .1 
Pasal 4 

Ct1kt1p jelas. 
Angka 2 
Pasal 6 

Cukup jelas. 
Angka 3 
Pasal 12 
Ayat (1) 
Huruf a 

Yang dimaksl/d dengan "dokumen Underlying 

Transaksi yang bersifat final" adalah dokumen 
yang tidak akan mengalami perubahan dalam 
hal jumlah dan/atau waktu pemenuhan kebutu­
hannya. 
Huruf b 
Angka 1 

Cukup jelas. 
Angka 2 

Dalam ·hal Nasabah merupakan badan usaha 
selain Bank, yang dimaksud dengan "pihak yang 
berwenang" adalah pejabat yang mewakili badan 
usaha berdasarkan anggaran dasarnya atau pejabat 
yang ditunjuk dengan menggunakan surat kuasa. 

Dalam hal Nasabah merupakan perorangan, 
yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" 
adalah dirinya sendiri atau pihak yang diberi kuasa. 
Ayat (2) 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan "dokumen Underly­
ing Transaksi yang bersifat final" adalah dqkumen 
yang tidak akan mengalami perubahan dalam hal 
jumlah dan/atau waktu pemenuhan kebutuhannya. 
Huruf b 

Dalam hal Nasabah merupakan badan usaha 
selain Bank, yang dimaksud dengan "pihak yang 
berwenang ,; adalah pejabat yang mewakili bad an 

usaha berdasarkan anggaran dasarnya atau pe-
·. jabat yang ditunjuk dengan menggunakan surat 

kuasa. 
Dalam hal Nasabah merupakan perorangan, 

yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" 
adalah dirinya seridiri atau pihak yang diberi kuasa. 
Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan· "pernyataan yang 
authenticatecj" adalah pernyataan yang telah di­
verifikasi atau dibuktikan kebenarannya secara 
sistem. 
Ayat (4) s/d Ayat (6) 

Cukup jelas. 
Angk~4 

Pasal 13 
. Cukup jelas. 

Pasal II 
Cukup jelas. 

TAMBAHAN .LEMBARAN NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA NOMOR -5736 

( BN l 
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PERKIRAAN DEFISIT YANG MELAMPAUI TARGET DEFISIT 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 

i ANGGARAN 2015 DAN TAMBAHAN PEMBIA Y AAN DEFISIT 
YANG DIPERKIRAKAN MELAMPAUI TARGET DEFISIT 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 
TAHUN ANGGARAN 2015 

(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
Nomor 163/PMK.05/2015, tanggal 21 Agustus 2015) 

DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, . 

Menimbang: 

Bah~a untuk melaksanakan ketentuan Pasal 
19 UndangUndarig Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Anggarar Pendapatan dan .Belanja. Negara Tahun · 

Anggaran 201 5 sebagaim'!lna tel ah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015, perlu mene­
tapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perki- i 

raan Defisit Yang Melampaui Target Defisit Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran _2015 

TARGET DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015. 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud 

dengan: 

1 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana 

keuangantahunan pemerintahan negara yang di­

setujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 
2. Defis it adalah selisih kurang antara pendapatan 

dan belanja selama 1 (satu) periode pelaporan. 

Dan _Tambahan Pembiayaan Defisit Yang Diperkirakan · 3. 
Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan ·Dan . . . 

Komite Asset-Liability Management Kementerian 
Keuangan yang selanjutnya disebut Kom,ite ALM 

adalah komite yang bertugas untuk membantu 
Menteri Keuangan antara lain untuk menentukan 

Belanja Negara Tahun Anggaran 2015; 

Mengingat _: 
. Undang-Undahg Nomor 27 Tahun 2014 ten· 

tang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2015 (Lembarari Negara Republik Indonesia 
· Tahun 2014 Nomor 259, Tambahah Lembaran Neg­

ara Republik ln_donesia Nomor 5593) sebagaimana 

telah diubah dengan Unllang;Undang Nomor 3 Tahun 

2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Repub­
lik Indonesia Nomor 5669); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : . . . 
PERA TU RAN MENTERI KEUANGAN tENTANG PERKl­

RAAN DEFISIT YANG MELAMPAUI TARGET DEFISIT 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 
TAHUN ANGGARAN 2015 DAN TAMBAHAN PEMBl­

AYAAN DEFISIT YANG DIPERKIRAKAN MELAMPAUI 

. . I 
kebijakan pengendalian risiko likuiditas (short-

age of cash) dan risiko pendanaan (shortage of 

financing) yang timbul dalam pengelolaan APBN 

· dalam kerangka ALM. 

4. Saldo Anggaran Lebih. yang selanjutnya dising­
kat SAL adalah akumulasi neto dari Sisa Lebih 

Pembiayaan Anggeran (SiLPA) dan Sisa Kurang 

Pembiayaah Anggaran (SiKPA) tahun anggaran 
. ' 

yang lalu dan tahun anggaran yar:ig bersangkutan 

. setelah ditutup, dit9mbahl dikurangi dengan ko­
reksi pembukuan. 

5. Pinjaman Siaga ad a I ah pinjaman yang berasal dari 
Jembaga multilateral dan bilateral, antara lain 

World Bank (Program For Economic Resilience, 

Investment and Social Assisstance in Indonesia. 
(PERISAI)), Asian Development Bank (Precaution-

. . ary Financing Facility danl atau Countercyclical 

Support Facility). 

6. l)urat Berhar_ga Negara yang sefanjutnya disingkat 
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SBN meliputi. Surat Litang Negara dan Surat Ber­

harga Syariah Negara. 

Pasal 2 

Target Defisit APBN Tahun Anggaran 2015 se-
' bagaimana ditetapk;m dalam Undang-Undang Nomor 

.27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Tahun Anggaran ·2015 sebagaimana 

telah. diubah dengan Und;mg-Undang Nomor 3 Ta~un 
2015 sebesar. Rp222.506.897.630.000,00 (dua ra­

tus d.ua puluh dua triliun lima ratus enam miliar dela­
pan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga 

puluti ~ibu rupiah). 

Pasal 3 

( 1) Dalam rangka mengantisipasi Defisit yang melam" 

paui target Defisit APBN Tahun Ariggaran 2015 
sebagaimana dimaksud· dalam Pasal. 2, Komite 

ALM rnenghitung besaran perkiraan Defisit. 

(2) Besaran perkiraan Defisit sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dihitung berdasarkan: 

a. Proyeksi perkernbangan asumsi ekonomi makro; . 
b. Proyeksi pendapatan negara; 

c. Proyeksi ~elanja. negara; dan 
d. Proyeksi pembiayaan anggaran; 

Pasal 4 

( 1) . Dalam hal besaran perkiraan Defisit sebagaimana 
dimaksud dala'm Pasal 3 melampaui target De- ' 

fisit APBN Tahun Anggaran 2015 sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal .2, perkira~n tambahan De-

201 5 dan besaran tambahan pembiayaan Defisit 
yang diperkirakan melampaui target Defisit APBN 

Tahun Anggaran 2015 dalam Keputusan Menteri 

Keuangan. 
(2) . Keputusan Menteri · Keuangan sebagaimaha di­

maksud pada ayat ( 1) memu~t: 
a. Besaran perkiraan Defisit. yang melampaui tar-

get Defis.I~ APBN Tahun Anggaran 2015; 
b. Besaran perkiraan tambahan Defisit; 
c. · Besaran tambahan pembiayaan; dan 

d. Sumber tambahan pembiayaan. 
(3) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana di­

maksud pada ayat ( 1 ) di bu at sesuai format se­

bagaimana tercantum . dalam Lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan. Menteri ini. 

Pasal 7 
(1) Dalam. hal tambahan pembiayaan s.esuai Kepu­

tusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 bersumber dari dana SAL, Direktur 

Jenderal Perbendaharaan melakukan pemindah­
bukuan dana SAL dari Rekening Kas Saldo Angg­

aran Lebih ke Rekening Kas Urnum Negara dalam 
Rupiah. 

(2) Mek~nisme pemindahbukuan dana. SAL 

sebagai!11ana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan . 

sesuai dengan Peraturan Menteri. Keuangan 

mengenai pengelolaan SAL. 

Pasal 8 
fislt tersebut dibiayai dengan menggunakan tam-· : (1) Dalam hal tambahan pembiayaan sesuai Kepu- i 
bahan pembiayaan. tusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud 

(2) Tamba.han pembiayaan sebagaimana dimaksud .dalam P;;isal 6 bersumber dari penarikan Pinja-
1 

pad a ayat ( 1 ). bersumber dari Dana SAL, Penari­
kan Pinjaman Siaga, dan/atau Penerbitan SBN. 

Pasal 5 

Dalam ·rangka membiayai perkiraan tambahan. 

Defisit, Komite ALM memilih danrnenghitung t:>esaran 

sumber. tambahan pembiayaan sebagairnana dimak­

sud dalam Pasal 4 ayat (2). 

Pasal 6 

( 1) Berdasarkan perhitungan Komite ALM sebagain:ia­
na dimaksud dalam Pasal 5, Menteri Keuangan 

menetapkan besaran perkiraan Defisit yang 

melampaui target Defisit. APBN Tahun Anggaran 

man Siaga, Direktui Je[\deral Pengelolaan Pem­
biayaa,n Dan Risiko melakukan penarikan Pinja­

man Siaga. 

(2) Mekanisme penarikan Pinjaman Siaga sebagaima­
na dimaksud pad a ayat ( 1 ) dilaksanakan sesuai 

ketentuan mengenai penarikan ·Pinjaman Siaga. 

Pasal 9 
i 

. ( 1) Dalam hal t.ambahan pembiayaan sesuai Kepu-

tusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 bersumber dari peherbitan SBN, 

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan 
Risiko melakukan penerbitan SBN. 

(2) Mekanisme penerbitan SBN sebagaimana dimak-
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sud pad a ayat ( 1) dilaksanakan sesuai Peraturan 

Menteri Keuangan mengenai SBN. 
Ditetapkan d.i Jakarta 

pad a tanggal 21 Agustus 201 5 
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. Pasal 10 

Penggunaan . dana SAL, penarikan Pinjarnan 

Siaga, dan/atau penerbitan SBN sebagai tambahan ! • · 

pembiayaan ditetapkan dan dilaporkan dalam Lapo• i 

ran· Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015. 

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO 

Dtundangkan di Jakarta 

Pada tangga,I 24 Agustus 2015 

MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESJA, Pasal f1 
Peraturan Menteri ini n\ulai berlaku pada tang­

gal diundangkan. 

.ttd. 
YASONNA H. LAOLY 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah­

kan pengundangan Peratt.iran Menteri ini dengan pen­
empatannya dalam Serita.Negara Republik Indonesia. 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

TAH.UN 2015 NOMOR 1264 

LAMPIRAN 

FORMAT KEPUTUSAN MENTl:RI KEUANGAN . 

. KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 

TENTANG 
BESARAN PERKIRAAN DEFISIT YANG MELAMPAUI TARGET DEFISIT 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARATAHUN ANGGARAN 2015 

DAN BESARAN TAMBAHAN PEMBIAYAAN DEFISIT YANG DIPERKIRAKAN 

MELAMPAUI TARGET DEFISITANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Ang,garan Pendapatan 
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengari Undang-Un­

dang Nomor 3 Tahun 2015 telah ditetapkan target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Ne11ara Tahuli Anggaran 2015 sebesar Rp222.506.897.630.000,00 (dua ratus dua puluh 
dua triliun lima ratus· enam miliar delapan ratus sembilan puluh. tujuh juta enam ratus tiga 

puluh ribu rupiah); 
· b. bahwa berdasarkan perhitungan Komite Asset-Liability Management terdapat perkiraan de­

fisit yang melampaui target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2015 sehingga perlu menetapkan besaran perkiraan defisit yang melampaui. target defisit 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 dan besaran tambahan · 

pembiayaan defisit yang diperkirakan melampaui target defisit Anggaran Pendapatan dan 

. Belanja Negara Tahun Anggaran 2015; 
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat ( 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... ( 1), besaran 
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. perkiraan defisit yang melampaui target _defisit Anggaran' Pendapatan dan Belanja Negara T!!hun 

Anggaran 2015 dan besaran tambahan pembiayaan defisit yang diperkirakan melampaui target 

defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud 

dalam huruf b, ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan; 
d. .bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirn!!ksud d_alam huruf a, huruf b, dan huruf 

c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Besaran Perkiraari Defisit Yang 

Melampaui Target Defisit Anggaran Pendap!!tan Dan Belanja Negara Tah11n Anggaran 2015 
Dan Besaran Tambahan Pembiayaan Defisit Yang Diperkirakan Melampaui Target Def.isit Ang" 
garan Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015; .. 

1. Unclang-Undang Nomor 27 Tah1,m 2014, tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 
· Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tam-

' bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Und;mg Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negata Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669); 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... (1 );" 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN TENTANG BESARAN PERKIRAAN DEFISIT YANG MELAM­
PAUI TARGET DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN .BELANJA NEGARA TAHUN ANG­

GARAN 2015 DAN BESARAN TAMBAHAN PEMBIAYMN DEFISIT YANG DIPERKIRAKAN 
MELAMPAUI TARGET DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEG.ARA TAHUN 

ANGGARAN 2015. 

PERT AMA :. Besa~an perkiraan defisit yang melampaui target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Neg­
ara Tahun Anggaran 2015 ditetapkan Rp ... (2) 

KEDVA : Berdasarkan besaran perkiraan defisit yang melampaui target _defisit sebagaimana dimaksud 

KETIGA 

dalam Diktum PERTAMA, tambahan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Angggaran 2015 ,diperkirakan sebesar Rp ... (3) 
: Besaran perkiraan tambahan defisit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat dibiayai 

dengan menggunakan tambahan pembiayaan yang ditetapkan sebesar Rp .•. (4), yang bersumber 
dari Dana Saldo Anggaran Lebih, Penarikan Pinjaman Siaga, _dan/ at~u Penerbitan Surat Berharga 

Negara. 
. ,, 

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini. mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ' . . 
.Salin.an Keputusan Menteri ini disanipaikan kepada: 

1. Wakil Menteri Keuangan; 
.2. Sekretaris Jenderal Kementerian; Keuangan; 

3. lnspektur Jenderal Kementerian Keuangan; 

4. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan; 

5. Para Kepala Bad an di lingkungan Kementerian Keuangan. 

bitetapkan di Jakarta 

pada tanggal ................. ;(5) 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,. 

( ....................... c,, .................... ) (6) 
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TATA CARA PENGISIAN 

FORMAT KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR KETERANGAN 

( 1) 

(2) 

(3) 

', (4) 

(5) 

(6) 

'. . 

Diisi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.05/2015 tentang Perkiraan .Defisit Yang 

Melampaui Target Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 Dan Tam-
bahan Pembiayaan Defisit Yang Diperkirakan Melarrrpaui Target Anggaran Pendapatan Dan 

Bela.nja Negara Tahun Anggaran 2015. . 
Diisi dengan besaran perkiraan defisit _yang melampaui target defisit Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (dalam angkadan huruf). 

Diisi dengan besaran perkiraan tambahan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ta-
hun Angggaran 2015 (dalam angka dan huruf). 

Diisi dengan. besaran tambahan pembiayaan (dalam angka dan huruf). 

Diisi dengan tangga'I Keputusan Menteri Keuangan. 

Diisi dengan nama Menteri Keuangan (tan pa gelar, pangkat, dan Nomor lnduk Pegawai). 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO 

( BN) 

PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2009 

TENTANG KEPELABUHANAN 
(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015, 

.. tanggal 19 Agustus 20151 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, I

I aturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 ten-
tang Kepelabuhanan; 

· I Mengingat : Menimbang: 
a. . bahwa dalam rangka mempercepat penyedi­

aan infrastruktur kepelabuhanan melalui. pen­
ingkatan investasi di bidang kepelabuhaoan 
guna mendorong pembangunan nasional, 
perlu dilakukan perub11han atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang 

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Uhdang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 
Pelayarah (lambaran Negara Republik. Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 

Kepelabuhanan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 ten-
' ' b. bahwa berdasarkan ,pertimbangan sebagaimana tang Kepelabuhanan <(Lembaran Negara Republik ln-

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Per- donesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lem-
aturan P€merintah tentang Perubahan atas Per-. baran Negara R<ipublik Indonesia Nomor 5070); 

~------
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MEMUTUSKAN: I · · resiko .yang dipikul para pihak dimana alo­
kasi' resil<o harus didasarkan pada prinsip 
pengalokasian resiko secara efisien dan Menetapkan,: 

PERATURAN PEMERINTA.H TENTANG PERUSAHAN 
ATAS PERATURAN PEMERINTAH N€JMOR .61 TA­
HUN 2009TENTANG KEPELASUHANAN. 

Pasal I 
Seberapa ketentuan· dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Ke­
pelabuhanan (lembaran Negara Republik lndone-· 
sia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5070) diubah 
sebagai berikut: 
1 . Ketentuan Pasal 7 4 ayat (2) · diubah dari di an­

tara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, 
yakni ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai .beri-. 

· seimbang; 
e. standar kinerja pelayanan serta prosedur 

penanganan keluhan masyarakat; 
f. sanksi dalam hal para pihak tidak me­

menuhi perjanjian pengu.sahaan; 
g. penyel,esaian sengketa; 
h. pemutusan. atau pengakhiran perjanjian 

pengusahaan; 
i. sistem hukum yang berlak,u terhadap per­

janjian pengusahaan adalah hukum Indone­
sia; 

j. keadaan kahar; dan 
k. perubahan-perubahan. 

kut: 2. Ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) diubah, 
di antara ayat ( 1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) 
ayat, yakni ayat (1 a), serta ayat (3) dan ayat (4) 
dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 74 
(1) Konsesi diberikan kepada Sadan Usaha 

' Pel.abuhan untuk kegiatan penyediaan dan/ 
atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan 

. barang sebagaimana dimaksud dalam Pasat 
69 ayat (1) yang dituangkan dalam bentuk 

' perjanjian. 
(2) Pemberian konsesi kepada Sadan Usaha 

Peiabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1 ) dilakukan melalui mekanisme . pelelan­
gan sesuai dengan ketentu,an peraturan pe­
rundang-undangan atau melalui penugasan/ 

I 
penunjukan. 

(2q) Dalam hal pemberian konsesi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) melalui mekanisme 
penugasan/penunjukan, maka harus me­
menuhi ketentuan: 
a. lahan dimiliki, oleh Sadan Usaha Pelabu.han; 

dan 
b. investasi sepenuhnya dilakukan oleh Sadan. 

Usaha Pelabuhan dan tidak menggunakan 
pendanaan yang bersumber dari .'APSN/ 
APSD. 

(3) Jangka waktu konsesi sebagaimana dimaksud 
pad a ayat ( 1) disesuaikan dengan pengem­
balian dana investasi dan keuntungan yang 

' ' 
wajar. 

(4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1 ) paling sedikit m'emuat: 
a. lingkup pengusahaan; . 
b. masa konsesi pengusahaan; 
c, tarif awal dan formula penyesuaian tarif; 
d. hak dan kewajiban para pihak, termasuk 

· Pasal 75 

(1) Dalam hal masa konsesi telah berakhir, 
fasilitas . pelabuhan hasil konsesi ber.alih 
atau diserahkan . kepada penyelenggara 
pelabuhan. 

(1al Lahan hasil konsesi beralih ·atau diserahkan 
kepada penyelenggara pelabuhan sesuai den­
gan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 74 ayat ( 1) yang diperhitungkan dengan 
jangka wa.ktu p'emberian konsesi. 

. (2) Pengelolaan terhadap 'lahan dan fasilitas 
pelabuhan yang sudah beralih kepada peny­
elenggara· pelabuhan sebagaimana dimaksud 
pad a ayat ( 1 ) dan ayat (la) diberikan kepada 
Sadan Usalia Pelabuhan untuk kegiatan pe" 
nyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, pen­
umpang, dan bara1>g berdasarkan kerjasama 
pemanfaatan yang dilaksanakan sesuai den­
gan ketentuan peraturan · perundang-undan­
gan. 

(3) Dihapus. 
(4) Dihapus. 

PASAL II I· 
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada . ' ' 

tanggal. diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerin­

tahkan pengundangan Peraturan Pe'f!erintah ini den­
gan penempatannya dalam Lembaran Negara Repub­
lik Indonesia. 
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Ditetapkan di Jakarta 
pad a tanggal 19 Agustus 2015 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 
JOKO WIDODO 

Diundangkan di Jakarta 
· pad a tanggal 1 9 Agustus 201 5 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 
YASONNA H. LAOLY 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
TAHUN 2015 NOMOR 193 

PENJELASAN. 

ATAS 
PERATURAN PEMERl.NTAH REPUBLIK INDONESIA 

.i NOMOR 64 TAHUN 2015 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 

2009 
TENTANG KEPELABUHANAN 

I. UMUM 

I . II. 

Dalam rangka percepatan penyediaan infra­
sttuktut kepelabuhanan melalui peningkatan in­
vestasi di bidang kepelabuhanan guna mendorong 
pembanguhan nasional, perlu dilakukim perub.a­
han mengenai mekanisme pemberian konsesi ke­
pada Badan Usaha Pelabuhan melalui pelelangan 
yang diatur dalam Pasal 7 4 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Ke­
pelabuhanan menjadi melalu.i mekanisme pele- . 
langan atau · penugasan/penunjuka~. Dehgan di­
lakukan perubahan t_erhadap ketentuan Pasal 74, 
maka ketentuan Pasal 75 perlu dilakukan peruba­
han. 

PASAL DEMI PASAl _ 

Pasal I 
Angka 1 
Pasal 74 
Ayat (1 l 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Pemberian konsesi melalui mekanisme pele-

langan atau penugasan/penunjukan dilakukan 
baik untuk · pembangunan maupun pengemban­
gan pelabuhan. 
Ayat (2a) 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan "lahan dimiliki" adalah 
· lahan yang di bawah Pemilikan atau penguasaan 
Badari Usaha Pelabuhan. 
Huruf b. 

Cukup jelas. 
· Ayat (3) 

Cukup jelas. 
· Ayat (4) 

Huruf a s/d Huruf e 
Cukup jelas. 

Huruf f 
Sanksi adalah pengakhiran perjanjian dalam · ' 

hal Badan Usaha Pelabuhan tidak melaksanakan 
kew_ajibannya termasuk kewajiban memberikan 
pelayanan jasa kepelabuhanan sesuai standar 
kinerja pelayanan yang ditetapkan olel;l Otoritas 
Pelabuhan. 
Huruf g s/d Huruf k 

Cukup jelas. · 
Angka 2 
Pasal 75 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (1 a) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Kerj~sama pemanfaatan adalah pengoperasian 
fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan 
oleh B.adan Usaha Pelab_uhan dalam jangka waktu 
tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan 
negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lain­
nya. 
Ayat (3) 
Dihapus.· 

Ayat (4) 
Dihapus. 
Pasal II 

Cukl!P jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA 
REP.UBLIK INDONESIA NOMOR 5731 

( BN l 
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PER,UBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN 

NOMOR 78/M-DAG/PER/10/2014 
TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK KEHUTANAN 

(Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor 63/M-DAG/PER/8/2015, 
tarlggal 18 Agustus 2015) 

DENGAN RAHMAT TU~AN VANG MAHA ESA 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA .•. 

publik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tamba­

han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4661); 

Menimbang : 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

a.· bahwa untuk lebih me.ngoptimalkan kesiapan Larangan 'Praktel< Monopoli dan Persaingan Usaha 

pelaksanaan . kebijakan di bidang irnpor produk Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik lndone-

kehutanan, perlu melakukan perubahan terha­

dap Peraturan Menteri. Perdagangan Nomor 78/ 

M-DAG/PERl.10/2614 tentang Ketentuan lmpor 

Produk Kehutanan sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

07/M-DAG/PER/1 /2015; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 1 

dimaksud dalam huruf a, !llerlu menetapkan Per-

sia Tahun 1999. Nomor 33, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia,, Nomor 3806); 
. I 

4. Undahg-Undang Nomor 4 i Tahun 1999 tentang 

Kehutana.n (L13mbaran Negara Repul)lik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran 

Negara Repuplik Indonesia Nomor 3888) seb­

agaimana telah · diubah dengan Undang:Undang 

Nomor 19' Tahun 20.04 (Lembaran, Negara Re-

aturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan publik Indonesia Tahun 2064 Nomor 86, Tarnba-

Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagarigan No- han '.Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

mor 78/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan 4412); 

lmpor Produk Kehutanan; '5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Mengingat: 

h Undang-Undang N'omor 7 .Tahun 1994 tentang-' 

Kementerian Negara· (Lembaran Negara Repub­

lik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tamba­

han Lembaran Negara Republik ·Indonesia Nomor 

Pengesahan Agreement Establishing The World 4916); 

Trade Organization (Persetujuan Periibehtukan , 6. Undang'Undang Nomor 3 Ta.hun 2014 tentang 

Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Neg­

ara Ftepublik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3564); 

2. Undang-Undang· Nomor .10 Tahun .1995 tentang 

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indone­

sia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Ler'nba­

rim Negara Republik Indonesia Nomor 3612) se­

bagaimana telah diubah dengan Undang-Undani;i · 

Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Re-

Perindustrian (Lembaran Negara Republik lndone-' 

sia Tahun 2014 Norrior 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indone­

sia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5512); 

a. Peraturan Pemerintah Nomor ,6 Tahun 2007 ten­

tang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pen­

gelolaan Hutan; Serta Pemanfaatan Hutan (Lem­
' 
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baran Negara Republik lndones.ia Tahun 2007 

Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Repub­

lik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerihtah Norn or· 3 
. '. ' ' . ' '' 

Tahun 2008 (lembaran Negara Republik lhdone-

sia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran 

Prociuk KehutanJm sebagaimana telah diubah 

dengan Peratura.n Menteri Perdagangan Nomor 

07 /M-DAGi'PER /1 /2015; 

MEMUTUSKAN: 

Negara Republik Indonesia Nomor 4814); Menetapkan: 

9 .. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 

tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! 

Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pen- .• PERDAGANGAN NO MOR 78/M-DAG/PER/10/2014 

•geluaran Barang Ke dan Dari serta Barada di Ka- TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK KEHUTA-

wasan yang T elah Ditetapkan Sebagai Kawasan NAN. 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lem-

baran Negara Republik Indonesia · Tahun 2012 Pasal .I 

Nomor 17, 'J'.ambahan Lembaran Negara Republik Ketentuan Pasal 28 dalam Peraturan Menteri 

Indonesia lliomor 5277); Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/10/2014 ten-

10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tang Ketentuan lmpor Prbduk Kehutarian sel;>agaima-

tentang .Pembentukan Kementerian. dan Pengang- na telah diubah· dengan Peraturan Menteri Perdagan-

katan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014- gan Nomor 07/M-DAG/PER/1/2015 .diubah sehingga 

2019; berbunyi sebaga(berikut: 

, 11 . Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 201 5 tentang Pasal 28 

Organisasi Kementerian Negara; Peraturari Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 

12. Peraturan Pr~siden Nomor 48 Tahun 2015 ten- Januari 2016. 

tang Kementerian Perdagangan; 

13. Peratur'an Menteri Perdagangan Nomor 54/M­

DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Umum di 

Bidang lmpor; 

14: Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 /M­

DAG/PER/712010 tentang Organisasi dan T.ata 

Kerja · Kementerian Perdagangan sebagaimana 

tel ah diubah dengan · Peraturan Menteri · Perdagan­

gan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012; 

15. Peratµran Menteri Perdagangan Nomor 27/M­

DAG/PER/5/201 2 tentang K.etentuan Angka Pe.n­

genal lmportir. (API) sebagaimana tel ah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2012; 

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M­

DAG/PER/9/2014 tentang Pelayanan Terpadu 

Perdagangan; 

17. Peraturan Menteri Perdagangan . Nomor 78/M­

DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan lrnpor 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang­

gal diundan'.gkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin­

tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 

penempatannya· cialam Berita Negara Republik Indo­

nesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pad a tanggal 1 8 Agustus 201 5 

MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Ttd. 
THOMAS TRIKASIH LEMBONG 

( BN) 
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PENE.TAPAN HARGAPATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK 
PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG 

DIKENAKAN BEA KELUAR 
(Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor 64/M-DAG/PER/8/2015, 

tanggal 26 Agustus 20151 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang: 
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 

ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangar\ Nomor 
06/ M-DAG/PER/1 /2014 tentang Tata Cara Pene-

3, 

. han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4661); 
Undarig:Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Repub­

lik Indonesia "Fahun 2008 Nomor 166, Tamba­
han Lembaran Ne(la,ra Republik Indonesia Nomor 
4916); 

tapan Harga Patokan Ekspor Atas Prociuk Pert- 4. Undan9-Undang Nomor 4 Tahu!] 2009 tentang 
ambangan Hasil Pengolahan Yang Dikenakan Bea . Pertambangan Mi.neral dan Batubara (Lemb~ran 
Keluar, perlu pengaturan mengenai. penetapan Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, 
Harga· Patokan Ekspor atas produk pertambangan 
hasil pengolahan yang d-ikenakan bea keluar; 

b. bahwa ,penetapan Harga Patokan Ekspor .atas 
produk pertambangan hasil pengolahan yang 
dikenakan bea keluar dilakukan setelah memper­
hatikan usulan tertulis dan hasil rapat koordinasi 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4959); 

5, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tenfang 
Perdaganga,n (Lembaran Negara Republik Indone­
sia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 'Nomor 5512); 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 dengan instansi teknis. terkait; 6. 
c. bahwa · berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mene, i 

tapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang 

Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Prociuk 
Pertambangan Hasil Pengolahan Yang Dikenal<an 

Bea Keluar;. 

Mengingat: 
1 . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentan,g 

Pengesahan Agreement Establishing The World 
Trade Organization (Persetujuan Pembentukan 
Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Neg­
ara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3564); 

2. Undang-Undang Nomor 1 o Tahun 1995 tentang , 
Kepabeanan (Lembara,n-Negara Republik Indone­
sia Tahun 1995 Nomor 75, · Tambahan Lemba­
ran Negara Republik Indonesia Nomor 36121 se­
bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang , i 
Norn or 17 'Tahun • 2006 (lembaran Negara Re­
publik Indonesia Tahun. 2006 Nomor 93, Tamba-

tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang 
'Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta­
hun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Neg­
ara Republik Indonesia Nomor 4886); 

7. Petaturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 
' 

tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertamban­
gan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Re­
publik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tamba- 1 

han Lemb,aran Negara Republik Indonesia Nomor 
5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 
Tah.un 2014 (Lembaran Negara Republik Indone­
sia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lemba: 

ran Negara Republik Indonesia Nomo.r 5597); 
8. Keputusan Presiden· NOmor 121/P Tl!hun 2014 

tentang Pembentukan Kementerian dan Pengang­
katan Menteri Kabinet Kerja .Periode Tahun 2014-
2019; 

9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 
Organisasi Kementerian Ne!)ara; 

10. Peraturan Presiden Nomor .48 Tahun 2015 ten-, 
tang Kementerian Perdagangan; 
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! 

11. Keputusan Presiden. Nomor 79/P Tahun 2015 
tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara 
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019; 

12. Peraturan Menteri · Perdagangan Nomor 31 /M­
DAG/PER/7/201 0 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana 
telah diubah d1mgan Perat'uran Menteri Perdaga'n­
gan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012; 

1 3. Peraturan Menteri Perdagangan . Nomor 1 3/M­
DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan 'Um um di 
. Bi dang· Ekspor; 

14. Peraturan Menteri Keuang<in Nomor 75/PMK. 
011/2012 · tentang Penetapan Barang E.kspor 
Yang Diken.akan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 36/ · 

PMK.010/2015; 
1 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Min­

eral Nomor 1 Tahun 2014 tentar;ig Peningkatan 
Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengola­
han dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri seb- · 
agaimana telah diubah dengan. Peraturan Menteri 
Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Ta­

hun 2015; 
16. Peraturan ·Menteri Perdagangan Nomor 06/M­

DAG/PER/1 /2014 tentang Tata Cara Penetapan 
Harga Patokan Ekspor Atas Prociuk Pertamban­
gan Hasil 'Pengolahan Yang Dikenakan Bea Ke­

luar; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : 
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS 
PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN 

YANG DIKENAKAN BEA KELUAR. 

Pasal 1 

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) 
ditetapkan dengan berpedoman pada 'harga rata-rata 
tertinggi pada bursa internasional, harga rata-rata ter­
tinggi Free On Soard (FOB), harga rata-rata tertinggi 

ya rig berlaku di pasar dalam negeri atau harga · rata-
1 rata tertinggi di negara pengimpor produk pertamban-

• I gan haSil pengolahan dalam SatU bUlan terakh!r Sebe- · ' 
lum penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE). 

Pasal 2 

Harga Patokan Ekspor (HPE) untuk produk per­
tambangan hasil pengolahan ditetapkan sebagaimana 
tercantum dalam Lampitan yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan d11ri Peraturan Menteri ini. 

Pasal 3 
Harga Patokan Ekspor (HPE) sebagaimana di­

maksud·dalam Pasal 2 digunakan sebagai dasar pene­

tapan Harga · Ekspor untuk penghitungan Bea Keluar 

.oleh Menteri Keuangan . 

Pasal 4 
Harga Patokari Ekspor (HPE) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 berlaku terhitung dari tang­
gal 1 September 2015 sampai dengan 30 September 
2015. 

Pasal 5 
Dalam hal masa berlaku Harga Patokan Ekspor 

(HPE) telah berakhir berdasarkan Peraturan Menteri 
ini, dan Ha.rga Patokan Ekspor (HPE) yang .baru be­

lum ditetapkan, maka Harga Patokan Ekspor (HPE) 
sebagarmana tercantum dalam Lampiran Peraturan 
Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sebagai dasar 
penghitungan Bea Keluarsampai ditetapkannya Harga 
Patokan Ekspor (HPE) yang baru .. 

Pasal 6 
.Pada saat Peraturan Menteri ini mulai. ber­

laku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 5 7 /M­

DAG/PER/7 /2015 tentang Penetapan Harga Patokan 
Ekspor Atas Prociuk Pertambangan Hasll Pengolahan 
Yang Dikenakan Bea Keluar, ·dicabut da.n dil'.lyatakan 
tidak berlaku. 

Pasal 7 

I 1 S 
Peratubran

2
M
0

e
1
n
5
teri ini mulai berlaku pada tang- i .. 

ga . eptem er . 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerin­

tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo­

nesia. 

Ditetapkan di Jakarta . 
pada tanggal· 26 Agustus 2015 

an. MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 
Pit. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, 

ttd. 
KARYANTO SUPRIH 
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PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH 

LAMPIRAN 

HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN. 

PERIODE 1 SEPTEMBER 2015 - 30 SEPTEMBER 2015 

HARGA 
PA TO KAN 

NO. URAIAN BARANG POS TARIF/HS EKSPOR . SATUAN 

IHPEl 
. 

1. Konsentrat tern bag a dengan kadar 15 % ,;; Cu < 16% ex 2603.00.00.00 1.108,31 · USD/WMT 

2. Konsentrat tern bag a den·gan kadar 16 % ,;; Cu <. 17% ex 2603.00.00.00 1. J 52,82 USD/WMT 

3. Konsentrat tern bag a dengan kadar 17 % ,;; Cu < 18% ex 2603.00.00.00 1.197,33 USD/WMT 

4. Konsentrat tern bag a dengan kadar 18 % ,;; Cu < 19% ex 2603.00.00.00 1.241,84 USD/WMT 

5. Konsentrat tembaga dengan kadar 19% ,;; Cu < 20% ex 2603.00.00.00 1.286,36 USD/WMT 

6. Konsentrat tembaga dengan kadar 20% ,;; Cu < 21 % ex 2603.00.00.00 1.330;87 USD/WMT 

7. Konsentrat tern bag a dengan kadar 21 % ,;; Cu < 22 % ex. 2603.00.00.00 1.375,38 USD/WMT 

8. Konsentrat tern bag a dengan kadar 22 % ,;; Cu < 23 % ex 2603.oo.oo,oo 1.419,89 USD/WMT 

9. Konsentrat tembaga dengan kadar.23%,;; Cu <24% ex 2603.QO.OO.Oo l.464,40 USD/WMT 

10. Konsentrat tembaga dengan kadar 24% ,;; Cu < 25% ex 2603.00.00.00 1.513,37 USD/WMT 

11 . Konsentrat terribaga dengan kadar 25% ,;; 'Cu <.26% ex 2603.00.00.00 1.557,88 USD/WMT 

12. Konsentrat tembaga dengan kadar 26% ,;; Cu < 27% ex 2603.00.00.00 . 1.602,39 USD/WMT 
13, Konsentrat tembaga dengan kadar 27 % ,;; Cu < 28 % ex 2603.oo:oo.oo 1.646,90 USD/WMT 

14. konsentrat tembaga dengan kadar 28% ·,;; Cu <29% ex 2603.00.00.00 1.691.41 USD/WMT 

15. konsentrat tembaga dengan kadar 29% ,;; Cu <30% ex 2603.00.oo,oo 1.735,93 USD/WMT 

16. konsentrat tembaga dengan kadar Cu ;;,, 30% . ex 2603.00;00.00 1.780,44 USD/WMT 

17. Konsentrat besi (hematit, magnetit, pirit) dengan ex 2601.11.00.00 35,92 USD/WMT 

kadar 62 % ,;; Fe < 63 % ex 2601.12.00.00 

18. 
1 

Konsentrat besi (hematit, magnetit, pirit) dengan ex 260.1 .11 .00.00 36,50 USD/WMT 

kadar 63% ,;; Fe < 64% I .ex 2601 .12.00.00 

19 .. Konsentrat besi (hematit, magnetit, pirit) dengan ex 2601.11.00.00 37,08 USD/WMT 
I 

kadar .64 % ',;; Fe < 65 % ex 260·1.12.00.00 

20. konsentrat besi (hematit, magnetit; piiit) dengan ex 2601.11.00.00 37,66 USD/WMT 
kadar 65% ·,;; Fe < 66% ex 2601.12.00,00 . 

21. Kon.sentrat besi (h.en1atit, magnetit, pirit) dengan · ex 2601.11.00.00 38,24 USD/WMT 

kadar 66% ,;; Fe <67% ex 2601.12.00.00 · 

22. Konsentrat besi. (hematit, magnetit, pirit) dengan ex 2601.11.00,00 38,82 USD/WMT 

kadar 67% ,;; Fe < 68% .. ex 2.6.01.12.00.00 

23. Konsentrat besi (hematit, magnetit, pirit) dengan . ex .2601.11.00.00 39,39 USD/WMT 

kadar Fe :2: 68 % ex 2601.12.00.00 
I 

24. Konsentrat besi (Gutitllaterit) dengan kadar ex 2601.11.0o.oo 5,80 USD/WMT i 

51 % ,;; Fe <52% dan kadar (Al
2
0

3 
+ Si02) ;;,, 10% ex 2601.12.00.00 . 

25. Konsentrat besi (Gutit/laterit) dengan kadar ex 2601.11.00.00 7, 10 USD/WMT . . 

52% ,;; Fe < 53% dan kadar (Al
2
0

3 
+ Si02 ) :2: 10% ex 2601, 12.oo.oo 

26. Konsentrat besi .(Gutit/laterit) dengan kadar ex 2601.11.00.00 8,44 USD/WMT 

53% ,;; Fe < 54% dan kadar (Al20 3 + SiO,). ;;,, 10% ex 2.601.12.00.00 . 

27. Konsentrat besi (Gutit/laterit) dengan kadar ·. ex 2601.11.00.00 8;60 USD/WMT ,. 

54% ,;; Fe < 55% dan kadan (Al
2
0

3 
+ Si02 ) :2: 10% ex 2601.12.00.00 

.. 
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PENGUMUMAN/ PERATURAN PEMERINTAH 
' 

Konsentrat besi (Gutit/laterit) dengan kadar ex 2601.11.00.00 
55% s; Fe < 56% dan kadar (Al20 3 + Si02) :<!: 10% ex 2601.12.00.00 

konsentrat besi (Gutit/laterit) den9an kadar ex 2601.11.00.00 
56% s; Fe :< 57% dan kadar (Al,0

3 
+ Si0

2
) :<!: 10% ex 2601.12.00.00 

Konsentrat besi (Gutit/laterit) den9an kadar ex 2601.11.00.00 

57% s; Fe < 58% dan kiidar (Al,O, + SiO,) :<!: 10% ex 2601 .12.-00.00 

Konsentrat besi (Gutit/laterit) dengan kadar ex 2601.11.00.00 

58% s; Fe <59% dan kadar (Al,03 + Si02) :<!: 10% ex 2601. 12.00.00 

Konsentrat bes.i (Gutit/laterit) den9an. kadar ex 2601 .11 .00.00 

59% s; Fe < 60% dan kadar (Al,O, + SiO,) :<!: 10% ex 2601.12.00.00 

Konsentrat besi (Gutit/laterit) den9an kadar ex 2601 .11 .00.00 

60% s; Fe <61 % dan kadar (Al,03 + Si02) .:<!: 10% ex 2601. 12.00.00 

Konsentrat besi (Gutit/laterit) den9an k.adar ex 2601 .11 .00.00 

Fe :<!: 6.1 % dan kadar (Al
2
0

3 + Si02) :<!: 10% ex 2601. 12.00.po 

Konsentrat man9an den9an kadar 49% s; Mn < 50% ex 2602.00.00.00 

Konsentrat man9an den9an kadar 50% s; Mn < 51 % ex 2602.00.00.00 

Konsentrat man9an den9an kadar 51 % s; Mn < .52% ex 2602.00.00.00 

Konsentrat man9an den9an kadar 52% s; Mn < 53% ex 2602.00.00.00 

Konsentrat .man9an den9an kadar 53% s; Mn < 54% ex 2602.00.00.00 · 

· konsentrat man9an dengan kadar. 54%. s; Mn < 55% ex 2602.00.-00.00 

Konsentrat man9an dengan kadar 55% s; Mn < 56% ex 2602.00.00.00 

Konsentrat mangan ·den9an kadar 56 % s; Mn < 5 7 % ex 2602.00.00.00 

Konsentrat mangan den9an kadar 57% s; Mn < 58% ex 2602.00.00.00 

Konsentrat mangan den9an kadar 58% s; Mn < 59% ex 2602:00.00.00 

Konsentrat man9an den9an kadar 59% s; Mn < 60%. ex 2602.00.00.00 

Konsentrat man9an den9an kadar 60% s; Mn < 61 % ex 2602.00.00.00 

Konsentrat manaan dengan kadar 61 % s; Mn <62% ex 2602.00.00.00 

Konsentrat man9an den9an kadar 62% s; Mn < 63% ex 2602.00.00.00 

Konsentrat man9an den9an kadar 63% s; Mn < 64% ex 2602.00.00.00 

Konsentrat man9an den9an kadar :<!: 64 % Mn ex 2602.00:00.00 

Konsentrat timbal den9an kadar 57% s; Pb < 58% ex 2607.00.00.00 

Konsentrat timbal den9an kadar 58% s; Pb < 59% ex 2607.00.00.00 

Konsentrat timbal d~n9an kadar 59% ·S: Pb < 60% ex 2607.0o.oo,oo 

Konsentrat timbalden9an kadar .60% s; Pb· < 61 % ex 2607.00.00.00 · 

Konsent.rat timbal den9an kadar 61 % s; Pb < 62% ex 2607.00.00.00 

Konsentrat timbal dengan kadar 62 % s; Pb < 63 % ex 2607.00.00.00 

Konsentrat timbal dengan kadar 63% s; Pb < 64% ex 2607.00.00.00 

Kor\sentrat timbal dengan kadar 64 % s; Pb < 65 % ex 2607.00.00.00 

Konsentrat timbal den9an kadar 65% s; Pb < 66% ex 2607.00.00.00 

Konsentrat timbal dengan kadar 66% s; Pb < 67% ex 2607.00.00.00 

Konsentrai: timbal den9an kadar 67% s; Pb < 68% ex 2607.oo,oo.oo 

Konsentrat timbal den9an kadar 68 % s; Pb < 69 % ex 2607.00.00.00 

Konsentrat timbal den9an kadar 69% s; Pb < 70% ex 2607.00.00.00 

konsentrat timbal den9an kadar 70% s; Pb < 71 % ex 2607.00.00.00 

Konsentrat timbal den9an kadar' 71 % s; Pb < 7 2 % ex 2607 .00.00.00 

KoAsentrat timbal den9an kadar 72% s; Pb < 73% ex 2607.00.00.00 
' ' ' . 

Business News 8758128-9-2015 

10,01 USD/WMT 

10, 19 USD/WMT 

15,56 USD/WMT 

15,84 USD/WMT 

20, 14' USD/WMT 

20,48 USD/WMT 

26,37· USD/WMT 

96,98 USD/WMT 

98,96 USD/WMT 

100,94 USD/WMT 

102.92 USD/WMT 

104,90 USD/WMT 

106,88 USD/WMT 

108,85 USD/WMT 

110,83 USD/WMT 

112,81 USD/WMT 

114,79 U~D/WMT 

116,77 USD/WMT 

118, 75 USD/WMT 

120,73 USD/WMT 

122, 71 USD/WMT 

124,69 USD/WMT 

126,67 USD/WMT 

' 564,40 USD/WMT 

574,30 USD/WMT 

584,20 USD/WMT 

594, 10 USD/WMT 

604,01 US.D/WMT 

613,91 USD/WMT 

623,81 USD/WMT 

633,71 USD/WMT 

643,61 USD/WMT 

653,51 USD/WMT 

663,42 USD/WMT 

673,32 USD/WMT 

683,22 USD/WMT 

' 693,12 USD/WMT 

703,02 USD/WMT 

712,92 USD/WMT 
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PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH 

Konsentrat timbal dengan kadar 73% s Pb < 74% ex 2607.00.00.00 
Konsentrat timbal dengan kadar 74% s Pb < 75% ex 2607.00.00.00 
Korisentrat timbal dengan kadar 75% s Pb < 76% ex 2607.00.00.00 

Konsentrat timbal dengan kadar 76% S Pb < 77% ex 2607.00 .. 00.00 · 
Konsentrat timbal dengan kadar 77% ,;; Pb < 78% ex 2607.00.00.00 
Konsentrat timbal dengan kadar 78% ,;; Pb < 79% ex 2607.00.00.00 
konsentrat timbal dengan kadar 79% ,;; Pb < 80% ex 2607 .00.00.00 
Konsentrat timbal dengan kadar 80% ,;; Pb < 81 % ex 2607 .00.00.00 
Konsentrattimbal dengari kadar 81 % s Pb < 82 % ex 2607.00.00.00 
Konsentrat timbal dengan kadar 82 % s Pb < 83 % · ex 2607.Q0.00.00 
Konsentrat timbal dengan kadar 83 % ,;; Pb < 8.4 % ex 2607.00.00.00 
Konsentrat timbal dengan kadar 84% s Pb < 85% ex 2607.00.00.00 
Konsentrat t.imbal dengan kadar 85% s Pb < 86% ex 2607.00.00.00 
Konsentrat timbi;il dengan kadar Pb ,;; 86 % 

. 

ex 2607.00.00.00 
Korisentrat seng dengan kadar 52% s Zn < 53% ex 2608.00.00.00 
Konsentrat seng dengan kadar 53 % ,;; Zn < 54.% ex 2608.00.00.00 

Konsentrat seng derigan kadar 54 % s Zn < 55 % ex 2608.00.00.00 
Konsentrat seng dengan·kadar 55% s Zn <56% ex 2608.00.00.00 
Konsentrat seng dengan kadar 56% ,;; Zn < 57% ex 2608.00.00.00 
Konsentrat seng dengan kadar 57% ,;; Zn < 58% ex 2608.00.00.00 
Konsentrat seng dengan kadar 58% ,;; Zn < 59% ex 2608.00.00.00 
Konsentrat seng dengan .kadar 59% s Zn < 60%. ex 2608.00.00.00 
Konsentrat seng dengan kadar 60% ,;; Zn < 61 % ex 2608.00.00.00 
konsentrat seng dengan kadar 61 % s Zn < 62 % ex 2608.00.00.00 
konsentrat seng dengan kadar 62 % s Zn < 63 % ex 2608.00.00.00 
konsentrat seng dengari kadar 63 % ,;; Zn < 64%· ex 260.8.00.00.00 
konsentrat seng dengan .kadar 64- % s Zn < 65% . ex 2608.00.00.00 
konsentrat seng dengan kadar 65 % ,;; Zn < 66% ex 2608.00.00.00 
konsentrat seog dengan kadar 66 % ,;; Zn < 67% ex 2608.00.00.00 

. Konsertrat seng dengan kadar Zn. ;;, 67% ex 2608.00.00.0Q 
konsentrat ilmenit dengan kadar 'Fe ;;, 58 % .. ex 2614.00.00.00 
(bentuk pasir) . 

Konsentrat ilmenit dengan kadar Fe ;;, 56% ex 2614.00. 10.00 
. 

(bentuk pellet) 

Konseritrat titanium lainnya dengan kadar ex 2614.00.90.00 
Fe ;;, 58% (bentuk pasir) 

Konsentrat titanium lainnya dengan kadar ex 2614.00.90.00 
Fe ;;, 56% (bentuk pellet) 

. 

a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI, 

ttd. 
PARTOGI PANGARIBUAN 

( BN I 

"""""-"'" ~ 
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722,83 USD/WMT 

732,73 USD/WMT 

742,63 USD/WMT ! 

752,53 USD/WMT 

762,43 USD/WMT 
! 

772,33 USD/WMT 

782,24 USD/WMT 
i 

792, 14 USD/WMT I 

I 
802,04 USD/WMT 

811,94 USD/WMT 

821,84 USD/WMT 

831,74 USD/WMT 

841,65 USD/WMT 

851,55 USD/WMT 

396,46 USD/WMT 

404,08 USD/WMT 

411,70 USD/WMT 

419,33 USD/WMT. 

426,95 USD/WMT 

434,58 USD/WMT 

442,20 USD/WMT 

449,82 USD/WMT 

457,45 USD/WMT ' 

465,07 USD/WMT 1'. ! 

472,70 USD/WMT 

480,32 USD/WMT 
. 4-87,95 USD/WMT i 

495,57 USD/WMT : 
.503, 19 USD/WMT ' 
510,82 USD/WMT . 

280,00 USD/WMT '· 

560,00 USD/WMT 

285,20 USD/WMT 
i 

. 

570,40 USD/WMT 
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.LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA I . . . • 

'PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR 
NASIONAL INDONESIA KACA UNTUK BANGUNAN - BLOK 

KACA - SPESIFIKASI DAN METODE UJI SECARAWAJIB 
(Peraturan Menteri Perindustrian R.I Nomor 65/M-l_ND/PER/8/2015, 

taoggal 12 Agustus 2015) 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang: 

a. bahwa dalam rangka kelanearan pelaksanaan pem­

ber1akuan dan peng_awasan Standar Nasional Indone­

sia (SNI) Kaea Untuk Bangunan - Blok Kaea - Spesifi­

kasi dan Metode Vii yang oiberlakukan secara Wajib 

dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M­

IND/PER/6/201 5 dan pelaksanaan ketentuan Pas.al 11 

ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Meriteri Per­

industrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang 

.Standar Nasional Indonesia Bidang 1ndustri, perlu 

menunjuk Lembaga Penilaian Kes_esuaian untuk 

. melaksanakan sertifikasi da.n pengujian mutu 

Kaea Untuk B~ngunan - Blok Kaea - Spesifikasi 

dan Metode Uji; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Per­

aturan Menteri Perindustrian tentang Lembaga Pe' 

· nil_aian Kesesuaian Dal am Rangka Pemberlakuan . ; 

dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia 

Kaea Untuk Bangunan - Blo.k Kaea , Spesifikasi 

dan Metode Uji Secara Wajib; 

Mengingat: 

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indone­

sia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 

tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Neg-

ara Rei)ublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4020); 

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Nega­

ra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 

tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

. 54); 

5. Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 ten­

tang Komite Akreditasi Nasional; 

6. Keputusan Presiden Nomor121 /P Tahun 2014 

tentang Pembentukan Kementerian dah Pengang­

katan Menteri Kabinet Kerja Peri.ode Tahun 2014-

2019; 

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M­

IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indo­

nesia Bidang lndustri; 

8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M­

IND/PER/10/201 O tentang Organisasi dan Tata 

· Kerja Kementerian Perindustrian; 

9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M­

INQ/PER/6/2015 tentang Pemberlakuan Standar 

Nasional Indonesia, Kaea Untuk Biingunan - Blok 

Kaea Seeara Wajib; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : 

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG 

LEMBAGA PENILAIJ:\N KESESUAIAN DALAM RANG-
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KA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STAN- Pasal 3 

DAR NASIONAL: INDONESIA KACA UNTUK BANGU- (1 l LSPro dan Laboratorium Uji sebagaimana dimak-

NAN - BLOK KACA - $PESIFIKASI DAN METODE UJI sud dalam Pasal 2 harus memproses akrepitasi 

SECARA WAJIB. . kepada Komite Akreditasi Nasional. dalam Waktu 

paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukan , 

Pasal 1 Peraturan Menteri ini. 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud (2) LSPro dan Laboratorium Uji sebagaimana'dimak-

dengan: sud pada ayat (1) harus melaporkan perkemban-

1. Sertifikat Prociuk Penggunaan Tanda SNI Kaea . gan proses akreditasi kepada Kepala BPPI Kemen-

Untuk Bangunan - ·Blok Kaea, yang selanjutnya terian Perindustrian. 

disingkat SPPT-SNI, adalah sertifikat yang dike- (3) LSPro dan Laboratorium Uji sebagaimana dimak-

luarkan oleh Lerribaga Sertifikasi Prociuk kepada sud pada ayat ( 1) harus memenuhi persyaratan 

produsen yang. mampu memproduksi Kaea Untuk sebagai· LSPro dan Laboratorium Uji yang diakre- i 

Bangunan - Blok Kaea sesuai dengan persyaratan ditasi ol.eh Komite Akreditasi Nasional untuk rue 

SNI .Kaea Untuk Bangunan - Blok ·Kaea - Spesifi- ang 'lingkup SNI ISO 21690:2013 dalam Waktu 

kasi dan Metode Uji. paling lama 2 (dual tahun sejak diberlakukan Per-

2. Lembaga Sertifikasi Prociuk, yang selanjutnya . aturan Menteri ini. 

disingkat LSPro, adalah lembaga yang melakukan . (4) Dalam hat LSPro dan Laboratorium Uji belum ter-

kegiatan sertifikasi produk. 

3. Laboratorium Uji adalah laboratorium yang 

mela.kukan kegiatan pengujian terhadap eontoh 

Kaea Untuk Bangunan - Blok Kaea sesuai metode 

uji SNI. 

4. Menteri adalah Menteri. yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang Perindustrian. 

5. Direktur Jendelal Pembina lndustri adalah Direk­

tur Jenderal. lndustri Kimia, Tekstil, dan Aneka, 

Kementerian .. Perindustri.an. 

6. Kepala BPPI adalah Kepafa B~dan Penelitian dan i 

Pengembangan lndustri, Kementerian Perindustrian. 

Pasal 2 

( 1) LSPro dan Laboratorium Uji yang belum terakre­

ditasi melaksanakan sertifikasi d&n pengujian· ter­

hadap Kaea Untuk Bangunan - Blok Kaea sesuai . ' 

dengan ketentuan SNI ISO 21690:2013. 

(2) LS Pro sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1 ) se­

bagaimana ter.ea.ntum dalam huruf A Lampiran. 

Peraturan Menteri ini. 

(3) Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 ) .sebagaimana . tereantum dalam huruf B 

Lampiran Peraturan Menteri ini. 

. akreditasi dalam Jangka Waktu. sebagaimana di­

maksud pada ayat (3), penunjukahriya dinyatakan 

berakhir. 

Pa.sal 4 

(1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 

(2) harus memperoleh dukungan pengujian dari 

Laboratorium Uj;' untuk pengujian produk Kaea 

Untuk Bangunan - Blok Kaea. 

(2) L<!boratorium Uji sebagaimana dimaksud datam 

Pasal 2 ayat (3) hanya boleh mendukung 1 (satu) 

LS Pro sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) un­

tuk pengujian Kaea Untuk Bangunan - Blok Kaea. 

Pasal 5 

( 1) Lab~natorium Uji sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (3) Wajib melakukan pengujian atas 

permintaan LSPro dan/atau instansi teknis: 

(2) Kewajiban pengujian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berlaku untuk: 

a. penerbitan SPPT-SNI Kaea Untuk Bangunan c 

Blok Kaea; dan/atau 

b. pengawa.san atas pelaksanaan penerapan SNI 

ISO 21690:2013 seeara Wajib. 

Business News 8758128·9c2015 
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Pasal 6 

(1) LSPro dan Laboratorium Uji sebagaimana dimak­

sud dalam Pasal 2 harus melaporkan hasil kinerja 

sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal 

Pembina. lndustri dan Kepala BPPI, Kementerian 

Perindustrian. 

(2) Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian 

sebagaimana dimaksud p·ada ayat (1) terdiri 

dari: 

a. · laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampai­

kan LSPro, berupa: 

1. penerbitan SPPT,SNI, pengawasan berkala · 

SPPT-SNI, dan peneabutan SPPT-SNI Kaea 

Untuk Bangunan -. Blok Kaea, .Yang harus 

disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari 

kerja sejak tanggal penerbitan; 

2. rekapitulasi penerbitan SPPT-SNI; ·penga­

wasan berkala SPPT-SNI, .dan peneabutan 

SPPl-SNI Kaea Untuk Bangunan - Blok 

Kaea. dalam kurun waktu 1 (satu) tahun; 

· Pasal 7 

(1) Direktorat Jenderal Pembina lndustri melakukan 

pembinaan terhadap industri Kaea Untuk Ban­

gurian - Blolt Kaea yang tidak memenuhi keten­

tuan SNI ISO 21690:2013 seeara Wajib melalui 

pengaWasan berkala atas penerapa~ SNI ISO 

21690:2013. 

(2) BPPI rnelakukan monitoring dan evaluasi terha­

dap: 

a. kinerja LSPro dan Laboratorium Uji yang· di­

tunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2; dan 

b. pelaksanaan pengujian sebagaimana dimak­

sud dalam Pasal 5 dan laporan hasil kinerja 

sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimak­

sud dalam Pasal 6. 

Pasal 8 

( l) LS Pro yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud d~lam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) 

yang harus disampaikan palin!J lambat huruf a, dicabut .penunjukan sertifikasinya. 

pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya; (2) Lagoratorium Uji yang melanggar ketentuan se-

dan 

3. perkembangan kompetensi, organisasi, . 

dan akreditasi LSPro .. 

b. laporan hasil kinerja pengujian yang disampai­

kan Laboratorium Uji, berupa: 

1. Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas 

pengujiim Kaea Untuk · Bangunan - Blok 

Kaea yang telah 'dilakukan dalam kurun 

Waktu 1 (satu) bulan, yang harus disam­

paikan paling lambat pada tanggal 5 bulan 

berikutnya; 

2. rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pen.­

gujian Kaea Untuk Bangunan - Blok Kaea 

bagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dim Pasal 6 

ayat (1) dan ayat (2) huruf b, dieabut penunjukan 

pengujiannya. 

(3) Penilaian kebenaran atas pelanggaran ketentt.ian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) dila~ukan dalam rapat penilaian Lembaga Pe­

nilaian Kesesuaian. 

Pasal 9 

Peraturari Menteri ini mulai berlaku pada tang' 

gal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin­

tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 

yang telah dilakukan dalam kurun Waktu 1 ' penempatannya dalam Berita Negara Republik lndo-

(satu) tahun, yang harus disampaikan pal- nesia. 

ing lambat pada tanggal 5 Januari tahun 

berikutnya; dan 

3. perkembangan kompetensi, organisasi, 

dan akreditasi Laboratorium ·uji. 
-
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LAMPIRAN· 

PENGUMIJMAN/PERATURAN PEMERINTAH 

REPUBLIK INDONESIA, 

.ttd. 

SALEH. HUSIN 

Diuncjangkan di Jakarta 

pada tanggal 18 Agustus 2015 

MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

YASONNA H. LAOLY 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

TAHUN 2015 \'IOMOR 1214 

A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN 
DAN PENGAWASAN.STANDAR NASIONAL INDONESIA KACA UNTUK BANGUNAN - .BLOK KACA- SPE­

SIFIKASI DAN METODE UJi (SNI ISO 21690:2013) SECARA WAJ.IB. 
' .. , 

. 
NO NAMA LEMBAGA ALAMAT 

. . . . .· 
. 

1 LSPro Cencera - JI. J!lnderal Ahmad Yani No. 392 ' 

Kementerian Perindustrian Bandung 40272 
Telp. (022) 7206296, 7206221 

. Fax. (022) 7205322 

B'. LABORATORIUM UJI YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGA­

WASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KACA UNTUK BANGUNAN - BLOK KACA - SPESIFIKASI DAN 
METODE UJI (SNI ISO 21690:2013) SECARA WAJIB, 

NO 

1 

NAMA LEMBAGA ALAMAT 
.. 

· Laboratorium Penguji Balai JI. Je.nderal Ahmad Yani No. 392 
Besar Keramik (BBK) - Bandung 40272 
Kementerian Perindustrian Telp (022) 7206221, 7207115 

Fax. (022) 7205322 
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